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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris
independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap
penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 — 2020.

Populasi pada penelitian ini sebanyak 72 perusahaan dan sampel sebanyak
43 perusahaan dalam kurun waktu 5 tahun. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan yaitu menggunakan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan
adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang dilanjutkan
dengan uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji multikolonieritas, dan analisis
korelasi. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diukur menggunakan dua
perhitungan, (Effective Tax Rate) ETR dan (Cash Effective Tax Rate) CETR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan proporsi komisaris
independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak memiliki
pengaruh terhadap penghindaran pajak baik secara ETR dan CETR. Hasil uji secara
parsial proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, kepemilikan
institusional, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran
pajak baik ETR dan CETR.

Kata Kunci: Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran
Perusahaan, Penghindaran Pajak, ETR, CETR.



ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the proportion of independent
commissioners, institutional ownership, and company size on tax avoidance in
agricultural and mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange
in the period 2016 — 2020.

The population in this study were 72 companies and a sample of 43
companies in a period of 5 years. The sampling technique used is using purposive
sampling technique. The method used is descriptive analysis and multiple linear
regression analysis followed by autocorrelation test, heteroscedasticity test,
multicollinearity test, and correlation analysis. In this study, tax avoidance was
measured using two calculations, (Effective Tax Rate) ETR and (Cash Effective Tax
Rate) CETR.

The results showed that simultaneously the proportion of independent
commissioners, institutional ownership, and firm size had no effect on tax
avoidance either by ETR and CETR. The partial test results showed that the
proportion of independent commissioners had a significant negative effect,
institutional ownership, and firm size had no effect on tax avoidance, both ETR and
CETR.

Keywords: Proportion of Independent Commissioners, Institutional Ownership,
Company Size, Tax Avoidance, ETR, CETR.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jendral Pajak, 2021). Di
mata negara, pajak merupakan sumber penerimaan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah, dan di mata perusahaan (wajib pajak) merupakan
beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh sebab itu, pajak merupakan sumber
penerimaan negara yang paling besar dan dipungut untuk kepentingan rakyat
(Rozak et al., 2018).

Mengingat pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih
perusahaan, maka perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak sekecil
mungkin dan berupaya untuk dapat menghindari kewajiban pajaknya (Fadilah et
al., 2019). Hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara
kepentingan negara dan kepentingan perusahaan sehingga menyebabkan wajib
pajak mengurangi jumlah pembayaran pajaknya dikenal dengan tax avoidance. Tax
avoidance merupakan suatu bentuk usaha untuk meminimalisir pembayaran pajak
dengan melakukan skema penghindaran pajak yang bertujuan untung meringankan
beban pajak dengan mencari dan memanfaatkan celah terhadap ketentuan
perpajakan di suatu negara (Sulistiono, 2018). Pada dasarnya tax avoidance ini
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mempunyai sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun
mempunyai dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu
negara khususnya di Indonesia (Rozak et al., 2018).

Menurut (Sinambela, 2019) tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan
upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan
yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya
dengan mencari kelemahan peraturan.

Menurut Pohan (2017) penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan
secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan
perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan
kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang peraturan
perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Penghindaran pajak ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh para
wajib pajak saat SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan dan secara tidak
langsung wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak tidak
mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan. Sehingga penting
untuk diperhatikan karena mungkin saja dapat menjurus pada upaya penggelapan
pajak yang akan berdampak negatif bagi negara (Catrine, 2021).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa pajak merupakan pendapatan negara
yang utama yang harus dipenuhi oleh orang pribadi dan pajak badan. Akan tetapi
bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih
sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin

(Astuti et al. 2017). Untuk mengatasi masalah tersebut bisa dilakukan dengan cara



penghindaran pajak (tax avoidance). Menurut Kurniasih (2016) dalam Abdullah
(2020), menyatakan bahwa ‘“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan
pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimkan atau
menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-
akibat pajak yang ditimbulkannya.” Penghindaran pajak bukan merupakan
pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan, secara etik tidak dianggap salah
dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari,
meminimkan atau meringankan beban pajak dengan cara ditetapkannya tarif PPh
Badan pada tingkat 22% ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara
dengan mempertimbangkan asas keadilan yang telah disalurkan pada beberapa
kebijakan Pajak Penghasilan lainnya. Dengan demikian, berdasarkan perubahan
Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP, tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak
2022 adalah 22%.

Menurut Wijayani (2016) tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan
usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar
perusahaan dengan tidak melanggar undang — undang yang ada. Seringkali praktik
penghindaran pajak menimbulkan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak
positif dari adanya praktik penghindaran pajak dapat secara langsung dirasakan
oleh wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dalam lingkup yang tidak
melanggar peraturan perundang-undangan yaitu wajib pajak dapat meminimalisir
pembayaran atau beban pajak yang dibayarkan kepada negara, sementara dampak
negatif dari adanya praktik penghindaran pajak dirasakan oleh negara yaitu adanya

selisih kepentingan antara wajib pajak dengan negara dan seringkali praktik



penghindaran pajak dijadikan wadah untuk para wajib pajak melakukan
penggelapan pajak. Sehingga penghindaran pajak sangat penting untuk dilakukan
penelitian lebih lanjut oleh penulis.

Faktor-faktor yang mengakibatkan adanya tax avoidance menurut Puspita
et al. (2017) menyatakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan suatu
perusahaan melakukan tax avoidance, yaitu ukuran perusahaan, return on asset,
leverage, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, komposisi (proporsi) komisaris
independen. Moeljono (2020) faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah
profitabilitas (ROA), leverage, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal,
kepemilikan institusional dan resiko perusahaan. Dan menurut Novriyanti et al.
(2020) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa faktor yang mengakibatkan
adanya tax avoidance diantaranya adalah profitabilitas, leverage, ukuran
perusahaan, intensitas aset tetap, dan pertumbuhan penjualan.

Terdapat banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan
melakukan penghindaran pajak sehingga penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 3 (tiga) faktor yang dijadikan variabel
independen yang adalah proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional,
dan ukuran perusahaan.

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan,
komisaris independen cenderung akan bertindak lebih independen dan menunjukan
keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham minoritas sehingga dapat
memonitor dan mengontrol manajemen (Armeida, 2020). Komisaris independen

dalam perusahaan dapat memberikan arahan kepada manajer perusahaan untuk



mengelola perusahaan dan merumuskan strategi yang dapat dilakukan perusahaan
agar lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan mengenai pembayaran pajak
yang akan dilakukan perusahaan (Wijayanti et al, 2017). Semakin banyak jumlah
komisaris independen diharapkan akan memperketat bagi manajemen dalam
pengelolaan perusahaan, sehingga dapat terhindar dari kecurangan-kecurangan
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Rani, 2017). Adanya komisaris
independen dalam struktur perusahaan bertujuan untuk mengawasi manajemen
dalam mengambil sebuah keputusan dalam perusahaan. Dengan jumlah komisaris
independen yang banyak maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen
akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati
didalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan
sehingga dapat meminimalisir praktik tax avoidance (Pratomo et al., 2021).

Selain komisaris independen, kepemilikan institusional dapat memengaruhi
penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Kepemilikan
institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti
perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lain yang dapat diukur
dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun (Rosalia dan Sapari, 2017).
Menurut Cahyo et al., 2016 kepemilikan institusional merupakan kepemilikan
perusahaan oleh perusahaan baik yang berada di luar negeri maupun di dalam
negeri, biasanya intuisi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk
mengelola investasi perusahaan. Kepemimpinan institusional memiliki tugas untuk
memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. Dengan

adanya kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan dapat menyebabkan



adanya pengawasan dan pihak institusi yang memiliki saham di dalam perusahaan
dalam memonitoring kinerja manajemen, termasuk salah satunya yaitu
penghindaran pajak atau tax avoidance (Simorangkir et al., 2020).

Ukuran perusahaan juga dapat mengakibatkan terjadinya penghindaran
pajak pada perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat
diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah
penjualan, nilai saham dan sebagainya. Menurut Kreshna et al., (2016) semakin
besar ukuran satu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari
pemerintah danakan menimbulkan kecenderungan-kecendrungan bagi para
manajer perusahaan untuk berlaku patuh (compliance) atau agresif (tax avoidance)
dalam perpajakan. Jasmine (2017) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan adalah
suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar
dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan.” Semakin besar total
aset yang dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan semakin besar ukuran
perusahaan tersebut dan transaksi yang terjadi pada perusahaan tersebut akan
semakin kompleks. Hal tersebut yang dapat digunakan dari pihak perusahaan untuk
menggunakan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak.

Terdapat berbagai bentuk fenomena yang terjadi dalam penghindaran pajak
(tax avoidance). Penulis akan memaparkan secara singkat contoh fenomena
mengenai penghindaran pajak sebagai berikut:

1. Fenomena tentang penghindaran pajak yang akan dibahas merupakan kasus
perusahaan pertambangan unggulan dan produsen batu bara terbedar di

Indonesia yakni PT. Adaro Energy. Tbk (ADRO) di tahun 2019. Munculnya



kasus ini dilatarbelakangi oleh laporan yang dibuat Global Witness berjudul
Taxing Times for Adaro. Dalam laporan itu menuding bahwa PT. Adaro Energy.
Tbhk melakukan penghindaran pajak dengan transfer pricing melalui anak
perusahaannya di Singapura Coaltrade Service International sejak 2009 hingga
2017. Dampaknya PT. Adaro dapat membayar pajak US$ 125 juta atau Rp. 1,75
triliun lebih rendah dari yang seharusnya di bayarkan ke Indonesia. Skema
penghindaran pajak PT. Adaro dilakukan dengan menjual batu baranya ke anak
perusahaan Coaltrade Service International layaknya pembeli dengan harga
yang lebih murah. Kemudian Coaltrade Service International akan menjual batu
bara itu ke negara lain dengan harga jauh lebih tinggi. Dengan praktik seperti
itu, profit dan pemasaran PT. Adaro Energy menjadi kecil yang berimbas pada
mengecilnya pendapatan kena pajak PT. Adaro di Indonesia (tirto.id dimuat
oleh Friana (2019)).

Penelitian ini dilakukan berdasarkan inkonsistensi hasil dari penelitian yang
telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh proporsi komisaris independen,
kepemimpinan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahule (2016) menyimpulkan bahwa proporsi
dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
Walaupun demikian, Prasetyo et al., (2018) menyatakan bahwa secara proporsi
komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini
diperkuat oleh Sinurat (2021) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen

tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sementara itu, Tamara et al.,



(2021) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen memiliki hubungan yang
negatif terhadap tax avoidance.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyo et al., (2016), Feranika (2017),
dan Prasetyo et al., (2018) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil berbeda
ditunjukkan Cahyono et al., (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional
tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian ukuran perusahaan terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh
Cahyono et al.,, (2016) dan Prapita et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara menurut Fitria
(2018) ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini diperkuat
oleh hasil penelitian Aulia dan Endang (2020) yang menyimpulkan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Sehingga penelitian yang akan diangkat oleh penulis penting untuk
dilakukan untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen,
kepemimpinan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance di
Indonesia pada perusahaan sektor penghasil bahan baku (bidang pertanian dan
pertambangan) dikarenakan pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS)
melaporkan nilai total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga
berlaku (ADHB) tahun 2021 mencapai Rp16,97 kuadriliun. Sektor pertanian
menjadi penyumbang terbesar kedua setelah industri pengolahan adalah sektor
pertanian dengan nilai total Rp2,25 kuadriliun (13,28%), diikuti perdagangan besar

dan eceran senilai Rp2,2 kuadriliun (12,97%), dan konstruksi senilai Rp1,77



kuadriliun (10,44%). Sepanjang tahun 2021 sektor pertambangan dan penggalian
berhasil menyumbang Rp1,52 kuadriliun (8,98%), sektor informasi dan
komunikasi Rp748,75 triliun (4,41%), jasa keuangan dan asuransi Rp736,19 triliun
(4,34%), kemudian transportasi dan pergudangan Rp719,63 triliun (4,24%). (Badan
Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan data diatas, sektor pertanian dan pertambangan
memiliki kontribusi yang cukup tinggi sehingga memungkinkan adanya tingkat
penghindaran pajak yang tinggi juga dikarenakan laba bersihnya cukup tinggi.

Penelitian yang akan diangkat oleh penulis disajikan berbeda dengan
penelitian serupa atau penelitian sebelumnya dikarenakan penulis mengangkat
judul yang sering diteliti serta penulis menggunakan dua metode dalam perhitungan
penghindaran pajak yang berbeda dengan perhitungan pada penelitian sebelumnya
diproksikan dengan Cash Effective Tax Rate (CETR) dan Effective Tax Rate (ETR).
CETR merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan dibagi dengan total laba
sebelum pajak. ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan
dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan
gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada
laba akuntansi yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi. CETR dan ETR
diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang
dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun temporer (dapat dilihat
dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas).

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Pengaruh Proporsi Komisaris

Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap



Penghindaran Pajak” (Studi pada Perusahaan Sektor Pertanian dan
Pertambangan, Klasifikasi Sektor Penghasil Bahan Baku yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) pada Periode 2016-2020).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam
penelitian ini adalah:

1. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran
pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak
pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada
perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020?
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1.3.  Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-
2020.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap
penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap
penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020.

1.4.  Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat
memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk masa mendatang dan berpengaruh
positif sehingga dapat berguna serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan. Manfaat dari hasil penelitian ini, antara lain:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih
mendalam mengenai pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan
institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan
sektor pertanian dan pertambangan di Bursa Efek Indonesia, dapat lebih
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memperkaya hasil-hasil penelitian berkaitan dengan penghindaran pajak di STIE
STAN INDONESIA MANDIRI dan memberikan masukan bagi perkembangan
ilmu akuntansi. Diharapkan juga dapat berguna untuk pengembangkan teori bagi

penelitian serupa di masa yang akan datang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Akademisi
Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan
yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam penelitian dan juga dapat
digunakan sebagai bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian
selanjutnya.

2. Bagi Investor
Dapat membantu dalam mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat
mempengaruhi Tindakan penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh
perusahaan yang diinvestasikannya.

3. Bagi Perusahaan
Perusahaan diharapkan dapat menjadi masukan dan dorangan terkait faktor-
faktor yang mempengaruhi Tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat
menghindarkan diri dari penyimpangan hukum pajak dalam menentukan

besaran pajak yang harus dibayarkan pada Negara.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1.  Tinjauan Pustaka
2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)
2.1.1.1. Pengertian Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun
1976 menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yang memiliki perilaku,
perspektif dan kepentingan yang berbeda beda. Teori ini menjelaskan bahwa pihak
agen akan fokus pada kepentingan pribadi yang mana akan bertentangan dengan
kepentingan prinsipal. Dengan inilah pihak prinsipal akan memberlakukan
mekanisme-mekanisme untuk memantau dan mengekang perilaku agen demi
keselarasan kepentingan kedua belah pihak (Ulum et al., 2019).

Kemudian, teori ini memperluas informasi tradisional dengan mengakui
bahwa beberapa kekuatan yang turut bermain dalam organisasi dapat
mempengaruhi bagaimana informasi bekerja. Ada perbedaan atau ketidakselarasan
informasi apabila beberapa pihak memiliki informasi yang lebih besar
dibandingkan lainnya. Maka dari itu teori ini percaya ada intensif bagi manajer
untuk membuat pengungkapan tambahan (Ulum et al., 2019) Dua pihak yang
memiliki perbedaan perspektif dan kepentingan dalam penelitian ini adalah manajer
sebagai agen dan juga pemerintah sebagai pihak principal. Perbedaan yang

ditimbulkan adalah besar pajak yang terutang. Manajer sebagai agen menginginkan
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pembayaran pajak yang terutang seminimal mungkin agar dapat menguntungkan
bagi perusahaan yang dikelolanya, sedangkan pemerintah ingin mendapatkan
pendapatan pajak sebesar mungkin guna menutupi pembiayaan negara (Auliya et
al., 2021).

Teori keagenan (Agency Theory) memandang sebagai suatu model
kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut
agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal yaitu para pemegang saham
dan agent yaitu manajer atau pengelola perusahaan. Principal mendelegasikan
pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini dapat pula
dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk
melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati
(Tandiontong, 2016).

Aplikasi pada teori keagenan bisa berbentuk kontrak kerja yang akan
mengendalikan proporsi hak serta kewajiban manajemen (agent) dan pemegang
saham (principal) dengan memperhitungkan manfaat guna secara keseluruhan.
Apabila agen serta prinsipal mempunyai kepentingan yang sama, maka agen akan
bertindak sesuai dengan kehendak prinsipal. Tetapi, pada kenyataannya agen serta
principal cenderung mempunyai selisih kepentingan. Terdapatnya perbedaan
kepentingan tersebut hendak menimbulkan dua permasalahan antara manajemen
serta pemegang saham, Hal ini akan munculkan adanya asimetri informasi serta
akan terjadi konflik kepentingan antara pihak yang bersangkutan. Adanya asimetri
informasi antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal) karena manajer

lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan
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datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Handayani, 2018).
Maka dari itu dibutuhkan kontrak kerja yang efektif serta efisien supaya tidak
terdapat informasi yang tersembunyi antara agen dan prinsipal atau antara pihak
terpaut (Pratomo dan Rana, 2021).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa agency theory merupakan tempat
terjadinya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Untuk meminimalisir
terjadinya konflik kepentingan dan praktik-praktik kecurangan, salah satunya
terkait dengan penghindaran pajak maka dalam sebuah perusahaan diwajibkan
memiliki dewan komisaris independen. Komisaris independen bekerja untuk
prinsipal atau pemegang saham, sehingga komisaris independen diharapkan dapat
memastikan bahwa agen mengelola perusahaan secara benar sesuai dengan
keinginan dari para pemegang saham. Salah satunya terkait dengan praktik
penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, karena meskipun
tetap dilegalkan namun praktik penghindaran pajak ini akan berakibat kurang baik
terhadap citra dari perusahaan yang bersangkutan (Mulyana et al., 2020).

Saat kepentingan antara prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka
akan tercipta kontrak yang efisien, sebaliknya ketika prinsipal dan agen memiliki
kepentingan yang berbeda maka kontrak yang efisien tidak dapat terjadi. Jika pihak
agen lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan perusahaan,
pengawasan terhadap pihak agen dapat dilakukan salah satunya dengan
pengawasan Yyang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan. Kepemilikan
institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak di luar perusahaan dapat

membantu pihak prinsipal untuk mengontrol perilaku agen dalam perusahaan
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sehingga perilaku menyimpang seperti penghindaran pajak dapat diminimalisir.
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh
institusi seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank dan investor luar negeri
(Wijayanti dan Merkusiwati, 2017).

Selain itu perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan
yang berukuran besar dapat menarik perhatian dan pengawasan dari pihak fiskus
untuk memberikan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti yang
dijelaskan diatas, kontrak yang efisien dapat terlaksana apabila tidak terdapat
perbedaan informasi antara prinsipal dan agen. Semakin besar ukuran perusahaan
maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Pembayaran pajak oleh perusahaan
sangat dipengaruhi oleh laba yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki ukuran
yang besar dapat mendapatkan perhatian yang besar dari pihak pemerintah sesuai
dengan laba yang diperoleh, maka dapat menarik perhatian pihak fiskus untuk
memberikan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Perusahaan dapat
mengurangi risiko yang terjadi karena adanya pemeriksaan atau sanksi lain yang
dilakukan oleh pihak fiskus dengan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga
dapat mempertahankan citra perusahaan kepada para investor (Wijayanti dan

Merkusiwati, 2017).
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2.1.2. Pajak
2.1.2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak dapat mendapat
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara menurut Ayza (2017) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran
kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut pengaturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Partha dan Noviari (2016) juga menyebutkan bahwa pajak dalam sebuah
perusahaan memiliki pengaruh dalam operasional dengan pandangan dari seorang
manajer, bahwa pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh
perusahaan sehingga perusahaan ingin membayarkannya serendah mungkin.

Mardiasmo (2019:3) menjelaskan bahwa pengertian pajak memiliki

beberapa unsur, diantaranya:
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1. luran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, luran tersebut berupa uang
(bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontrapretasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi
individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2.2. Landasan Hukum Pajak di Indonesia

Di Indonesia, pajak dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui
Direktorat Jenderal Pajak. Sebagai landasan hukum, pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP). Namun belakangan pemerintah melakukan beberapa revisi dan
tambahan atau UU KUP melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (UU HPP) yang sudah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan akan
berlaku secara penuh di bulan Januari 2022.

Pemerintah mengartikan pajak adalah sebagai kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa
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berdasarkan Undang-Undang. Dimana pajak tersebut merupakan imbalan atau
manfaat secara tidak langsung yang diperoleh masyarakat dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran (Rusdiono, 2021).

Selain UU KUP, aturan perpajakan di Indonesia dibagi ke dalam Undang-
Undang lain seperti UU No0.36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atau UU
No0.42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas

Barang Mewah (PPnBM).

2.1.2.3. Fungsi dan Manfaat Pajak
Rusdiono (2021) mengemukakan bahwa pajak memiliki 4 fungsi umum
yaitu sebagai berikut:
1. Fungsi Anggaran
Pajak berperan sebagai sumber anggaran atau tabungan dalam melaksanakan
program pembangunan yang dilakukan oleh negara melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Misalnya pembangunan fasilitas
kesehatan, transportasi, dan pendidikan.
2. Fungsi Mengatur
Pajak berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Misalnya
tercapainya pertumbuhan ekonomi negara. Contoh: Berlakunya PP 23/2008
tentang tarif PPh final.
3. Fungsi Stabilitas
Pajak berperan sebagai penyeimbang situasi ekonomi negara. Misalnya,

Semakin banyak penerimaan negara, maka semakin stabil perekonomian
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negara. Semakin stabil perekonomian maka tingkat inflasi menjadi rendah.
Inflasi yang rendah mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat.
Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak berfungsi sebagai alat untuk memakmurkan masyarakat. Misalnya,
kesempatan wirausaha atau bertambahnya lapangan pekerjaan.

Dari keempat fungsi pajak diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak

memiliki manfaat baik bagi negara maupun masyarakat itu sendiri.

Secara sederhana, jika mengacu pada keempat fungsi pajak tersebut, maka didapat

beberapa manfaat pajak bagi negara sebagai berikut:

1.

2.

Pajak memiliki manfaat bagi negara untuk membiayai anggaran belanja negara.
Pajak memiliki manfaat untuk membiayai pengeluaran reproduktif yang
berdampak langsung pada masyarakat. Misalnya, subsidi usaha atau program
pengairan sawah.
Pajak bermanfaat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-
liquiditing. Misalnya objek rekreasi.
Pajak bermanfaat dalam membiayai pengeluaran tidak produktif seperti
infrastruktur, pertanahan, lingkungan hidup, budaya, pemilu, atau keamanan
negara.

Sedangkan dari sisi masyarakat, pajak memiliki manfaat berikut:
Masyarakat mampu menikmati kemudahan dalam berusaha. Program
pembangunan usaha yang dilakukan pemerintah melalui pajak juga hanya bisa

dinikmati oleh pengusaha yang membayar pajak.
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Masyarakat mampu melakukan segala aktivitas dengan mudah. Kepemilikan
NPWP biasanya menjadi syarat tertentu dalam melakukan aktivitas tertentu.
Pinjaman misalnya.

Masyarakat memiliki peluang yang besar untuk berkembang melalui
pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja dan usaha.

Bagi perusahaan, kewajiban pajak mampu mempermudah perusahaan dalam
mengembangkan usahanya.

Melindungi masyarakat dari produksi luar negeri agar bisa lebih bersaing di
dalam negeri. Misalnya pemberlakuan pajak impor atau barang mewah.
Masyarakat dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi genting.

Misalnya subsidi atau bantuan sosial.

2.1.2.4. Jenis-Jenis Pajak

Melansir dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (pajak.go.id)

tahun 2021, penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di

Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1.

Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam
hal ini Sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan

Kementrian Keuangan.
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Jenis-jenis pajak pusat meliputi:

Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang
dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal baik
dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan
dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka
penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah,
dan lain sebagainya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau
jasa kena pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang
pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena
pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan
jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain
oleh undang-undang PPN.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu
yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Kritesia barang kena pajak

yang tergolong mewah adalah:
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— Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau

— Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau

— Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat
berpenghasilan tinggi; atau

— Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau

— Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat,
serta mengganggu ketertiban masyarakat.

Bea Materai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen,

seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat

berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah

tertentu sesuai dengan ketentuan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah

dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir

seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah

baik propinsi maupun kabupaten/kota.

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan

dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan

Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
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Hasil dari pemungutan jenis pajak ini digunakan untuk membiayai belanja
negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan

kesehatan dan lain sebagainya.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di

tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jenis-jenis pajak daerah meliputi:

Pajak Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan

Pajak Rokok

Pajak Kabupaten yang terdiri dari:

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
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e Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, akan
dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah
atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat.
Sementara itu, jenis-jenis pajak juga dapat dikepompokkan berdasarkan
golongannya, dalam hal ini pajak dibagi menjadi dua, yakni:
1. Pajak Langsung.
Pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun
badan usaha.
2. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan
tertentu.
Pengelompokkan pajak yang terakhir, pajak dikelompokkan menurut
sifatnya, dalam hal ini pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu:
1. Pajak Subjektif
Pajak subjektif merupakan pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
2. Pajak Objektif
Pajak objektif merupakan pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
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2.1.2.5. Pengelompokan Pajak
Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2019:8)
1. Menurut Golongannya
e Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh).
e Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya
e Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh:
Pajak Penghasilan (PPh).
e Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
e Pajak Pasar, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.
e Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.
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2.1.2.6. Tarif Pajak
Menurut Mardiasmo (2019:13) ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional (A Proportional Tax Rate)
Tarif berupa presentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai
yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap (A Fixed Tax Rate)
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progressif (A Progressive Tax Rate)
Presentase tariif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak
semakin besar.

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

e Tarif pregresif profresif : kenaikan presentase semakin besar.
e Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap.
e Tarif progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil.

4. Tarif Degresif (A Degressive Tax Rate)
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.
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2.1.2.7. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Menurut Mardiasmo (2019:161) yang menjadi subjek pajak adalah:
1. Orang pribadi.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga, dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
Menurut Mardiasmo (2019:162) subjek pajak dapat dibedakan menjadi:
1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri atas:
e Subjek pajak orang pribaadi, yaitu:

— Orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183
(seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam
jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

— Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

e Subjek pajak badan, yaitu:

— Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali
unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria

— Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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— Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

— Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Subjek pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum dibagi sebagai sastu kesatuan, menggantikan yang

berhak.

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri atas:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia).

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari
dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan
dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
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Menurut Mardiasmo (2019:164) yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

Kantor perwakilan negara asing.

. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dna

bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat:

e Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

e Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

. Organisasi internasional, dengan syarat:

¢ Indonesia menjadi anggota tersebut.

¢ Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah dan dananya
berasal dari iuran para anggota.

. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat:

e Bukan warga Negara Indonesia.

e Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh

penghasilan di Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2019:165) yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau

diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia,

yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
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. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,

gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

Laba usaha.

Keuntungam karena penjualan atau karena pengalihan harga termasuk:

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau
anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apapun.

Keuntungan karena pengalihan harta berubah hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan
sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan
usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang

bersangkutan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

e Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda urut serta pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan.

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya

dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang.

Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk deviden dari

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha

koperasi.

Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu

yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

Premi asuransi.

luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri

dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak.

Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
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18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
19. Surplus Bank Indonesia.
Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah
penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sementara itu,
bagi wajib pajak luar negeri yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang

berasal di Indonesia saja.

Menurut Mardiasmo (2019:167) yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat
atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan
yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan
yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang
diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah
dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, badna kegamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk badan
sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha
mikro dan Kkecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan.
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Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai engganti saham

atau sebagai pengganti penyertaan modal.

. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima

atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau

pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang
dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma
penghitungan khusus (demand profit).

. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan

asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan

asuransi beasiswa.

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas

sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau

badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

e Dividen berasal dari cadangan laba yang dtahan.

e Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen,
kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah
25% dari jJumlah modal yang disetor.

luran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah

disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun

pegawai.
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8.

10.

11.

12.

Penghasilan dari modal yang ditanamakan oleh dana ppensiun sebagaimana
dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan
keputusan menteri keuangan.

Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer

yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi
kolektif.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh modal ventura berupa bagian laba dari

badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di

Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

e Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan
kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan
peraturan menteri keuangan.

e Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Beasiswa yang memenuhi persyaratan terntentu dengan ketentuannya diatur

lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang

bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang
ditanamkan Kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan

dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4

tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan atau berdasarkan peraturan enteri keuangan.
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13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial kepada wjaib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut

dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan

2.1.2.8. Pajak Badan
Pajak Penghasilan Badan atau PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas
penghasilan suatu perusahaan. Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang
Pajak Penghasilan (UU PPh), penghasilan suatu badan atau perusahaan yang
dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau
diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan
keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi,
dan lain sebagainya (Mekari, 2021).
Berikut adalah subjek pajak penghasilan badan (subjek PPh Badan) dan
objek pajak penghasilan badan (Mekari, 2021):
1. Subjek Pajak Badan (PPh Badan)
Subjek pajak Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap Badan Usaha yang
diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun
tahun dan disetor ke kas negara.
Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU
KUP), yang termasuk dalam pengertian Badan adalah sebagai berikut:
e Perseroan Terbatas (PT)
e Perseroan Lainnya

e Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
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Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Firma

Kongsi

Koperasi

Dana Pensiun

Persekutuan

Perkumpulan

Yayasan

Organisasi Masyarakat

Organisasi Sosial Politik

Organisasi lainnya dengan nama dan bentuk apapun
Lembaga dan bentuk badan lainnya
Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Bentuk Usaha Tetap

. Objek PPh Badan (Objek Pajak Badan)

Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi
Subjek Badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan
baik dari dalam maupun dari luar negeri. Penghasilan yang sebagai objek Pajak

Penghasilan Badan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-

Undang PPh ini meliputi (Mekari, 2021):

Hadiah dari kegiatan dan penghargaan

Laba usaha
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e Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (selain tanah
dan bangunan)

e Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya

e Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang

e Dividen

¢ Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

e Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

e Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan

e Peraturan Pemerintah

e Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

o Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap

e luran yang diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib
pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

e Penghasilan dari usaha berbasis syariah

e Surplus Bank Indonesia
Ada beberapa jenis pajak penghasilan badan atau PPh Badan yang harus

dibayar dan dilaporkan oleh perusahaan atau WP Badan, di antaranya:
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1. Pajak Penghasilan Pasal 21
PPh Pasal 21 mengatur tentang pemotongan dari hasil pekerjaan jasa atau
kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak atau karyawan, dan harus dibayarkan setiap bulannya.
Perusahaan melakukan pemotongan langsung atas penghasilan para karyawan
untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara melalui bank persepsi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 22
PPh Pasal 22 mengatur atas pemungutan pajak dari Wajib Pajak yang
dibebankan pada badan usaha tertentu karena melakukan aktivitas perdagangan
terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor.

3. Pajak Penghasilan Pasal 23
PPh Pasal 23 mengatur atas pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemungut
pajak dari Wajib Pajak ketika terjadi transaksi yang merujuk pada:
e Transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham
e Royalti, bunga, hadiah dan penghargaan
e sewa, dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset selain

tanah dan transfer bangunan atau jasa.

4. Pajak Penghasilan Pasal 25
PPh Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak
penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta

PPh yang dibayar atau terutang di Luar Negeri dan boleh dikreditkan.
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5. Pajak Penghasilan Pasal 26
PPh Pasal 26 mengatur pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber
dari Indonesia dan diterima Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap
(BUT) di Indonesia.
6. Pajak Penghasilan Pasal 29
PPh Pasal 29 mengatur atas jumlah pajak terutang suatu perusahaan dalam satu
tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak
lain serta telah disetorkan.
7. Pajak Penghasilan Pasal 15
PPh Pasal 15 mengatur atas laporan pajak yang berhubungan dengan Norma
Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, termasuk Wajib
Pajak Badan yang bergerak pada:
e Sektor pelayaran atau penerbangan internasional.
e Perusahaan asuransi luar negeri.
e Pengeboran minyak, gas dan geothermal.
e Perusahaan dagang asing.
e Perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan serah guna.
8. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)
PPh Pasal 4 ayat (2) berkaitan dengan pajak yang dipungut dari penghasilan
yang dipotong dari:
¢ Bunga deposito dan tabungan lainnya.
e Bunga obligasi dan surat utang negara.

e Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi.
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e Hadiah undian.
e Transaksi saham dan sekuritas lainnya.
e Serta transaksi lain sebagaimana diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang
Berbentuk Perseroan Terbatas, tarif PPh badan diturunkan.

Peraturan ini dikeluarkan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (3) Undang-
Undang No. 2/2020 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) No. 1/2020, berbunyi: “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.”

Selama ini tarif PPh Badan normal adalah 25% dari Penghasilan Kena
Pajak. Melalui peraturan baru ini, tarif Pajak Penghasilan Badan turun secara

bertahap yakni 22% berlaku pada 2020 dan 2021.

2.1.3. Penghindaran Pajak
2.1.3.1. Pengertian Penghindaran Pajak

Pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi
perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya
upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Tindakan
penyelewengan dan penghindaran merupakan salah satu bentuk dari perlawanan

terhadap pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai
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cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang
melanggar peraturan perpajakan (unlawful). Istilah yang sering digunakan adalah
tax avoidance dan tax evasion (Puspita dan Febriyani, 2017).

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama tax avoidance biasanya
diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan
beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan
suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal
atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan (ATPETSI, 2022).
Penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan
perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak
untuk mengurangi, menghindari, meminimkan atau meringankan beban pajak
dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Catrine, 2020).

Dengan demikian penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu
cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau bahkan
menghilangkan beban pajak terutang yang secara moral pun tidak dianggap salah
karena masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan (Monica et

al., 2021).

2.1.3.2. Jenis Penghindaran Pajak
Dilansir melalui situs resmi Ayo!Pajak (2021) yang terfatar dan diawasi
olen Direktorat Jenderal Pajak (DJP), praktik penghindaran pajak atau tax

avoidance adalah tindakan yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
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1. Acceptable Tax Avoidance
Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum.
Praktik penghindaran pajak ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki
tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu.

2. Unacceptable Tax Avoidance
Upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara
hukum. Penghindaran pajak ini tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan
tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari

kewajiban pembayaran pajak.

2.1.3.3. Karakter Penghindaran Pajak
Menurut Tandean (2016), komite urusan fiskal dari Organization for

Economic Coorporation and Development (OECD) menjabarkan tiga karakter

penghindaran pajak, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat
didalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-
ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya
dimaksudkan oleh pembuatan undang-undang.

3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran
pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (Cahyono dkk.,

2016).
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2.1.3.4. Tax Avoidance dan Tax Evasion

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penghindaran pajak (tax avoidance)
merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan
atau bahkan menghilangkan beban pajak terutang yang secara moral pun tidak
dianggap salah karena masih dalam batas ketentuan perundang-undangan
perpajakan (Saragih et al., 2021).

Sementara tax evasion bentuk pelanggaran yang dilakukan wajib pajak
dengan sengaja mengurangi jumlah pajak terutang bahkan meniadakan kewajiban
membayar pajaknya secara ilegal. Tax evasion sering disebut juga dengan tax fraud
atau penggelapan pajak (Rusdiono, 2021).

Pada dasarnya tax avoidance dan tax evasion adalah sama-sama disebut
sebagai pelanggaran dalam perpajakan, yang membedakan tax avoidance dan tax
evasion merupakan sisi legalitasnya. Tax avoidance memiliki sifat legal sedangkan
tax evasion memiliki sifat illegal. Tidak hanya demikian, dalam praktiknya
pengelompokan keduanya biasa terjadi atas dasar interpretasi otoritas pajak dalam
masing-masing negara yang bersangkutan. Maka itu untuk dapat menyimpulkannya
yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam sisi legalitasnya, sedangkan
dari sisi lainnya keduanya tetap bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya tax avoidance ini mempunyai
sifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun, namun mempunyai
dampak yang cukup merugikan terhadap penerimaan perpajakan suatu negara

khususnya di Indonesia (Catrine, 2020).
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Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini mempunyai tujuan yang baik,
bukan digunakan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu.
Sedangkan sebaliknya penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan mempunyai
tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak, dan

melakukan transaksi palsu (Caterine, 2020).

Pada umumnya tax avoidance dan tax evasion mempunyai tujuan yang
sama, Yyaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara penggelapan pajak dalam
mengurangi beban pajaknya jelas-jelas merupakan perbuatan illegal atau perbuatan
melanggar hukum. Penyebab wajib pajak melakukan tax evasion diantaranya
adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditunjukkan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan
timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul pula konflik antara

kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara (Indriani dan Juniarti, 2020).

2.1.2.5. Pengukuran Penghindaran Pajak

Terdapat banyak pengukuran untuk mengukur penghindaran pajak,
diantaranya adalah dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective
Tax Rate (CETR), dan Current Effective Tax Rate (CUETR). Effective Tax Rate
(ETR) pada dasarnya adalah sebuah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung
oleh perusahaan. Effective Tax Rate (ETR) adalah perbandingan antara beban pajak
penghasilan dengan laba sebelum pajak. Cash Effective Tax Rate (CETR)
merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak

dengan laba sebelum pajak. CETR menunjukan pajak yang benar-benar telah
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dibayar. Current Effective Tax Rate (CUETR) merupakan perbandingan pajak kini

perusahaan dengan laba sebelum pajak. CUETR menunjukan besaran pajak Kini

terlepas dari pajak tangguhan serta pajak final (Dewi dan Noviari, 2017).

1. Effective Tax Rate (ETR)
Effective Tax Rate (ETR) merupakan presentase besarnya beban pajak efektif
yang harus dibayarkan suatu perusahaan pada tahun berjalan. ETR dihitung
dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap pre-tax
income. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan
beban pajak tangguhan (Andriyani dan Hutabarat, 2020). Nilai ETR berkisar O
sampai dengan 1, alasan menggunakan proksi ETR adalah karena dengan
menggunakan ETR dapat diketahui adanya pajak yang dibayarkan sebagai
proporsi dari pendapatan ekonomi. Satuan ukuran yang digunakan yaitu satuan
angka itu sendiri. Nilai ETR yang semakin rendah menunjukkan adanya
tindakan tax avoidance yang semakin tinggi yang dilakukan oleh suatu

perusahaan (Nulansari, 2021). Cara pengukurannya:

Pajak Penghasilan (Beban Pajak Kini)
Laba Sebelum Pajak

ETR =

2. Cash Effective Tax Rate (CETR)
Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan
perusahaan pada tahun berjalan. CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk
biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).

Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas tax avoidance yang
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mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR
langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba
sebelum pajak. CETR digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran
pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas,
sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan
oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif
pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa bahwa semakin
rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah
tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat

penghindaran pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pembayaran Pajak (Kas untuk Bayar Pajak)

ETR=
¢ Laba Sebelum Pajak

. Current Effective Tax Rate (CUETR)

Current Effective Tax Rate (CUETR) merupakan pengukuran yang dihitung
berdasarkan perbandingan beban pajak kini terhadap total laba sebelum pajak
(Rombe et al., 2017). CUETR menunjukkan besaran pajak kini terlepas dari

pajak tangguhan serta pajak final (Saragih dan Halawa, 2022).

Beban Pajak Kini

CUETR=
Laba Sebelum Pajak
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2.1.3. Proporsi Komisaris Independen
2.1.3.1. Pengertian Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah seorang yang tidak memiliki hubungan
afiliasi dengan pemegang saham pengendali dan direksi atau dewan komisaris, serta
tidak pula menjadi direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan
pemilik didasari oleh peraturan yang dikeluarkan olen Bursa Efek Indonesia
(Badoa, 2020).

Proporsi dewan komisaris independen merupakan ukuran dewan komisaris
yang bukan anggota pemegang saham mayoritas, pejabat yang berhubungan dengan
pemegang saham mayoritas maupun manajemen dari suatu perusahaan, adanya
dewan komisaris independen bertujuan untuk membentuk keseimbangan antara
para stakeholder yang ada dalam perusahaan dan manajemen perusahaan (Prasetyo
dan Pramuka, 2018).

Effendi (2016) adalah komisaris yang bukan merupakan anggota
manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari
suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen
menunjukan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen
(minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya misalnya inverstor.

Dewan komisaris independen dalam perusahaan membantu investor
mengelola perusahaan dan mencegah manajemen perusahaan mengambil tindakan

optimis yang akan merugikan investor (Auliya, 2021).
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2.1.3.2. Kriteria Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen yang ada di perseroan senantiasa
menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan
peraturan perundangundangan. Adapun kriteria penentuan komisaris independen
perseroan sesuai dengan POJK Nomor 33/ POJK.04.2014 yaitu:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau
mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk
pengangkatan kembali sebagai komisaris independen perseroan pada periode
berikutnya.

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perseroan.

3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan, anggota dewan komisaris,
anggota direksi atau pemegang saham utama perseroan.

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.

2.1.3.3. Komposisi Komisaris Independen

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No0.33/POJK.04/2014. Dewan
komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) di antaranya adalah
komisaris independen. Jika dewan komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka
jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jJumlah seluruh anggota

dewan komisaris. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, dewan
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komisaris membentuk komite-komite yang berperan sebagai perangkat pendukung

fungsi pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perseroan.

2.1.3.4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen
Menurut Subrata (2019), komisaris independen memiliki tanggung jawab
pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik

(good corporate governance). Hal itu dilakukan dengan cara mendorong anggota

dewan komisaris yang lain agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian

nasihat kepada para direktur secara efektif dan dapat memberikan nilai tambah bagi
perusahaan. Paling tidak hal-hal yang dapat dilakukan seorang komisaris
independen adalah:

1. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, termasuk
di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi.

2. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer
profesional.

3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan
sistem audit yang bekerja secara baik.

4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang
berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan
operasinya.

5. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan dikelola

secara baik.
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6. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance) dipatuhi dan diterapkan secara baik.

Berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate

governance), maka tugas komisaris independen adalah:

Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan.
Mengusahakan perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas
dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang lain.

Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara
wajar dan adil.

Mengusahakan kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan
yang berlaku.

Menjamin akuntabilitas organ perseroan (organ perseroan misalnya rapat
umum pemegang saham).

Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris Independen mengetuai komite

audit dan komite nominasi. Komite audit adalah komite yang bertugas melakukan

audit terhadap organisasi. Sementara komite nominasi bertugas membuat sistem

penilaian dan memberikan rekomendasi tentang berapa jumlah komisaris

independen. Berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian, seorang

komisaris independen berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan

anggota dewan komisaris lain dan pendapatnya dicatat di dalam berita acara rapat

dewan komisaris dan apabila pendapatnya berbeda secara material maka hal itu

wajib dimasukkan ke dalam laporan tahunan.
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2.1.3.5. Pengukuran Proporsi Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan pokok dari corporate govermance guna
menjalankan supervisi kepada ketetapan pegawai instansi serta mengasih nasihat
pada direksi serta supervisi kepada pengaplikasian konsep jangka lama (Khairani,
2019). Antara dewan komisaris yang tinggi dapat mengurangi kelicikan pada
laporan perencanaan pajak hingga menaikkan integritas nilai informasi keuangan
(Press, 2019). Secara global dewan komisaris diutus serta dikasih tanggung jawab
dalam supervisi tingkat keterangan yang tercantum pada pelaporan perbankan
(Wardani dan Juliani, 2018).

Komisaris independen merupakan salah satu pihak di dalam perusahaan
yang memiliki fungsi monitoring dengan cara melakukan pengawasan dan kontrol
terhadap kebijakan-kebjakan direksi yang dianggap dapat merugikan perusahaan
maupun citra perusahaan di masa depan (Putriningsih et al., 2018). Komisaris

independen dilambangkan dengan Kl dan diukur dengan rumus sebagai berikut:

K] = 2. Komisaris Independen

> Dewan Komisaris

2.1.4. Kepemilikan Institusional
2.1.4.1. Pengertian Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak
institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiunan atau perusahaan lain yang
dapat diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun (Rosalia & Sapari,

2017).
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Menurut Edison (2017) kepemilikan institusional adalah kepemilikan
saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan
asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi
lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar
kekuatan dari institusi tersebut untuk mengawasi manajemen. Akibatnya, akan
memberikan dorongan yang lebih besar kepada manajemen untuk mengoptimalkan
Kinerja perusahaan” (Nisa, 2017).

Dengan adanya kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan dapat
menyebabkan adanya pengawasan dan pihak institusi yang memiliki saham di
dalam perusahaan dalam memonitoring kinerja manajemen, termasuk salah satunya

yaitu penghindaran pajak (Rachmawati, 2021).

2.1.4.2. Peranan Kepemilikan Institusional
Menurut Febrianto (2020) kepemilikan institusional memiliki peranan yang
sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer
dan pemegang saham. Beberapa kelebihan dari struktur kepemilikan institusional
sebagai berikut:
1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat
menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas
aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional maka akan
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mendorong peningkatan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang lebih
optimal. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang
strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba
(Febrianto, 2020).

Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang
saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui
investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan
institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar
oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku manajer yang
mementingkan kepentingannya sendiri yang pada akhirnya akan merugikan pemilik
perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin
besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan

(Febrianto, 2020).

2.1.4.3. Wewenang Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan
pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat
kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan
yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi
perilaku opurtunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir
tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen

yang akan menurunkan nilai perusahaan (Febrianto, 2020).
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Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki
olen pihak institusi (Kadir, 2016). Kepemilikan institusional menyerahkan
tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan.
Kepemilikan institusional yang memantau secara profesional perkembangan
investasinya akan mengakibatkan tingkat pengendalian terhadap tindakan
manajemen sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan (Komang, 2017).

Investor institusional dianggap mampu menggunakan informasi laba
periode sekarang untuk memprediksi laba di masa yang akan datang dibandingkan
degan investor non institusional. Selain itu, kepemilikan perusahaan oleh pihak luar
memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui Kkritikan
atau komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat (Randi, 2016).

Kepemilikan institusional akan mengubah pengelolaan perusahaan yang
awalnya berjalan sesuai keinginan pribadi menjadi perusahaan yang berjalan sesuai
pengawasan (Dwiyani, 2017). Pengawasan yang efektif dari pihak institusi
menjadikan pihak manajemen termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam
menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan institusional dimungkinkan dapat
meningkatkan untuk segera melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan

ketentuan dari peraturan yang telah ditetapkan (Harnida, 2016).

2.1.4.4. Kelebihan Kepemilikan Institusional
Keberadaan kepemilikan institusional dapat menunjukkan mekanisme
corporate governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor

manajemen perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen
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perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham. Berikut

adalah kelebihan-kelebihan kepemilikan institusional (Riadi, 2019):

1. Memiliki sumber daya yang lebih daripada investor individual untuk
mendapatkan informasi.

2. Memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat
menguji tingkat keandalan informasi.

3. Secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen.

4. Memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas
aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

5. Lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga dapat meningkatkan

jumlah informasi secara cepat yang tercermin di tingkat harga.

2.1.4.5. Pengukuran Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh
institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk
mengurangi konflik kepentingan (Pasaribu, 2016:156). Kepemilikan Institusional
adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi yang terdapat pada
perusahaan (I Wayan,2016:177).

Sedangkan menurut Yuniati (2016:35) kepemilikan institusional adalah
tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi
saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam

persentase. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor
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manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong
peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh
investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham. Pengaruh
kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka
yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi
akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor
institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer.
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham yang
diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusi dalam suatu
perusahaan. Kepemilikan institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut

(Fury, 2016):

> Saham Institusional

INST=
> Saham Beredar

2.1.5. Ukuran Perusahaan
2.1.5.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Definisi ukuran perusahaan menurut Wardani et al. (2016), yaitu besar
kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai equity, nilai penjualan, atau nilai aktiva.
Menurut Putriningsih et al. (2018), ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor
yang menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan
aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin
menjadi pusat perhatian dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer
perusahaan untuk berlaku agresif dalam perpajakan.
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Perusahaan yang tergolong kecil tidak dapat mengelola pajak dengan
optimal dikarenakan kekurangan ahli dalam hal perpajakan, berbeda dengan
perusahaan yang tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang
lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak (Dharma dan Ardiana,
2016). Menurut Ayu dan Gerianta (2018), mengemukakan bahwa ukuran
perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya
perusahaan diukur dengan total aktiva, jumlah penjualan, nilai saham dan

sebagainya.

2.1.5.2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan
Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, mendefinisikan usaha
mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam
undang-undang ini.

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari dengan usaha kecil atau usaha
besar yang memenuhi Kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini.

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak
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perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana
diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari
usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha
patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”

Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional tebagi

menjadi 3 jenis (Veronika, 2020):

1. Perusahaan Besar Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki
penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/tahun.

2. Perusahaan Menengah Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki
kekayaan bersih Rp 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil
penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.

3. Perusahaan Kecil Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan

memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar/tahun.
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2.1.5.3. Fungsi Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan
tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan
dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana
yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba. Ukuran
perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik keuangan perusahaan.
Perusahaan besar yang sudah well estabilished akan lebih mudah memperoleh
modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena kemudahan akses
tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih besar (Manis,

2020).

2.1.5.4. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat ditentukan dengan berbagai nilai seperti total
aktiva, penjualan, modal, laba dan yang lainnya, nilai tersebut dapat menentukan
besar kecilnya perusahaan. Indikator ukuran perusahaan dapat dilakukan
menggunakan dua cara, yaitu:

1. Aset adalah harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu
perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki, perusahaan dapat melakukan
investasi dengan baik dan memenuhi permintaan produk. Hal ini semakin
memperluas pangsa pasar yang dicapai dan akan mempengaruhi profitabilitas

perusahaan.

Size=Ln (Total Asets)
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2. Penjualan adalah fungsi pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan untuk
mencapai tujuan perusahaan yaitu mendapatkan laba. Penjualan yang terus
meningkat dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Hal ini
laba perusahaan akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi

profitabilitas perusahaan.

Size=Ln (Total Penjualan)

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang menentukan besar kecilnya suatu
perusahaan, dengan melihat besarnya total aset, penjualan, log size, harga pasar
saham, dan kapitalisasi pasar (Kimsen et al, 2018). Dalam penelitian ini, ukuran
perusahaan dilambangkan dengan SIZE dan proksi yang digunakan untuk
mengukur ukuran perusahaan mengacu pada penelitian milik Puspita dan Febrianti

(2017) sebagai berikut:

Size=Ln (Total Assets)

2.2.  Penelitian-Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap penghindaran

pajak. Terdapat beberapa hal penting dari penelitian sebelumnya yang menjadi

dasar penelitian ini. Berikut beberapa ikhtisar penelitian terdahulu:
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1. Wardoyo et al., pada tahun 2022. "Pengaruh Komisaris Independen, Komite
Audit, dan Profitabilitas pada Tax Avoidance”. Metode pemilihan sampel
didapatkan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dari 15
perusahaan pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada periode 2017 sampai dengan 2019 yang menghasilkan
jumlah sampel sebanyak 42 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

2. Monica et al., pada tahun (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh
Komisaris Independen dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance”. Populasi
dalam penelitian ini adalah direksi, komisaris independen, dan manajer dari 45
perusahaan sektor industri manufaktur yang termasuk dalam indeks saham
LQ45 periode tahun 2014-2018 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik
pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh 8
emiten perusahaan dan karakteristik responden dengan periode penelitian 2014-
2018. Peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner yang berisi beberapa
pernyataan. Kuesioner disebarkan kepada 40 orang responden dengan kriteria
jabatan, yaitu direksi, komisaris, dan manajer dari 8 perusahaan sektor
manufaktur yang masuk dalam indeks saham LQA45. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki hubungan yang negatif
terhadap tax avoidance.

3. Ardiyanto dan Marfiana pada tahun 2021. "Pengaruh Keahlian Keuangan,
Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan

Institusi pada Penghindaran Pajak Perusahaan™. Penelitian ini menggunakan
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populasi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode
2015-2019. Dengan metode purposive sampling, sampel yang memenuhi
kriteria sebanyak 26 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

. Junaedi et al., pada tahun 2021. "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage,
Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance™.
Populasi yang digunakan adalah 179 perusahaan yang terdaftar di BEI pada
tahun 2017-2019 menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif
terhadap penghindaran pajak. Dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh
positif terhadap penghindaran pajak.

. Wijayanti dan Merkusiwati pada tahun (2017) melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional,
Leverage, dan Ukuran Perusahan terhadap Penghindaran Pajak”. Populasi
dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan
diperoleh 1.319 perusahaan dengan periode penelitian 2011-2015. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh
negatif pada penghindaran pajak.

Dewi dan Oktaviani pada tahun 2021. "Pengaruh Leverage, Capital Intensity,
Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax
Avoidance". Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan

data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Populasi dari
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penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Sebanyak 75 sampel dipilih dengan metode
purposive sampling, dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan
negatif terhadap tax avoidance.

. Simorangkir et al., pada tahun (2020) melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan
Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak”. Pengujian data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu panel data regression. Populasi dalam
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling
dan diperoleh 123 perusahaan dengan periode penelitian 2017-2019. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dan kepemilikan
institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
. Gita pada tahun 2021. "Pengaruh Financial Distress, Leverage, Karakter
Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran
Perusahaan terhadap Tax Avoidance”. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2017-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder
yaitu data berasal dari laporan tahuan dan laporan keberlanjutan. Metode yang
digunakan yaitu purposive sampling. Total perusahaan yang menjadi sampel
penelitian adalah 59 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan

institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.
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9.

10.

11.

Aulia dan Endang pada tahun (2020) melakukan penelitian dengan judul
“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax
Avoidance”. Pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi
linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
subsektor property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan
diperoleh 65 perusahaan dengan periode penelitian 2013-2018. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
penghindaran pajak.

Sulaeman pada tahun 2021. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran
Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”. Penelitian ini
memilih objek penelitian berupa laporan keuangan dari perusahaan sektor
property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2014-2018. Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 perusahaan yang diperoleh
dengan metode purposive sampling dengan teknik analisis data menggunakan
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan ukuran
perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
Amaliah dan Tanjung pada tahun 2021. "The Influence of Institutional
Ownership and Firm Size on Tax Avoidance". Pada perusahaan manufaktur
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
periode 2017-2019. Sampel penelitian terdiri atas 17 perusahaan dengan
menggunakan metode sampling jenuh atau sensus. Data yang digunakan yaitu

data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Metode analisis yang
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digunakan adalah analisis regresi data panel dengan bantuan Software STATA

versi 16. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap tax avoidance.

12. Aulia dan Mahpudin pada tahun 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan
Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance”. Perusahaan property dan real
estate yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif
dan verifikatif. Populasi penelitian sebanyak 65 perusahaan. Teknik sampling
yang digunakan yakni, purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu
NGO Nama Judul/Tahun | Populasi/Teknik Uji Hasil
' Peneliti Penelitian Sampling Hipotesis Penelitian
1. | Wardoyo et | Pengaruh Perusahaan Analisis Komisaris
al., Komisaris sektor regresi Independen
Independen, pertambangan linear berpengaruh
Komite Audit, sub sektor berganda | negatif
dan batubara yang terhadap tax
Profitabilitas terdaftar di Bursa avoidance
pada Tax Efek Indonesia
Avoidance/2022 | tahun 2017-
2019.
Menggunakan
purposive
sampling dan
diperoleh 15
perusahaan
2. | Monica et Pengaruh Perusahaan Analisis Komisaris
al., Komisaris sektor industri regresi independen
Independen dan | manufaktur yang memiliki
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Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No Nama Judul/Tahun | Populasi/Teknik Uji Hasil
' Peneliti Penelitian Sampling Hipotesis Penelitian
Kualitas Audit | termasuk dalam | linear hubungan yang
terhadap Tax indeks saham berganda | negatif
Avoidance/2021 | LQ45 tahun terhadap tax
2014-2018 yang avoidance
terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
Menggunakan
purposive
sampling dan
diperoleh 8
perusahaan
3. | Ardiyanto Pengaruh Penelitian ini Analisis Kepemilikan
dan Keahlian menggunakan regresi institusional
Marfiana Keuangan, populasi linear berpengaruh
Kompensasi perusahaan yang | berganda | negatif pada
Direksi, tercatat di Bursa penghindaran
Profitabilitas, Efek Indonesia pajak
Pertumbuhan selama
Perusahaan dan | periode 2015-
Kepemilikan 2019. Dengan
Institusi pada metode
Penghindaran purposive
Pajak sampling, sampel
Perusahaan/2021 | yang memenubhi
Kriteria
sebanyak 26
perusahaan
4. | Junaedi et Analisis Populasi yang Analisis | Kepemilikan
al., Pengaruh digunakan regresi institusional
Profitabilitas, adalah 179 linear memiliki
Leverage, perusahaan yang | berganda | pengaruh
Kepemilikan terdaftar di BEI negatif
Institusional, 2017-2019 terhadap
dan Ukuran menggunakan penghindaran
Perusahaan purposive pajak. Dan
sampling. ukuran
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Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No Nama Judul/Tahun | Populasi/Teknik Uji Hasil
' Peneliti Penelitian Sampling Hipotesis Penelitian
terhadap Tax perusahaan
Avoidance/2021 memiliki
pengaruh
positif terhadap
penghindaran
pajak
5. | Wijayanti Pengaruh Perusahaan yang | Analisis | Proporsi
dan Proporsi terdaftar di Bursa | regresi komisaris
Merkusiwati | Komisaris Efek Indonesia linear independen
Independen, 2011-2015. berganda | berpengaruh
Kepemilikan Menggunakan negatif pada
Institusional, purposive penghindaran
Leverage, dan sampling dan pajak,
Ukuran diperoleh 1.319 kepemilikan
Perusahan perusahaan institusional
terhadap tidak
Penghindaran berpengaruh
Pajak/2017 pada
penghindaran
pajak, dan
ukuran
perusahaan
tidak
berpengaruh
pada
penghindaran
pajak
6. | Dewi dan Pengaruh Populasi dari Analisis Komisaris
Oktaviani Leverage, penelitian regresi independen
Capital ini adalah data panel | berpengaruh
Intensity, perusahaan signifikan
Komisaris manufaktur yang negatif
Independen, dan | terdaftar di Bursa terhadap tax
Kepemilikan Efek avoidance
Institusional Indonesia (BEI)

tahun 2016-
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Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No Nama Judul/Tahun | Populasi/Teknik Uji Hasil
' Peneliti Penelitian Sampling Hipotesis Penelitian
terhadap Tax 2020. Sebanyak
Avoidance/2021 | 75 sampel dipilih
dengan metode
purposive
sampling
7. | Simorangkir | Pengaruh Perusahaan Panel data | Proporsi
etal., Proporsi manufaktur yang | regression | komisaris
Komisaris terdaftar di Bursa independen dan
Independen, Efek Indonesia kepemilikan
Kepemilikan 2017-20109. institusional
Institusional dan | Menggunakan berpengaruh
Capital Intensity | purposive negatif dan
terhadap sampling dan signifikan
Penghindaran diperoleh 123 terhadap
Pajak/2020 perusahaan penghindaran
pajak
8. | Gita Pengaruh Populasi yang Analisis Kepemilikan
Financial digunakan dalam | regresi institusional
Distress, penelitian ini linear berpengaruh
Leverage, yaitu perusahaan | berganda | negatif dan
Karakter manufaktur yang signifikan
Eksekutif, terdaftar di Bursa terhadap tax
Kompensasi Efek Indonesia avoidance
Eksekutif, (BEI) tahun
Kepemilikan 2017-2019.
Institusional, Metode yang
dan Ukuran digunakan yaitu
Perusahaan purposive
terhadap Tax sampling yang
Avoidance/2021 | menjadi sampel
adalah 59
perusahaan
9. | Auliadan Pengaruh Perusahaan Analisis Ukuran
Endang Profitabilitas, manufaktur regresi perusahaan
Leverage, dan subsektor linear berpengaruh
Ukuran property dan real | berganda | positif terhadap
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Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No Nama Judul/Tahun | Populasi/Teknik Uji Hasil
' Peneliti Penelitian Sampling Hipotesis Penelitian
Perusahaan estate yang penghindaran
terhadap Tax terdaftar di Bursa pajak
Avoidance/2020 | Efek Indonesia
2013-2018.
Menggunakan
purposive
sampling dan
diperoleh 65
perusahaan
10. | Sulaeman Pengaruh Perusahaan Analisis Ukuran
Profitabilitas, sektor property | regresi perusahaan
Leverage, dan dan real estate linear berpengaruh
Ukuran yang terdaftar di | berganda | positif
Perusahaan Bursa Efek signifikan
terhadap Indonesia (BEI) terhadap
Penghindaran tahun 2014- penghindaran
Pajak (Tax 2018. Jumlah pajak
Avoidance)/2021 | sampel
penelitian
sebanyak 30
perusahaan yang
diperoleh dengan
metode
purposive
sampling
11. | Amaliah The Influence of | Pada perusahaan | Analisis Hasil penelitian
dan Tanjung | Institutional manufaktur regresi menunjukkan
Ownership and | sektor industri data panel | ukuran
Firm Size on barang konsumsi perusahaan
Tax yang terdaftar di berpengaruh
Avoidance/2021 | Bursa Efek positif terhadap
Indonesia selama tax avoidance
periode 2017-
2019. Sampel

penelitian terdiri
atas 17
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Tabel 2.1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No Nama Judul/Tahun | Populasi/Teknik Uji Hasil
' Peneliti Penelitian Sampling Hipotesis Penelitian
perusahaan
dengan
menggunakan
metode
sampling jenuh
atau sensus
12. | Aulia dan Pengaruh Perusahaan Analisis Ukuran
Mahpudin Profitabilitas, property dan real | regresi perusahaan
Leverage, dan estate yang linear berpengaruh
Ukuran terdaftar di BEI | berganda | positif terhadap
Perusahaan tahun tax avoidance
terhadap Tax 2013-2018.
Avoidance/2020 | Populasi
penelitian
sebanyak 65
perusahaan.
Teknik sampling
yang digunakan
yakni, purposive
sampling.
2.3.  Kerangka Teoritis

Penelitian ini terdiri dari variabel independen, yaitu: proporsi komisaris
independent, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Sedangkan
variabel dependen adalah penghindaran pajak. Peneliti mengharapkan adanya
pengaruh signifikan antara variabel proporsi komisaris independent, kepemilikan
institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan
sektor pertanian dan pertambangan, klasifikasi sektor penghasil bahan baku yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2020.
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2.3.1. Hubungan Proporsi Komisaris Independen dengan Penghindaran
Pajak

Komisaris Independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal
dari luar perusahaan efek dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
57/POJK.04/2017. Dengan banyaknya jumlah komisaris independen diharapkan
dapat memperketat bagi manajemen dalam mengelola perusahaan, sehingga
terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.
Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka pengelolaan perusahaan
terhadap pajak akan semakin baik dan tindakan penghindaran pajak akan semakin

rendah.

2.3.2. Hubungan Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak
Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan,
kepemilikan perusahaan merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi
atau lembaga luar perusahaan. Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar memiliki
kekuatan besar untuk mempengaruhi perusahaan yaitu melalui kritikan atau
komentar yang semuanya dianggap publik atau masyarakat. Perusahaan dengan
kepemilikan yang menyebar, memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak
manajemen sehingga dapat meningkatkan pengawasan bagi perusahaan. Adanya
pengawasan yang efektif dari pihak institusi menjadikan pihak manajemen
termotivasi untuk bekerja lebih baik dalam menunjukkan kinerjanya. Kepemilikan

institusional dimungkinkan dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak
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dikarenakan komisaris independen ikut memperhatikan manajemen dalam
melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang
telah ditetapkan. Sehingga kepemilikan instutusional dimungkinkan dapat

menurunkan tindakan penghindaran pajak.

2.3.3. Hubungan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu ukuran, skala atau variabel yang
menggambarkan besar-kecilnya perusahaan. Pengelompokan perusahaan atas dasar
skala operasi umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: perusahaan besar
(large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kesil (small
firm).

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat dihitung dengan
tingkat total aset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi perusahaan
dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam sumber dana
yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh laba serta berlaku
sebaliknya. Ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili karakteristik
keuangan perusahaan. Perusahaan besar yang sudah stabil akan lebih mudah
memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. Karena
kemudahan akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki fleksibilitas yang lebih
besar.

Semakin besar ukuran suatu perusahaan selain memiliki fleksibilitas yang
tinggi, transaksi yang terjadi pun akan semakin kompleks dan aset yang akan

dihasilkan pun semakin besar sehingga perusahaan dengan ukuran yang besar
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memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan
memanfaatkan celah-celah yang ada agar dapat meminimalisir pembayaran pajak

perusahaan.

2.4.  Model Analisis
Berdasarkan pada kerangka teoritis yang telah dipaparkan oleh penulis

maka berikut gambar model analisisnya:

Proporsi Komisaris
Independen (-)

Kepemilikan (-)

N Penghindaran
Institusional

Pajak

Ukuran
Perusahaan (+)

2.5. Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan kerangka teoritis, dapat dikemukakan hipotesis penelitian
berikut:
H1: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
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BAB 111

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1  Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang harus diperhatikan untuk pertama
kali adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut
berisikan masalah yang dijadikan sebuah bahan untuk diteliti dan dicari
pemecahannya. Menurut Satibi (2017) objek penelitian merupakan sesuatu yang
secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau
sasaran penelitian secara komprehensif, yang meliputi karakteristik wilayah,
sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai
dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud. Sugiyono (2019) menjelaskan
bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan reliabel tentang
suatu hal (variabel tertentu).

Dari pengertian diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek
penelitian merupakan suatu gambaran yang dijadikan sasaran ilmiah untuk dapat
diteliti lebih lanjut dan dicari pemecahan masalahnya. Adapun objek penelitian
yang akan diteliti terdiri atas variabel independen (variabel bebas) dan variabel
dependen (variabel terikat). Terdapat tiga variabel independen yang terdiri atas
proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan.

Serta satu variabel dependen yaitu penghindaran pajak (tax avoidance).
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3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dimana peneliti menemukan
fenomena tertentu disana dan ditetapkan sebagai suatu latar untuk diteliti. Lokasi
penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti
untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data
yang dibutuhkan.

Pada tahun 2021 Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai total Produk
Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2021
mencapai Rp16,97 kuadriliun. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar
kedua setelah industri pengolahan adalah sektor pertanian dengan nilai total Rp2,25
kuadriliun (13,28%), diikuti perdagangan besar dan eceran senilai Rp2,2 kuadriliun
(12,97%), dan konstruksi senilai Rp1,77 kuadriliun (10,44%). Sepanjang tahun
2021 sektor pertambangan dan penggalian berhasil menyumbang Rpl,52
kuadriliun (8,98%), sektor informasi dan komunikasi Rp748,75 triliun (4,41%),
jasa keuangan dan asuransi Rp736,19 triliun (4,34%), kemudian transportasi dan
pergudangan Rp719,63 triliun (4,24%). (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan
data diatas, sektor pertanian dan pertambangan memiliki kontribusi yang cukup
tinggi sehingga memungkinkan adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi juga
dikarenakan laba bersihnya cukup tinggi.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertanian dan
pertambangan (Klasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Peneliti memilih perusahaan dengan

sektor tersebut dikarenakan sektor pertanian dan pertambangan memberikan
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kontribusi yang cukup besar pada tahun 2021 yang memungkinkan adanya tingkat
penghindaran pajak yang tinggi dikarenakan laba bersihnya cukup tinggi.
Peneliti mengambil data perusahaan yang bersumber dari www.idx.co.id dan

website resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2017) metode penelitian pada
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu, berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu
diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian
merupakan cara atau Teknik ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang
terikait dengan objek dari penelitian dan memiliki tujuan untuk menyelesaikan atau
memecahkan suatu masalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
verifikatif. Metode deskriptif dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel
mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau
variabel bebas) tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari
hubungan dengan variabel yang lain. Sedangkan metode verifikatif adalah metode
penelitian yang pada dasarnya digunakan untuk menguji teori dengan pengujian
atau pembuktian hipotesis. Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu

hipotesis apakah diterima atau ditolak (Sugiyono, 2018).
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3.3.1. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian merupakan satuan tertentu yang
diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian lain, unit analisis
diartikan sebagai sesuatu yang berkaitam dengan focus/komponen yang diteliti.
Unit analisis dalam suatu penelitian biasanya juga menjadi unit observasi (Rabbani,
2020). Unit analisis dapat dibagi menjadi beberapa seperti individu, kelompok,
organisasi, kategori sosial, institusi dan masyarakat (Priyono, 2016).

Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisisnya adalah laporan
keuangan dan laporan tahunan perusahaaan sektor pertanian dan pertambangan
(klasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI) tahun 2016-2020.

3.3.2. Populasi dan Sampel
3.3.2.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan,
individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu
yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain
yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data)
penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan (Riadi, 2020). Menurut
Handayani (2020) populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek
penelitian yang dapat berupa; orang, benda, suatu hal yang di dalamnya dapat

diperoleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian.
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa populasi adalah suatu himpunan
individu degan sifat-sifat yang ditentukan atau dipilih oleh peneliti sehingga setiap
individu dapat menjadi anggota populasi atau tidak. Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan sektor pertanian dan pertambangan (klasifikasi sektor penghasil

bahan baku) yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

Tabel 3.1
Populasi Penelitian
No. | Kode | Nama Perusahaan
Pertanian (Agriculture)

1. | AALI Astra Agro Lestari Tbk.

2. | ANDI Andira Agro Tbk.

3. | ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

4. BEEF Estika Tata Tiara Tbk.

5. BISI BISI International Tbk.

6. | BWPT Eagle High Plantations Thk.

7. | CSRA Cisadane Sawit Raya Tbk.

8. | DSFI Dharma Samudera Fishing Indust
9. | DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk.

10. | FAPA FAP Agri Tbk.

11. | GOLL Golden Plantation Tbk.

12. | GZCO Gozco Plantations Thk.

13. | JAWA Jaya Agra Wattie Tbk.

14. | LSIP PP London Sumatra Indonesia Th
15. | MAGP Multi Agro Gemilang Plantation
16. | MGRO Mahkota Group Thk.

17. | PALM Provident Agro Tbk.

18. | PGUN Pradiksi Gunatama Thbk.

19. | PNGO Pinago Utama Thbk.

20. | PSGO Palma Serasih Tbk.

21. | SGRO Sampoerna Agro Tbk.

22. | SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk.

23. | SMAR Smart Thk.

24. | SSMS Sawit Sumbermas Sarana Thbk.
25. | UNSP Bakrie Sumatera Plantations Th
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Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No. | Kode | Nama Perusahaan
Pertambangan (Mining)

26. | ADRO Adaro Energy Tbk.

27. | ANTM Aneka Tambang Thbk.

28. | APEX Apexindo Pratama Duta Tbk.

29. | ARII Atlas Resources Tbk.

30. | ARTI Ratu Prabu Energi Tbk.

31. | BIPI Astrindo Nusantara Infrastruktur

32. | BOSS Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.

33. | BRMS Bumi Resources Minerals Tbk.

34. | BSSR Baramulti Suksessarana Thbk.

35. | BUMI Bumi Resources Thk.

36. | BYAN Bayan Resources Tbk.

37. | CITA Cita Mineral Investindo Tbk.

38. |CTTH Citatah Thk.

39. | DEWA Darma Henwa Thbk.

40. | DKFT Central Omega Resources Tbk.

41. | DOID Delta Dunia Makmur Tbk.

42. | DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk.

43. | ELSA Elnusa Tbk.

44. | ENRG Energi Mega Persada Thk.

45. | FIRE Alfa Energi Investama Thbk.

46. | GEMS Golden Energy Mines Thk.

47. | GTBO Garda Tujuh Buana Tbk

48. | HRUM Harum Energy Tbk.

49. | IFSH Ifishdeco Tbk.

50. | INCO Vale Indonesia Tbk.

51. | INDY Indika Energy Tbk.

52. | ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk.

53. | KKGI Resource Alam Indonesia Thk.

54. | MBAP Mitrabara Adiperdana Thbk.

55. | MDKA Merdeka Copper Gold Thk.

56. | MEDC Medco Energi Internasional Tbk

57. | MITI Mitra Investindo Thk.

58. | MTEN Capitalinc Investment Tbk.

59. | MYOH Samindo Resources Thbk.

60. | PKPK Perdana Karya Perkasa Thbk.
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Tabel 3.1
Populasi Penelitian

No. Kode Nama Perusahaan
61. | PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk.
62. | PTBA Bukit Asam Tbk.

63. | PTRO Petrosea Thk.

64. | RUIS Radiant Utama Interinsco Thk.
65. | SMMT Golden Eagle Energy Tbk.

66. | SMRU SMR Utama Thbk.

67. | SURE Super Energy Thbk.

68. | TINS Timah Tbk.

69. | TOBA TBS Energi Utama Thk.

70. | TRAM Trada Alam Minera Tbk.

71. | WOWS Ginting Jaya Energi Tbk.

72. | ZINC Kapuas Prima Coal Thk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia yang telah diolah, 2021

dengan sektor pertanian dan pertambangan (klasifikasi sektor penghasil bahan

baku) yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

3.3.2.2. Sampel

dengan cara-cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya. Sampel dapat
juga diartikan sebagai wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan
karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi
sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik

pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan

Jumlah populasi yang akan diteliti oleh penulis adalah 72 perusahaan

Menurut Silaen (2018) sampel adalah bagian dari populasi yang diambil

generalisasi terhadap populasi yang diwakili (Riadi, 2020).
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Pada dasarnya, penarikan sampel (sampling) tidak perlu melibatkan semua
populasi. Penarikan sampel dapat disebabkan oleh jumlah populasi yang berjumlah

besar dan peneliti memiliki keterbatasan dalam meneliti semua populasi.

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Ukuran Sampel

Menurut Handayani (2020) teknik pengambilan sampel atau biasa disebut
dengan sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang
diteliti untuk dijadikan sampel, dan memahami berbagai sifat atau karakter dari
subjek yang dijadikan sampel, yang nantikan dapat dilakukan generalisasi dari
elemen populasi.

Teknik sampling dibagi menjadi dua bagian, yaitu probability sampling dan
non-probability sampling (Fisipol, 2022). Adapun penjelasan dan jenis-jenis teknik
pengambilan sampel atau sampling adalah sebagai berikut:

1. Probability Sampling (Sampel secara Probabilitas)
Probability sampling merupaka metode pengambilan sampel secara random
atau acak. Semua anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang
sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Metode ini terbagi menjadi
beberapa jenis yang lebih khusus, antara lain:
e Sampel Acak Sederhana (Simple Random Sampling)

Dikatakan simple atau sederhana dikarenakan pengambilan sampel anggota

populasi dilakukan secara acak, tanpa memperhatikan strata yang terdapat

dalam populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan

jika anggota populasi yang kecil dan dianggap homogen. Cara paling
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populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel random sederhana
adalah dengan melalui undian. Hasil penelitian memiliki tingkat
generalisasi yang tinggi namun tidak se-efisien stratified sampling.
Kelebihan metode ini dapat mengurangi bias serta dapat mengetahui
standard error penelitian. Sementara kekurangannya yaitu tidak adanya
jaminan bahwa sampel yang terpilih adalah benar dapat merepresentasikan
populasi yang dimaksud.

Sampel Sistematis (Systematic Sampling)

Hampir sama dengan random sampling, hanya saja sistematis memilih
angka random dari tabel. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara
mengambil setiap kasus (nomor urut) yang ke sekian dari daftar populasi.
Sampling jenis ini mudah untuk digunakan bila sampel frame populasinya
baik. Kelemahannya adalah dapat terjadi bias yang cukup tinggi.

Sampling secara rambang proporsional (Proportionate stratified random
sampling)

Salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau
unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Adapun cara
pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis.
Populasi harus diartikan sesuai segmennya: Proporsional diambil dari
anggota populasi yang sebenarnya Populasi diambil dari anggota populasi

lainnya.
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Sampling secara kluster (Cluster Sampling)

Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin
dijadikan subjek penelitian karena populasi tersebar di wilayah yang amat
luas. Untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah, berupa
kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan
sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling.
Teknik sampling ini dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan
diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu

negara, provinsi atau dari suatu kabupaten.

2. Non-Probability Sampling (Teknik sampling secara non-probabilitas)

Teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang

ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan

pakar. Sampling ini adalah teknik yang tidak memberikan peluang/kesempatan

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Adapun jenis-jenis teknik sampling secara non-probabilitas adalah sebagai

berikut:

Sampling Sistematis

Suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi
yang telah diberi nomor urut.

Sampling Kuota

Teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki
ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan.

Sampling Aksidental
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Suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang
secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel, jika
dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai
sumber data.

Purposive Sampling

Suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi
Khusus.

Sampling Jenuh

Suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan
sebagai sampel. Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi relatif
kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin
membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil.

Sampling Snowball

Teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit, lalu
kemudian membesar. Atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel

yang sebelumnya.

Proses pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam

melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili sehingga sampel

didefinisikan sebagai bagian dari populasi dari mana data diambil secara langsung.

Generalisasi ialah penarikan kesimpulan dari suatu hal yang jumlah elemennya

lebih sedikit sampel, ke suatu hal yang jumlah elemennya lebih banyak atau lebih

luas populasi (Riadi, 2020).
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Dalam penelitian ini, teknik sampling yang akan digunakan adalah
purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Alasan penggunaan teknik purposive
sampling pada penelitian ini dikarenakan tidak semua sampel memiliki kriteria-
Kritesia yang sesuai dengan sampel penelitian.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi
kritera-kriteria di bawah ini:

1. Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia secara berturut-turut pada periode 2016-2020.

2. Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang telah mempublikasikan
seluruh laporan keuangan secara lengkap selama periode 2016-2020.

3. Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang menyediakan data yang

diperlukan untuk penelitian penghindaran pajak.

3.3.4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh
seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan

berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya (Aditya, 2021).
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Menurut Pratama (2021) dalam proses pengumpulan data, ada beberapa
prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh seorang peneliti, yaitu:
1. Mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, bukan sebanyak-banyaknya.
2. Mempertimbangkan ketepatan data yang meliputi: jenis data, kegunaan data,
waktu pengumpulan data, serta relevansi data.

3. Memperhatikan kebenaran data baik dari sumber maupun data itu sendiri.

Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data dokumen. Data
dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan metode yang lebih
mudah daripada metode-metode lain karena jika ada kekeliruan, sumber datanya
masih tetap. Objek yang diamati pada metode dokumentasi bukanlah benda hidup
melainkan benda mati.

Menurut Handayani (2020). Dokumen sendiri dapat dikategorikan menjadi
2 macam, yaitu:

1. Dokumen Pribadi
Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan tertulis yang dibuat oleh
seseorang.

2. Dokumen Resmi
Dokumen resmi adalah dokumen yang dimiliki oleh suatu institusi, organisasi,

atau lembaga.
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Data dokumen yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder
yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan sektor
pertanian dan pertambangan (Kklasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

3.3.5. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data
kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berupa agka-angka dan analisis
menggunakan statistik (Sugiyono, 2017).

Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan
keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang
telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta masing-masing website

resmi perusahaan selama periode 2016-2020.

3.3.5.1. Jenis Data
Pada penelitian ini, data yang digunakan berupa data kuantitatif, Data
Kuantitatif merupakan data yang dapat dinyatakan dalam angka dan dapat diukur

ukurannya (Pintek, 2021).

3.3.5.2. Sumber Data
Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap, jelas, akurat, serta
valid mengenai objek yang diteliti, maka sangat dibutuhkan jenis dan sumber data

yang tepat untuk digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2017).
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Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder
merupakan data dan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber
yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen-
dokumen, pengakuan-pengakuan atau hasil wawancara dengan pihak kedua
(informen penguat data), dan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding

atau rujukan oleh peneliti (Sugiyono, 2017).

3.3.6. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut, nilai, atau karakteristik dari sebuah
objek penelitian yang ditentukan oleh seorang peneliti untuk dipelajari dan ditarik
kesimpulannya (Pratama, 2021). Dengan kata lain, variabel penelitian adalah suatu
atribut, sifat, dan nilai dari orang, obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai
variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.

Penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) variabel penelitian, yaitu porporsi
komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan sebagai
variabel independen. Sedangkan penghindaran pajak merupakan variabel dependen

dalam penelitian ini.

3.3.6.1. Variabel Independen
Variabel independen sering disebut juga sebagai variabel stimulus,
predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas. Variabel

independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
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perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat (Sugiyono,
2017). Variabel bebas (independen) adalah variabel yang memengaruhi atau yang
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian ini, variabel independen atau variabel bebas yang
digunakan terdiri dari proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional,
dan ukuran perusahaan.

1. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar
emiten atau perusahaan publik yang tidak memiliki saham secara langsung
maupun tidak langsung pada emiten, tidak berafiliasi dengan emiten, anggota
dewan komisaris lain, anggota direksi maupun pemegang saham pengendali dan
tidak memiliki hubungan usaha atau hubungan lain yang dapat memengaruhi
kemampuannya untuk bertindak secara independen sehingga dapat mewakili
kepentingan pemegang saham minoritas maupun pemangku kepentingan
lainnya (Otoritas Jasa Keuangan).

Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi komisaris independen
adalah presentase jumlah komisaris independen dari total anggota dewan
komisaris. Jumlah komisaris independen dan total anggota dewan komisaris
dapat diketahui dari catatan atas laporan keuanngan perusahaan. Menurut
Putriningsih et al., (2018) komisaris independen dilambangkan dengan KI dan

diukur dengan rumus sebagai berikut:

K] = 2. Komisaris Independen

> Dewan Komisaris
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Keterangan:

Kl : Proporsi komisaris independen
Y. Komisaris Independen : Total komisaris independen
2. Dewan Komisaris : Total komisaris perusahaan

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang
berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan
investasi, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Semakin
besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan dari institusi
tersebut untuk mengawasi manajemen (Edison, 2017). Kepemilikan

institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut (Fury, 2016):

> Saham Institusional

INST =

> Saham Beredar
Keterangan:
INST : Kepemilikan institusional
> Saham Institusional : Total saham institusional
> Saham Beredar : Total saham beredar
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3. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan
besar kecilnya sebuah perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki. Menurut
Palepu et al. (2019), ukuran perusahaan (size) dapat dinilai dengan logaritma

natural dari total aset.

Size=Ln (Total Asets)

Keterangan:
Size : Ukuran perusahaan
Ln Total Aset : Logaritma natural total asset

3.3.6.2. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama peneliti dan
variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen dengan
arah positif atau negatif (Sekaran dan Bougie, 2016). Menurut Hayati (2022)
variabel dependen juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang tergantung pada faktor-
faktor lain, dengan kata lain variabel yang berubah karena berubahanya variabel
independen.

Variabel dependen vyang digunakan dalam penelitian ini adalah
penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan
nama tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak

untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah
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(loophole) ketentuan perpajakan suatu negara. Secara konsep, skema penghindaran
pajak sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan
perpajakan (ATPETSI, 2022).
Penghindaran pajak (tax avoidance) ini diproksikan menggunakan 2 (dua)
rasio, yaitu:
1. Effective Tax Rate (ETR)
Effective Tax Rate (ETR) merupakan presentase besarnya beban pajak efektif
yang harus dibayarkan suatu perusahaan pada tahun berjalan. ETR dihitung
dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap pre-tax
income. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan
beban pajak tangguhan (Andriyani dan Hutabarat, 2020). Nilai ETR yang
semakin rendah menunjukkan adanya tindakan tax avoidance yang semakin

tinggi yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Nulansari, 2021). Cara

pengukurannya:
ETR = Pajak Penghasilan (Beban Pajak Kini)
- Laba Sebelum Pajak
Keterangan:
ETR : Effective Tax Rate
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2. Cash Effective Tax Rate (CETR)
Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan jumlah kas pajak yang dibayarkan
perusahaan pada tahun berjalan. CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk
biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta & Setiawan, 2016).
Selain itu, CETR juga menggambarkan semua aktivitas tax avoidance yang
mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas perpajakan. Karena CETR
langsung dihitung dari kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba
sebelum pajak. CETR digunakan sebagai rumus untuk variabel penghindaran
pajak dikarenakan CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas,
sehingga dapat mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan
oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat presentase CETR, yaitu mendekati tarif
pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa bahwa semakin
rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya semakin rendah
tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat

penghindaran pajak perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pembayaran Pajak (Kas untuk Bayar Pajak)
Laba Sebelum Pajak

CETR=

Keterangan:

CETR : Cash Effective Tax Rate
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Tabel 3.2
Operasional Variabel

Variabel Indikator Skala
Variabel Dalam penelitian ini rasio proporsi komisaris Rasio
independen independen dihitung dengan menggunakan
proporsi perhitungan:
komisaris
independen _ 2. Komisaris Independen

K= 2. Dewan Komisaris
Variabel Kepemilikan institusional dalam penelitian ini Rasio
independen dihitung dengan menggunakan:
kepemilikan
institusional 2. Saham Institusional
INST =
2. Saham Beredar
Variabel Pengukuran variabel ukuran perusahaan dalam Rasio
independen penelitian ini menggunakan perhitungan:
ukuran
perusahaan Size=Ln (Total Asets)
Variabel Pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) Rasio
dependen dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua)
penghindaran perhitungan yaitu, ETR dan CETR.
pajak (tax
avoidance) ETR = Pajak Penghasilan (Beban Pajak Kini)
Laba Sebelum Pajak
CETR= Pembayaran Pajak (Kas untul.< Bayar Pajak)
Laba Sebelum Pajak

3.3.7. Teknik Analisis Data
3.3.7.1. Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
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sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016). Statistik deskriptif yaitu merupakan
metode — metode yang juga berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu
gugus data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Metode Statistik
deskriptif hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah dimiliki dan
menyajikannya dalam bentuk tabel diagram grafik dan bentuk lainnya yang
disajikan dalam uraian — uraian singkat dan juga terbatas.
1. Rata-Rata (Mean)
Mean adalah salah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai
wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara
menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya

data (Qothrunnada, 2021).

Me= &
n
Keterangan:
Me . Rata-rata
X : Epsilon (jumlah)
Xi : Observasi ke-n
n : Jumlah sampel
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2. Standar Deviasi
Nilai standard deviation merupakan suatu nilai yang digunakan dalam
menentukan persebaran data pada suatu sampel dan melihat seberapa dekat
data-data tersebut dengan nilai mean. Standar deviasi atau simpangan baku
merupakan ukuran penyebaran yang paling baik, karena menggambarkan
besarnya penyebaran tiap-tiap unit observasi (Ghozali, 2016). Standar deviasi
adalah nilai akar kuadrat dari suatu varians dimana digunakan untuk menilai
rata-rata atau yang diharapkan. Standar deviasi atau simpangan baku dari data
yang telah disusun dalam table frekuensi. Nilai standard deviation merupakan
suatu nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu
sampel dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai mean

(Sekaran & Bougie, 2016).

_ Y (% - x)?
5= /ﬁ

Keterangan:

S : Simpangan baku sampel
n : Jumlah sampel

X . Rata-rata (mean)
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3.3.7.2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada
analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS).
Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS karena itu tidak memerlukan
persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal (Asfihan,
2022). Jenis-jenis uji asumsi klasik menurut Asfihan (2022):
1. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal
atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki residu yang terdistribusi
normal. Tes normalitas karena itu tidak dilakukan untuk setiap variabel, tetapi
untuk nilai residual. Seringkali kesalahan terjadi yaitu bahwa tes normalitas
dilakukan untuk setiap variabel. Ini tidak dilarang, tetapi model regresi
memerlukan normalitas dalam nilai residual bukan dalam variabel penelitian.
Tes normalitas dapat dilakukan dengan tes histogram, tes normal P-Plot, tes
Chi-square, tes Skewness dan Kurtosis atau tes Kolmogorov-Smirnov. Tidak
ada metode terbaik atau paling tepat. Sarannya adalah bahwa pengujian metode
charting sering menyebabkan persepsi yang berbeda pada beberapa pengamat.
Oleh karena itu, penggunaan uji normalitas dengan uji statistik tidak diragukan
meskipun tidak dapat dijamin bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik
dari pada pengujian dengan metode diagram.
2. Uji Multikolonieritas
Uji multikolinieritas dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang

tinggi antara variabel independen dalam model regresi linier berganda. Jika ada
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korelasi yang tinggi antara variabel independen hubungan antara variabel
independen dan variabel dependen terganggu.

Alat statistik yang biasanya digunakan untuk menguji gangguan
multikolinieritas adalah Variance Inflation Factor (VIF), korelasi Pearson
antara variabel independen atau pertimbangan nilai eigen dan indeks kondisi.
Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas, diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama
antara satu residu dan pengamatan lain. Salah satu model regresi yang
memenuhi persyaratan adalah bahwa ada kesamaan dalam varians antara residu
dari satu pengamatan dan lainnya yang disebut homoscedasticity.

Bukti heteroskedastisitas dapat dibuat dengan menggunakan metode scatterplot
dengan memplot nilai ZPRED (Nilai Prediktif) dengan SRESID (Nilai Sisa).
Model yang baik adalah ketika grafik tidak mengandung pola tertentu, seperti
Berkumpul di tengah, menyempit dan memperbesar atau sebaliknya
Memperbesar dan memperkecil. Tes Glejser, tes Park atau tes Wei dapat
digunakan sebagai tes statistik.

Beberapa solusi alternatif, jika model tersebut melanggar asumsi
heteroskedastisitas adalah mengubahnya menjadi bentuk logaritmik. Ini hanya
mungkin jika semua data positif. Atau semua variabel dapat dibagi dengan
variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana, analisis regresi
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terdiri dari menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
sehingga tidak boleh ada korelasi antara pengamatan dan data observasi
sebelumnya.

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan tidak
perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana
pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang
bersamaan. Model regresi dalam penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana
periode lebih dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi.

Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, uji
dengan Run Test dan jika data observasi di atas 100 data sebaiknya
menggunakan uji Lagrange Multiplier. Beberapa cara untuk mengatasi masalah
autokorelasi adalah mengubah data atau mengubah model regresi menjadi
persamaan perbedaan umum. Selain itu juga dapat dilakukan dengan
memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel

bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1.

3.3.8. Uji Korelasi

Analisis korelasi adalah metode evaluasi statistik yang dipergunakan untuk
mempelajari kekuatan hubungan antara dua variabel kontinu yang diukur secara
numerik. Misalnya tinggi dan berat, oleh karena itulah jenis analisis khusus ini
berguna ketika seorang peneliti ingin menetapkan apakah ada kemungkinan

hubungan antar variabel penelitian (Hayati, 2020).
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Analisis korelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
korelasi pearson. Korelasi Pearson (r) adalah statistik korelasi yang paling banyak
digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel yang berhubungan

secara linier (Hayati, 2020).

_ n Yisq xiyi- Yilg xi Yl yi
Y n T xiZ- (N xD)Z 0 S yiZ- (2, yi)2

Iy

Keterangan:
r : Koefisien korelasi pearson
n : Jumlah sampel
Ly xiyi : Jumlah perkalian variabel X dan Y
Zi-y i : Jumlah nilai variabel X
i=1y1 : Jumlah nilai variabel Y

Koefisien korelasi (rxy) dapat bernilai positif (+) atau negatif (-) dan
berada pada rentang —1 dan 1.1. Jika rxy mendekati —1 atau 1 maka hubungan
keeratan dua variabel semakin kuat. Jika nilainya mendekati 0, maka hubungan
keeratan dua variabel semakin lemah. Berikut ini adalah interpretasi besarnya nilai
koefisien korelasi.

1. 0—-0,2 :menyatakan hubungan keeratan sangat lemah,
2. 0,2—0,4 :menyatakan hubungan keeratan lemah,

3. 0,4—0,7 :menyatakan hubungan keeratan cukup kuat,
4. 0,7—0,9 :menyatakan hubungan keeratan kuat,

5. 0,9—1 :menyatakan hubungan keeratan sangat kuat.

101



Tanda positif dan negatif pada koefisien korelasi menunjukkan arah
hubungan. Koefisien korelasi bertanda positif artinya hubungannya berbanding
lurus, dimana semakin tinggi nilai variabel x maka nilai variabel y juga semakin
tinggi dan semakin rendah nilai variabel x maka nilai variabel y juga semakin
rendah. Koefisien korelasi bertanda negatif artinya hubungannya berbanding
terbalik, dimana semakin tinggi nilai variabel x maka nilai variabel y semakin
rendah dan semakin rendah nilai variabel x maka nilai variabel y semakin tinggi.

Ditinjau dari kemungkinan hasil studi, setidaknya ada tiga jenis korelasi
yang dihasilkan, yaitu (Hayati, 2020):

1. Korelasi Positif
Korelasi positif adalah hubungan antara dua variabel di mana kedua variabel
bergerak searah. Oleh karena itu, ketika satu variabel meningkat seiring dengan
peningkatan variabel lainnya, atau satu variabel menurun sedangkan variabel
lainnya menurun.
Korelasi positif berkisar dari 0 hingga +1; batas atas yaitu +1 adalah koefisien
korelasi positif sempurna. Korelasi positif sempurna menentukan bahwa, untuk
setiap peningkatan unit dalam satu variabel, ada peningkatan proporsional di
variabel lainnya.

2. Korelasi Negatif
Korelasi negatif adalah hubungan antara dua variabel di mana kenaikan satu
variabel dikaitkan dengan penurunan variabel lainnya.
Korelasi negatif berkisar dari 0 hingga — 1; batas bawah memberikan korelasi

negatif yang sempurna. Korelasi negatif sempurna menunjukkan bahwa untuk
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setiap kenaikan satuan di satu variabel, ada penurunan satuan proporsional di
variabel lainnya.

3. Korelasi Nol
Korelasi nol ada jika tidak ada hubungan antara dua variabel. Misalnya tidak
ada hubungan antara jumlah minum teh dan tingkat kecerdasan. Korelasi nol
adalah titik tengah rentang — 1 hingga +1.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji korelasi pearson
dikarenakan korelasi pearson dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah
hubungan linier dua variabel. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan
salah satu variabel disertai dengan perubahan variabel lainnya, baik dalam arah
yang sama ataupun arah yang sebaliknya. Harus diingat bahwa nilai koefisien
korelasi yang kecil (tidak signifikan) bukan berarti kedua variabel tersebut tidak

saling berhubungan.

3.3.9. Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel
independen yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan
ukuran perusahaan, baik secara parsial dan simultan mempengaruhi variabel
dependen yaitu penghindaran pajak (tax avoidance).

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah
yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

Pada dasarnya sebuah hipotesis berfungsi untuk membatasi dan memperkecil ruang
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lingkup suatu penelitian sehingga memudahkan proses pengumpulan dan
pengolahan data. (Prawiro, 2019)

Langkah-langkah untuk melakukan pengujian hipotesis dimulai dengan
menetapkan hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha), pemilihan tes statistik
dan perhitungan nilai statistik, penetapan tingkat signifikasi dan penetapan kriteria
pengujian. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis

regresi linear berganda dengan menggunakan uji F, uji t dan koefisien determinan.

3.3.9.1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih
dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk
mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen (Ghozali, 2018).
Menurut Hidayat (2016) uji regresi linear berganda pada intinya memiliki
beberapa tujuan, yaitu:
1. Menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada
nilai variabel bebas.
2. Menguji hipotesis karakteristik dependensi
3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel
bebas diluar jangkaun sampel.
Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan
hubungan satu variabel tak bebas/ response (Y) dengan dua atau lebih variabel

bebas/ predictor (X4,X,,... , X,,). Tujuan dari uji regresi linier berganda adalah untuk
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memprediksi nilai variable tak bebas/ response (Y) apabila nilai-nilai variabel
bebasnya/ predictor (X{,X,,... ,X,) diketahui. Disamping itu juga untuk dapat
mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel -
variabel bebasnya. Persamaan regresi linier berganda secara matematik

diekspresikan oleh:

Y=a+ b1X1+ b2X2+b3X3 +e

Keterangan:

Y : Variabel tak bebas

a : Konstanta

by,by,bs : Nilai koefisien regresi variabel independen
X4 : Proporsi komisaris independen

X, : Kepemilikan institusional

X3 : Ukuran perusahaan

e : Variabel lain yang tidak teridentifikasi

Keadaan-keadaan bila koefisien regresi (b4,b,,... , b,) mempunyai nilai:
1. Nilai = 0. Dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X;,X,,... , X,.
2. Nilainya negatif. Disini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel
tak bebas Y dengan variabel-variabel X,X,,... , X,,.
3. Nilainya positif. Disni terjadi hubungan yang searah antara variabel tak bebas

Y dengan variabel bebas X,X,,... , X,,.
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Analisis regresi linear berganda digunakan peneliti dengan tujuan untuk
mengetahui sejauh mana pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan

institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

3.3.9.2. Uji-F
Uji-F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama
—sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji F dilakukan untuk melihat
pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel
terikat. Tingakatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan
F < 0.05 maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan
mempengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016). Uji simultan
F (Uji Simultan) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara
bersama — sama atau simultan antara variabel independen terhadap variabel
dependen. Pengujian statistik Anova merupakan bentuk pengujian hipotesis dimana
dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik yang
disimpulkan. Pengambilan keputusan dilihat dari pengujian ini dilakukan dengan
melihat nilai F yang terdapat di dalam tabel ANOVA, tingkat signifikansi yang
digunakan yaitu sebesar 0,05. Adapun ketentuan dari uji F yaitu sebagai berikut
(Ghozali, 2016):
1. Jika nilai signifikan F < 0,05 maka Ho ditolak dan H: diterima. Artinya semua
variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan (simultan)

terhadap variabel dependen/terikat.
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2. Jika nilai signifikan F > 0,05 maka Ho diterima dan Hy Artinya, semua variabel
independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan (simultan)
terhadap variabel dependen/terikat.

Prosedur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut dalam penelitian ini
digunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan derajat bebas (n-k), dimana n: jumlah
pengamatan dan k: jumlah variabel. Nilai F dapat di hitung dengan menggunakan
bantuan SPSS. Ketentuan yang digunakan dalam Uji-F sebagai berikut:

Ho : by,by, by = 0, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari proporsi
komisaris independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan
secara simultan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

Ho : by,by, by # 0, terdapat pengaruh yang signifikan dari proporsi komisaris
independen, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan secara

simultan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

3.3.9.3. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh
masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel
terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan mambandingkan t hitung dengan t
tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung, proses
uji t identik dengan Uji F (lihat perhitungan spss pada Coefficient Regression Full
Model/Enter). Atau bisa diganti dengan Uji metode Stepwise (Hidayat, 2016).

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa uji parsial (uji t)

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh signifikan secara parsial atau
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satu pihak dari masing-masing variabel independen (X) dengan variabel dependen

(Y) Hipotesis nol (Ho) tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan hipotesis

alternatif (H1) menunjukkan adanya pengaruh antara variabel independen dan

variabel dependen, maka pengujian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1. Menentukan hipotesis parsial antara variabel independen terhadap variabel

dependen. Adapun hipotesis statistik yang akan di uji dalam penelitian ini

adalah:

Ho

Ha

Ho

Ha

Ho

Ha

: by = 0, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh negatif
signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

: b1 > 0, proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

: b2 = 0, kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif signifikan
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

: b2 > 0, kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan
terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

- b3 =0, ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
penghindaran pajak (tax avoidance).

: bs > 0, ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap

penghindaran pajak (tax avoidance).

2. Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas untuk menentukan tabel sebagai batas

daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan

adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel —
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variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan
dalam suatu penelitian.
Adapun kriteria yang ditunjukkan adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai sig-t kurang dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti variabel
independen secara individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai sig-t lebih dari tingkat signifikan 0,05 yang berarti variabel
independen secara individu (parsial) tidak berpengaruh terhadap variabel

dependen.

3.3.9.4. Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinan diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil (mendekati 0)
berarti kemampuan variabel-variabel independen (perputaran modal kerja, struktur
modal dan ukuran perusahaan) dalam menjelaskan variasi variabel dependen
(profitabilitas) amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum dapat dikatakan bahwa
koefisien determinasi ganda (R2) besarnya antara 0<R2<1.

Koefisien determinasi parsial (r2) digunakan untuk mengukur faktor
manakah yang paling berpengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya.
Nilai r2 yang besar menunjukkan variabel independen yangmempunyai pengaruh

paling dominan terhadap variabel dependen. Tujuan menghitung koefisien
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determinasi parsial (r2) adalah untuk mengetahui variabel bebas mana yangpaling
dominan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2016).
Analisis koefisien determinasi diperoleh dengan mengkuadratkan

koefisien korelasinya, yaitu:

Kd=r2 x 100%

Keterangan:

Kd : Koefisien determinasi

2

r : Koefisien korelasi
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertanian dan
pertambangan (klasifikasi sektor penghasil bahan baku) yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan
teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, atas dasar
kesesuaian karakteristik dengan kriteria pemilihan yang ditentukan oleh peneliti

sehingga diperoleh sampel perusahaan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengambilan Sampel
No. Kriteria Jumlah
1. | Jumlah perusahaan sektor pertanian dan 72
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI).
2. | Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang (14)

tidak berturut-turut terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada periode 2016-2020

3. | Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang (3)
tidak mempublikasikan seluruh laporan keuangan
secara lengkap selama periode 2016-2020 (laporan
keuangan dan laporan tahunan tidak ditemukan)

4. Perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang 0
tidak menyediakan data terkait yang diperlukan untuk
penelitian
Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel 55
Periode penelitian 5
Jumlah sampel pengamatan 275
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Dari kriteria yang telah ditentukan, diperoleh sampel sebanyak 55

perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun, sehingga jumlah data yang

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 275 data. Berikut ini adalah daftar nama

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

Tabel 4.2

Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan

No. |

Kode

| Nama Perusahaan

Pertanian (Agriculture)

1. | AALI Astra Agro Lestari Tbk.

2. | ANJT Austindo Nusantara Jaya Tbk.

3. BISI BISI International Thk.

4. | BWPT Eagle High Plantations Tbk.

5. DSFI Dharma Samudera Fishing Indust
6. | DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk.

7. | GZCO Gozco Plantations Tbk.

8. | JAWA Jaya Agra Wattie Tbk.

9. LSIP PP London Sumatra Indonesia Th
10. | MAGP Multi Agro Gemilang Plantation
11. | PALM Provident Agro Tbk.

12. | SGRO Sampoerna Agro Thk.

13. | SIMP Salim Ivomas Pratama Thbk.

14. | SMAR Smart Tbk.

15. | SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
16. | UNSP Bakrie Sumatera Plantations Th

Pertambangan (Mining)

17. | ADRO Adaro Energy Tbk.

18. | ANTM Aneka Tambang Thk.

19. | APEX Apexindo Pratama Duta Tbk.
20. | ARII Atlas Resources Thk.

21. | ARTI Ratu Prabu Energi Tbk

22. | BIPI Astrindo Nusantara Infrastrukt
23. | BRMS Bumi Resources Minerals Thk.
24. | BSSR Baramulti Suksessarana Thbk.
25. | BUMI Bumi Resources Thk.

26. | BYAN Bayan Resources Thk.

27. | CITA Cita Mineral Investindo Thbk.
28. |CTTH Citatah Tbk.
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Tabel 4.2
Daftar Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan

No. Kode Nama Perusahaan
29. | DEWA Darma Henwa Tbk

30. | DKFT Central Omega Resources Tbk.
31. | DOID Delta Dunia Makmur Tbk.

32. | DSSA Dian Swastatika Sentosa Thk
33. | ELSA Elnusa Thk.

34. | ENRG Energi Mega Persada Thk.

35. | GEMS Golden Energy Mines Thbk.

36. | HRUM Harum Energy Tbk.

37. | INCO Vale Indonesia Tbk.

38. | INDY Indika Energy Tbk.

39. | ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk.
40. | KKGI Resource Alam Indonesia Thk
41. | MBAP Mitrabara Adiperdana Thbk.

42. | MDKA Merdeka Copper Gold Tbk.

43. | MEDC Medco Energi Internasional Thk
44, | MITI Mitra Investindo Thk.

45. | MTEN Capitalinc Investment Thk.

46. | MYOH Samindo Resources Thk.

47. | PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk

48. | PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk.
49. | PTBA Bukit Asam Tbk.

50. | PTRO Petrosea Tbk.

51. | RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk.
52. | SMMT Golden Eagle Energy Tbk.

53. | SMRU SMR Utama Tbk.

54. | TINS Timah Tbk.

55. | TOBA TBS Energi Utama Thk.

Sumber: Bursa Efek Indonesia yang telah diolah, 2021

Berdasarkan hasil sampling diatas terdapat 55 perusahaan yang lolos dalam
teknik purposive sampling. Perusahaan hasil sampling diatas tidak seluruhnya dapat
diolah dalam penelitian ini, dikarenakan ada beberapa perusahaan seperti MAGP,
MITI, BUMI, dan lainnya yang termasuk dalam data outlier. Data outlier
merupakan kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat

berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai
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ekstrim. Sehingga dari 55 perusahaan diatas, data yang dapat dipergunakan hanya

43 perusahaan saja.

4.1.2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan sebuah gambaran mengenai nilai maksimum,
minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel
penelitian.

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder

yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan website resmi

masing-masing perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di
BEI. Maka dilakukan perhitungan statistik terhadap data-data tersebut. Statistik
yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, dalam hal ini
statistik berhubungan dengan pengumpulan, peringkasan dan penyajian data dari
peringkasan data tersebut.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari laporan keuangan perusahaan
sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI, selanjutnya bisa dilihat
nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean) dari masing-masing variabel yang

diteliti pada tabel dibawah ini:
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4.1.2.1. Proporsi Komisaris Independen

Tabel 4.3

Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen

No. | Kode  ™5n16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Me&n
Pertanian (Agriculture)

1 AALI 0.400 0.400 0.500 0.500 0.600 | 0.480
2 | ANJT 0250 | 0.250 | 0.250 | 0.286 | 0.286 | 0.264
3 BISI 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 | 0.333
4 BWPT 0.500 0.400 0.400 0.500 0.333 0.427
5 | DSFI 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.400 | 0.400 | 0.460
6 | DSNG 0.375 | 0.300 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.335
7 GZCO 0.250 0.333 0.250 0.333 0.333 | 0.300
8 |JAWA 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333
9 LSIP 0.333 0.333 0.333 0.400 0.400 | 0.360
10 | PALM 0.500 0.400 0.400 0.400 0.333 0.407
11 | SGRO 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.367
12 | SIMP 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333
13 | SMAR 0.500 0.500 0.429 0.429 0.429 | 0.457
14 | SSMS 0333 | 0.333 | 0250 | 0.250 | 0.250 | 0.283
15 | UNSP 0.500 0.400 0.400 0.400 0.400 | 0.420
Pertambangan (Mining)

16 | ADRO 0.400 | 0.400 | 0.250 | 0.400 | 0.400 | 0.370
17 | ANTM 0.333 0.333 0.400 0.333 0.333 0.347
18 | APEX 0.667 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.400
19 | ARTI 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500
20 | BRMS 0.333 0.667 0.667 0.667 0.333 0.533
21 | BSSR 0375 | 0500 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.400
22 | BYAN 0.400 | 0.400 | 0.333 | 0.400 | 0.400 | 0.387
23 | CITA 0.333 0.333 0.333 0.400 0.500 | 0.380
24 | CTTH 0.333 | 0500 | 0.500 | 0.500 | 0.333 | 0.433
25 | DOID 0.571 0.667 0.571 0.571 0.571 | 0.590
26 | DSSA 0.500 0.500 0.500 0.600 0.600 | 0.540
27 | ELSA 0.400 0.400 0.400 0.400 0.500 | 0.420
28 | ENRG 0.500 | 0.500 | 0.400 | 0.600 | 0.600 | 0.520
29 | GEMS 0.500 0.500 0.500 0.500 0.400 | 0.480
30 | HRUM 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333
31 | INCO 0.300 | 0.300 | 0.333 | 0.200 | 0.300 | 0.287
32 INDY 0.500 0.500 0.400 0.400 0.400 0.440
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Tabel 4.3
Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen

No. Kode 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | M€
33 | ITMG 0.400 | 0286 | 0400 | 0500 | 0.429 | 0.403
34 | KKGI 0.400 | 0.400 | 0400 | 0333 | 0.400 | 0.387
35 | MBAP 0.333 | 0333 | 0333 | 0.333 | 0.333 | 0.333
36 | MDKA 0.500 | 0500 | 0333 | 0.333 | 0.333 | 0.400
37 | MEDC 0.400 | 0.400 | 0400 | 0400 | 0.400 | 0.400
38 | MTFN 0.500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0.500 | 0.500
39 | MYOH 0.333 | 0333 | 0333 | 0333 | 0.333 | 0.333
40 | PTRO 0.400 | 0.400 | 0400 | 0400 | 0.400 | 0.400
41 |RUIS 0.333 | 0333 | 0333 | 0333 | 0.333 | 0.333
42 | SMRU 0.500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0.500 | 0.500
43 | TOBA 0.667 | 0.400 | 0400 | 0.667 | 0.667 | 0.560

Max 0.667 | 0.667 | 0667 | 0.667 | 0.667 | 0.590

Min 0.250 | 0.250 | 0250 | 0200 | 0.250 | 0.264

Mean 0.324 | 0319 | 0306 | 0322 | 0317 | 0318

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, nilai proporsi komisaris independen tertinggi
pada tahun 2016 dialami oleh Apexindo Pratama Duta Tbk dan TBS Energi Utama
Tbk. Pada tahun 2017 nilai tertinggi dialami oleh dua perusahaan yaitu Bumi
Resources Minerals Thk dan Delta Dunia Makmur Tbk. Nilai tertinggi pada tahun
2018 dicapai oleh Bumi Resources Minerals Tbk. Sementara pada tahun 2019
terdapat 2 perusahaan yang memiliki nilai proporsi komisaris independen tertinggi
yaitu Bumi Resources Minerals Tbk dan TBS Energi Utama Thk. Sementara pada
tahun 2020, TBS Energi Utama Tbk kembali mendapatkan nilai tertinggi. Dengan
nilai tertinggi proporsi komisaris independen dari tahun 2016-2020 sama, yaitu

0.667.
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Nilai proporsi komisaris independen terendah pada tahun 2016 dialami oleh
Austindo Nusantara Jaya Tbk dan Gozco Plantations Thk dengan nilai sebesar
0.250. Pada tahun 2017-2018, nilai terendah dialami oleh Austindo Nusantara Jaya
Thbk dengan nilai 0.250. Pada tahun 2019 nilai terendah dialami oleh Vale Indonesia
Tbhk dengan nilai sebesar 0.200. Sementara pada tahun 2020 nilai proporsi
komisaris independen paling rendah sebesar 0.250 dialami oleh Sawit Sumbermas
Sarana Tbk.

Untuk perkembangan nilai rata-rata proporsi komisaris independen pada
perusahaan sektor pertanian dan pertambangan periode 2016-2020, dapat dilihat

pada grafik berikut:

Proporsi Komisaris Independen

0.324 0.319 0.306 0.322 0.317

0.2
0.1

0.0
2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Rata-Rata Proporsi Komisaris Independen

Pada tabel 4.3 dan gambar 4.1 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata proporsi
komisaris independen pada tahun 2016 sebesar 0.324, pada tahun 2017 mengalami
penurunan pada proporsi komisaris independen menjadi 0.319, pada tahun 2018

terjadi penurunan kembali menjadi 0.306, sedangkan pada tahun 2019 mengalami
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peningkatan menjadi 0.322, dan pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali
menjadi 0.317. Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan rata-rata maksimal ada
di tahun 2016 sedangkan rata-rata minimal ada pada tahun 2018.

Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat juga disimpulkan bahwa tingkat
proporsi komisaris independen perusahaan sektor pertanian dan pertambangan
dengan rata rata 0.318 dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan mengenai dewan
komisaris independen yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
N0.33/POJK.04/2014 yaitu dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua)
orang, 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen. Jika dewan komisaris
terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah komisaris independen wajib paling

kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

4.1.2.2. Kepemilikan Institusional

Tabel 4.4
Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional
No. Kode  ™o16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Mean
Pertanian (Agriculture)
1 AALI 0.797 | 0.797 | 0.797 0.797 0.797 0.797
ANJT 0.817| 0.817| 0.817 0.817 0.817 0.817
3 BISI 0.541| 0.541| 0.541 0.541 0.541 0.541
4 BWPT 0.691 | 0.746 | 0.747 0.747 0.747 0.736
5 DSFI 0.740 | 0.740 | 0.740 0.693 0.693 0.721
6 DSNG 0550 | 0559 | 0559 | 0.560| 0.560 0.557
7 GZCO 0.626 | 0.284 | 0.284 0.284 0.284 0.352
8 JAWA 0.705| 0.869| 0.869| 0.800| 0.800 0.809
9 LSIP 0.596 | 0.596 | 0.596 0.596 0.596 0.596
10 PALM 0.883| 0.890| 0.890| 0.890| 0.890 0.889
11 SGRO 0.728 | 0.727 | 0.725 0.725 0.670 0.715
12 SIMP 0.785| 0.785| 0.785 0.785 0.785 0.785
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Tabel 4.4
Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional
No. Kode  ™o16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Mea"
13 | SMAR 0972 | 0.924| 0924 | 0924| 0.924| 0.934
14 SSMS 0.674 | 0.666 | 0.640 0.658 0.682 0.664
15 | UNSP 0.031| 0031| 0264 | 0.173| 0.186| 0.137
Pertambangan (Mining)

16 ADRO 0439 | 0.439| 0.439 0.439 0.439 0.439
17 | ANTM 0.650 | 0.650| 0.650| 0.650| 0.650| 0.650
18 APEX 0.840 | 0.821| 0.829 0.840 0.870 0.840
19 | ARTI 0.654 | 0.447 | 0.447 | 0.447| 0.424| 0.484
20 | BRMS 0.945| 0.807| 0.798| 0.877| 0.887| 0.863
21 BSSR 0.907 | 0.907 | 0.907 0.907 0.907 0.907
22 BYAN 0.300 | 0.300| 0.300 0.300 0.300 0.300
23 | CITA 0968 | 0.974| 0974 | 0973| 0.977| 0.973
24 CTTH 0.519| 0.522 | 0.464 0.528 0.530 0.513
25 DOID 0.392 | 0.382| 0.379 0.379 0.379 0.382
26 | DSSA 0599 | 0599 | 0599 | 0.599| 0599 | 0.599
27 ELSA 0.560 | 0.560 | 0.560 0.560 0.560 0.560
28 ENRG 0.319| 0.146 | 0.438 0.438 0.399 0.348
29 GEMS 0.970 | 0970 | 0.970 0.970 0.970 0.970
30 HRUM 0.755| 0.779 | 0.781 0.834 0.799 0.789
31 INCO 0.795| 0.795| 0.795 0.795 0.795 0.795
32 | INDY 0.687 | 0.684| 0.684| 0.684| 0.684| 0.685
33 ITMG 0.651| 0.651| 0.651 0.651 0.651 0.651
34 KKGI 0.649 | 0.649 | 0.649 0.649 0.649 0.649
35 MBAP 0.900 | 0.900 | 0.900 0.900 0.900 0.900
36 MDKA 0.757 | 0.610| 0.514 0.456 0.434 0.554
37 MEDC 0.808 | 0.724 | 0.720 0.716 0.732 0.740
38 MTFN 0.515| 0.396| 0.448 0.448 0.396 0.441
39 MYOH 0.636 | 0.636 | 0.590 0.590 0.590 0.608
40 PTRO 0.698 | 0.698 | 0.698 0.698 0.698 0.698
41 | RUIS 0.280 | 0.322| 0.380| 0.382| 0.382| 0.349
42 SMRU 0.490 | 0.501| 0.589 0.589 0.604 0.555
43 TOBA 0.931| 0.933| 0.933 0.933 0.933 0.932

Max 0.972| 0974 | 0.974 0.973 0.977 0.973

Min 0.031| 0.031| 0.264 0.173 0.186 0.137

Mean 0.523 | 0.505| 0.514 0.513 0.511 0.513
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Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nilai kepemilikan institusional tertinggi pada
tahun 2016 dialami oleh Smart Tbk dengan nilai 0.972. Sementara pada tahun 2017-
2020 nilai kepemilikan institusional tertinggi dialami oleh Cita Mineral Investindo
Tbk dengan nilai 0.974, 0.974, 0.973 dan 0.977.

Nilai kepemilikan intitusional terendah pada tahun 2016-2020 dialami oleh
Bakrie Sumatera Plantations Th dengan nilai berturut-turut sebesar 0.031, 0.031,
0.264, 0.173, dan 0.186.

Untuk perkembangan nilai rata-rata kepemilikan institusional pada
perusahaan sektor pertanian dan pertambangan periode 2016-2020, dapat dilihat

pada grafik berikut:

Kepemilikan Institusional

0.523 0.505 0.514 0.513 0.511

0.5 - - v

2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 4.2. Grafik Perkembangan Rata-Rata Kepemilikan Institusional

Pada tabel 4.4 dan gambar 4.2 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata

kepemilikan institusional pada tahun 2016 sebesar 0.523, pada tahun 2017

mengalami penurunan pada kepemilikan institusional menjadi 0.505, pada tahun

120



2018 kembali mengalami peningkatan menjadi 0.514, pada tahun 2019 dan 2020
mengalami penurunan dengan nilai kepemilikan institusional 0.513 dan 0.511.
Berdasarkan hasil rata-rata diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepemilikan
institusional perusahaan sektor pertanian dan pertambangan dengan rata rata 0.513
dapat dikatakan cukup tinggi karena 51% sahamnya dimiliki institusi sehingga

mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

4.1.2.3. Ukuran Perusahaan

Tabel 4.5
Ukuran Perusahaan
Ukuran Perusahaan

No. | Kode ™5016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Me&
Pertanian (Agriculture)

1 AALI 30.818 | 30.847 | 30.922 | 30.926 | 30.955 | 30.894
2 ANJT 29.591 | 29.666 | 29.798 | 29.793 | 29.824 | 29.734
3 BISI 28.513 | 28.595 | 28.648 | 28.710 | 28.701 | 28.633
4 BWPT 30.419 | 30.403 | 30.414 | 30.391 | 30.343 | 30.394
5 DSFI 26.518 | 26.624 | 26.727 | 26.693 | 26.647 | 26.642
6 DSNG 29.733 | 29.752 | 30.094 | 30.084 | 30.281 | 29.989
7 GZCO 28.897 | 28.889 | 28.699 | 28.297 | 28.393 | 28.635
8 JAWA 28.822 | 28.829 | 28.867 | 28.881 | 28.882 | 28.856
9 LSIP 29.878 | 29.908 | 29.937 | 29.956 | 30.022 | 29.940
10 PALM 28.982 | 28.678 | 28.320 | 28.477 | 29.028 | 28.697
11 SGRO 29.751 | 29.745 | 29.830 | 29.879 | 29.908 | 29.823
12 SIMP 31.113 | 31.140 | 31.177 | 31.184 | 31.198 | 31.162
13 SMAR 30.895 | 30.931 | 31.009 | 30.956 | 31.187 | 30.996
14 SSMS 29.600 | 29.895 | 30.055| 30.103 | 30.179 | 29.966
15 UNSP 30.319 | 30.262 | 30.224 | 29.759 | 29.656 | 30.044
Pertambangan (Mining)

16 | ADRO 32.110 | 32.154 | 32.259 | 32.239 | 32.130 | 32.178
17 ANTM 31.032 | 31.033 | 31.137 | 31.039 | 31.088 | 31.066
18 | APEX 29.847 | 29.689 | 29.639 | 29.572 | 29.188 | 29.587
19 | ARTI 28.593 | 28.550 | 28.621 | 28.211 | 27.472 | 28.289
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Tabel 4.5
Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan
No. Kode =016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Mean

20 BRMS 30.308 | 30.092 | 29.935| 29.924 | 29.745 | 30.001

21 BSSR 28.536 | 28.677 | 28.898 | 28.880 | 28.943 | 28.787
22 BYAN 30.036 | 30.119 | 30.444 | 30.508 | 30.760 | 30.374
23 CITA 28.634 | 28.616 | 28.815| 28.982 | 29.050 | 28.820
24 CTTH 27.146 | 27.275 | 27.324 | 27.333 | 27.265 | 27.269
25 DOID 30.109 | 30.179 | 30.474 | 30.429 | 30.250 | 30.288
26 DSSA 31.093 | 31.297 | 31.510 | 31.604 | 31.355 | 31.372
27 ELSA 29.064 | 29.211 | 29.364 | 29.549 | 29.654 | 29.368
28 ENRG 30.295 | 20.958 | 29.991 | 29.876 | 30.109 | 30.046
29 GEMS 29.317 | 29.711 | 29.948 | 30.016 | 30.071 | 29.812
30 HRUM 29.407 | 29.513 | 29.531 | 29.485| 29.595 | 29.506
31 INCO 31.031 | 31.023 | 31.088 | 31.061 | 31.112 | 31.063
32 INDY 30.534 | 31.224 | 31.234| 28.916 | 31.185| 30.619
33 ITMG 30.419 | 30.544 | 30.670 | 30.453 | 30.425 | 30.502
34 KKGI 27913 | 27.984 | 28.161 | 28.194 | 28.058 | 28.062
35 MBAP 28.078 | 28.410 | 28.552 | 28.615 | 28.574 | 28.446

36 MDKA 29.045 | 29.243 | 30.079 | 30.212 | 30.217 | 29.759
37 MEDC 31.515 | 31.876 | 31.963 | 32.055| 32.051 | 31.892

38 MTFEN 26.454 | 27.371 | 27.750 | 27.428 | 27.309 | 27.262
39 MYOH 28.313 | 28.243 | 28.416 | 28.432 | 28.388 | 28.358
40 PTRO 29.290 | 29.409 | 29.704 | 29.668 | 29.642 | 29.543
41 RUIS 27.610 | 27.590 | 27.621 | 27.855 | 27.928 | 27.721
42 SMRU 28.517 | 28.339 | 28.277 | 28.147 | 27.885 | 28.233
43 TOBA 28.888 | 20.183 | 29.614 | 30.083 | 30.019 | 29.557
Max 32.110 | 32.154 | 32.259 | 32.239 | 32.130 | 32.178
Min 26.454 | 26.624 | 26.727 | 26.693 | 26.647 | 26.642
Mean 23.036 | 23.103 | 23.195| 23.143 | 23.176 | 23.131

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nilai ukuran perusahaan tertinggi pada tahun
2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dialami oleh Adaro Energy Tbk dengan nilai
berturut-turut 32.110, 32.154, 32.259, 32.239, dan 32.130.

Nilai ukuran perusahaan terendah pada tahun 2016 dialami oleh Capitalinc

Investment Thk dengan nilai sebesar 26.454. Sementara pada tahun 2017-2020,
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nilai terendah dialami oleh Dharma Samudera Fishing Industries dengan nilai
26.624, 26.727, 26.693 dan 26.647.

Untuk perkembangan nilai rata-rata ukuran perusahaan pada perusahaan
sektor pertanian dan pertambangan periode 2016-2020, dapat dilihat pada grafik

berikut:

Ukuran Perusahaan

26.000
25.000

24.000

23.195 23.143 23.176
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23.000 =

22.000
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Gambar 4.3. Grafik Perkembangan Rata-Rata Ukuran Perusahaan

Pada tabel 4.5 dan gambar 4.3 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata ukuran
perusahaan pada tahun 2016 sebesar 23.036, pada tahun 2017 mengalami
peningkatan pada ukuran perusahaan menjadi 23.103, pada tahun 2018 kembali
mengalami peningkatan menjadi 23.195, pada tahun 2019 mengalami penurunan
dengan nilai ukuran perusahaan 23.143, dan pada tahun 2020 mengalami
peningkatan kembali menjadi 23.176.

Berdasarkan hasil rata-rata diatas dapat dilihat bahwa tingkat ukuran
perusahaan sektor pertanian dan pertambangan dengan rata rata 23.131 dapat

dikatakan rata-rata perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia merupakan
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perusahaan berukuran besar dikarenakan ciri dari perusahaan besar adalah memiliki

kekayaan bersih lebih bedar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan.

4.1.2.4. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Proksi ETR

Tabel 4.6
Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak (ETR)
No. Kode 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | V€@
Pertanian (Agriculture)
1 AALI 0043| 0281| 0311 0.631] 0.389| 0.331
ANJT 0.525| 0.352 1.074| 1610| 0.853| 0.883
3 BISI 0.260 | 0.223| 0.201| 0.242| 0.245| 0.234
4 BWPT -0.164 | -0.131| 0.165| 0.192| 0.036| 0.020
5 DSFI 0.253 | 0.263| 0.247| 0.233] 0.161| 0.231
6 DSNG 0.253 | 0.291| 0.293| 0.364| 0.312| 0.303
7 GZCO 0029 | 0.196| 0.159| 0.063| 0.178| 0.125
8 JAWA -0.012 | 0.147| 0.014| 0.108| 0.039 | 0.059
9 LSIP 0239 | 0.241| 0.210| 0.284| 0.189| 0.233
10 PALM 0.126 | 0.096 | -0.286| 0.012| -0.003| -0.011
11 SGRO -0.722 | 0.370| 0.555| 0.770| 2909 | 0.777
12 SIMP 0.563 | 0.417 1.861 | -2.257 0.666 0.250
13 SMAR -0.817 | 0.018| 0.148| 0.229| 0.262 | -0.032
14 SSMS 0302 | 0.277| 0.745| 0.922| 0.354| 0.520
15 UNSP -0.888 | -0.299 | 0.058 | -0.017 | -0.201 | -0.270
Pertambangan (Mining)
16 ADRO 0377 | 0.423| 0.418| 0.340| 0.287| 0.369
17 ANTM 0.727| 0.700| 0.309| 0.718| 0.300| 0.551
18 APEX 0.232| 0.045| 0.055| 0.270| -0.014| 0.118
19 ARTI -3.527 | 0.121 0.283| 0.000| -0.038| -0.632
20 BRMS 0.110| -0.436| 0.000| -0.029| 0.708 | 0.071
21 BSSR 0230 | 0.259| 0.260| 0.263| 0.253| 0.253
22 BYAN 0.389 | 0.195 0.247 | 0.248 0.193 0.255
23 CITA 0.003| -0.014| 0.088| 0.225| 0.228| 0.106
24 CTTH 0220 | 0.321| 0.443| 0.033| -0.119| 0.179
25 DOID 0.389 | 0.461 0.299 | 0.413 0.038 0.320
26 DSSA 0337 | 0330| 0.379| 0461| -9.685| -1.636
27 ELSA 0244 | 0.232| 0.215| 0.236| 0.278| 0.241
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Tabel 4.6
Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak (ETR)

No. Kode  ™o016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | M€
28 | ENRG 0083 | 0839| 1654| 0.723| 0461| 0719
29 | GEMS 0.007 | 0.282| 0258| 0335| 0246| 0226
30 | HRUM 0388 | 0.237| 0166| 0215| 0060| 0213
31 | INCO 0.631| 0337| 0268| 0356| 0209| 0.360
32 | INDY 0.094 | -0072| 0631] 0908 -0.043| 0.304
33 | ITMG 0319 | 0302| 0296| 0320| 0479| 0343
34 | KKGI 0.346 | 0.316| 0575| 0326| 0073| 0327
35 | MBAP 0250 | 0.255| 0256| 0272 0.265| 0.260
36 | MDKA 0572 | 0316| 0333| 0362| 0486| 0414
37 | MEDC 0241 | 0473| 0921| 1.113| -0.736| 0.403
38 | MTFN 0001 | 0201| 0258| 0.307| -0189| 0.115
39 | MYOH 0278 | 0277| 0254| 0253| 0223| 0257
40 | PTRO 0.110| 0230| 0329| 0228| 0085| 0.152
41 | RUIS 0525 | 0462| 0393| 0347| 0427| 0431
42 | SMRU 0071 | 3443| 0163] -0013| 0060| 0.745
43 | TOBA 0.439 | 0313| 0300| 0304| 0.149| 0.301

Max 0.727 | 3443| 1861| 1.610| 2.909| 0.883

Min 3527 | -0.436| -0.286 | -2.257 | -9.685| -1.636

Mean 0.067 | 0247| 0287| 0235| 0020| 0171

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, nilai ETR tertinggi pada tahun 2016 dialami
oleh Aneka Tambang Tbk sebesar 0.727, pada tahun 2017 nilai ETR tertinggi
dialami oleh SMR Utama Tbk dengan nilai ETR sebesar 3.443, pada tahun 2018
Salim Ivomas Pratama Tbhk memiliki nilai ETR tertinggi yaitu 1.861, sementara
pada tahun 2019 perusahaan dengan nilai ETR tertinggi adalah Austindo Nusantara
Jaya Tbk dengan nilai ETR sebesar 1.610, sedangkan pada tahun 2020 Sampoerna
Agro Thk memiliki nilai ETR tertinggi yaitu 2.909.

Nilai ETR terendah pada tahun 2016 dialami oleh Ratu Prabu Energi Tbk
dengan nilai sebesar -3.527, pada tahun 2017 nilai ETR terendah dialami oleh Bumi

Resources Minerals Tbk dengan nilai ETR sebesar -0.436, pada tahun 2018
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Provident Agro Tbhk memiliki nilai ETR terendah yaitu -0.286 dan pada tahun 2019
Salim Ivomas Pratama Tbk memiliki nilai ETR terendah sebesar -2.257. Sementara
pada tahun 2020, nilai terendah dialami oleh Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan
nilai ETR sebesar -9.685.

Untuk perkembangan nilai rata-rata ETR pada perusahaan sektor pertanian

dan pertambangan perioe 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut:

Effective Tax Rate

0.100

Gambar 4.4. Grafik Perkembangan Rata-Rata Penghindaran Pajak (ETR)

Pada tabel 4.6 dan gambar 4.4 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata ETR pada
tahun 2016 sebesar 0.067, pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada ETR
menjadi 0.247, pada tahun 2018 ETR mengalami peningkatan kembali menjadi
0.287, pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai ETR 0.235, dan pada
tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 0.020.

Berdasarkan hasil rata-rata diatas dapat dilihat bahwa tingkat ETR sektor
pertanian dan pertambangan dengan rata rata 0.171 atau sama dengan 17.1%. Hal
ini menunjukkan bahwa jika nilai ETR berada diantara 0 sampai dengan 1

menunjukkan bahwa adanya pembayaran beban pajak yang efektif, dan nilainya
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tidak kurang dari O sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan diatas

tidak menunjukkan adanya tindakan tax avoidance yang semakin tinggi.

4.1.2.4. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Proksi CETR

Tabel 4.7
Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak (CETR)
No. | Kode ™2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Me&
Pertanian (Agriculture)
1 AALI 0.361 | 0.318 0.494 | 0.353| -0.383 0.229
ANJT 0.735| 0.159 | 3.948| 1.094| 0.349 1.257
3 BISI 0220 | 0.255| 0.248| 0.325| 0.319| 0.274
4 BWPT -0.221 | -0.303 | -0.128 | -0.011 | -0.001 | -0.133
5 DSFI 0519 | 0316| 0433| 0.283| 0.000| 0.310
6 DSNG 0.493 | 0.148 0.497 | 1.107 0.154 0.480
7 GZCO -0.012 | -0.060| 0.000| -0.008| 0.250| 0.034
8 JAWA -0.001 | -0.010| 0.000| 0.000| 0.000| -0.002
9 LSIP 0.164| 0.269| 0.487| 0.134| 0.085| 0.228
10 PALM 0.025| 0594 | -0.116 | -0.174 0.000 0.066
11 SGRO 0.729 | 0.252 1.307 | 0.611| 0.357| 0.651
12 SIMP 0.349 | 0.578 2.719 | -1.561 0.222 0.461
13 SMAR 0.258 | 0.230| 0420 0.162| 0.073| 0.229
14 SSMS 0.217 | 0.274 1.210 | 1.913| 0.269| 0.777
15 UNSP -0.625 | -0.094 | -0.020 | -0.005| -0.009 | -0.151
Pertambangan (Mining)
16 ADRO 0284 | 0555| 049 | 0466| 0.811| 0.522
17 ANTM 0.421| 0431 0.436 | 1.069 0.204 0.512
18 APEX -0.124 | -0.020 | -0.023 | 0.025 0.009 | -0.026
19 ARTI -5.051 | 1.729| 0.387 | -0.002 | -0.001| -0.588
20 BRMS -0.017 | -0.023| -0.103| 0.275| 0.034| 0.033
21 BSSR 0562 | 0.221| 0424 0.605| 0.174| 0.397
22 BYAN 1152 | 0.101| 0.219| 0.683| 0.141| 0.459
23 CITA 0.165| 0.143| 0.045| 0546| 0.718| 0.323
24 CTTH 0.239 | 1.003 0.410 | -0.026 | -0.031 0.319
25 DOID 0340 | 0461 | 0.344| 0.793| 0.756| 0.539
26 DSSA 0.085| 0.121| 0.389| 0.379| -5.222| -0.850
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Tabel 4.7
Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak (CETR)

No. Kode  ™2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | "M€"
27 | ELSA 0.364| 0430| 0610| 0502| 0744| 0530
28 | ENRG 0096 | 1.464| 3.968| 0521| 0567| 1.285
29 | GEMS 0.100| 0.108| 0521| 0421| 0.168| 0263
30 | HRUM 0.047 | 0.189| 0578| 0574| 0059| 0.290
31 | INCO 6.550 | -0.650 | 0.440| 0792| 0403| 1.507
32 | INDY 0215| 0163| 1.028| 4.264| -1.295| 0.789
33 | ITMG 0339 | 0.165| 0297| 0599| 0864| 0453
34 | KKGI 0208 | 0314| 4290| 0062| -0.175| 0.940
35 | MBAP 0.382| 0200| 0365| 0213| 0065| 0263
36 | MDKA | -0872| 0000| 0334| 0474| 0638| 0.115
37 | MEDC 0.090 | 0565| 0849| 1.176| -1.472| 0.242
38 | MTFN 0.000 | 2263| 0431| 0012| -0.128| 0516
39 | MYOH 0.325| 0434| 0202| 0292| 0230| 0297
40 | PTRO -0553 | 0.180| 0.091| 0319| 0425| 0.092
41 | RUIS 0.426 | 0.611| 0377| 0395| 0423| 0447
42 | SMRU 0.200| 2.620| 0935| -0036| 0.173| 0.778
43 | TOBA 0503 | 0219| 0278| 0280| 0.147| 0285

Max 6550 | 2.620 | 4.290| 4264| 0864| 1.507

Min 5051 | -0.650 | -0.128 | -1.561 | -5222| -0.850

Mean 0.165| 0309| 0548| 0362 0020| 0.281

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, nilai CETR tertinggi pada tahun 2016 dialami
boleh Vale Indonesia Tbk sebesar 6.550, pada tahun 2017 nilai CETR tertinggi
dialami oleh SMR Utama Tbk dengan nilai CETR sebesar 2.620, pada tahun 2018
Resource Alam Indonesia Tbk memiliki nilai CETR tertinggi yaitu 4.290,
sementara pada tahun 2019 perusahaan dengan nilai ETR tertinggi adalah Indika
Energy Tbk dengan nilai CETR sebesar 4.264, sedangkan pada tahun 2020 Indo
Tambangraya Megah Thk memiliki nilai CETR tertinggi yaitu 0.864.

Nilai CETR terendah pada tahun 2016 dialami oleh Ratu Prabu Energi Thk

dengan nilai sebesar -5.051, pada tahun 2017 nilai CETR terendah dialami oleh
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Vale Indonesia Thk dengan nilai CETR sebesar -0.650, pada tahun 2018 Eagle High
Plantations Tbk memiliki nilai CETR terendah yaitu -0.128, pada tahun 2019, Salim
Ivomas Pratama Thk dengan nilai CETR sebesar -1.561. Sementara pada tahun
2020, nilai terendah dialami oleh Dian Swastatika Sentosa Tbk dengan nilai CETR
sebesar -5.222.

Untuk perkembangan nilai rata-rata CETR pada perusahaan sektor

pertanian dan pertambangan perioe 2016-2020, dapat dilihat pada grafik berikut:

Cash Effective Tax Rate

0.6 0.548

0.4 0.362
0.309

0.3

0.2 0.165

0.1
.020

0.0
2016 2017 2018 2019 2020

Gambar 4.5. Grafik Perkembangan Rata-Rata Penghindaran Pajak (CETR)

Pada tabel 4.7 dan gambar 4.5 diatas, dapat dilihat nilai rata-rata CETR pada
tahun 2016 sebesar 0.165, pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada CETR
menjadi 0.309, pada tahun 2018 CETR mengalami peningkatan menjadi 0.548,
pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan nilai CETR 0.362, dan pada tahun
2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 0.020.

Berdasarkan hasil rata-rata diatas dapat dilihat bahwa tingkat CETR sektor

pertanian dan pertambangan dengan rata rata 0.281 atau sama dengan 28.1%. Hal
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ini menunjukkan bahwa jika nilai CETR berada di atas 25% menunjukkan bahwa

tidak adanya praktik penghindaran pajak.

4.1.2.5. Rata-Rata dan Standar Deviasi
Statistik deskriptif dipergunakan untuk menunjukkan jumlah data yang
digunakan dalam suatu penelitian serta dapat menunjukkan nilai rata-rata dan
standar deviasi masing-masing variabel penelitian. Deskriptif dari masing-masing
variabel penelitian adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8

Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

N Minimum [ Maximum| Mean S_td'.

Deviation
Kl 215 .200 .667 40618 .096788
INST 215 .031 977 .65637 .204463
SIZE 215 26.454 32.259( 29.58571 1.271686
ETR 215 -0.685 3.443 .21896 .860451
CETR 215 -5.222 6.550 35909 .986469
Valid N (listwise) 215

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.8 terdapat informasi
mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari
setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

1. Variabel penghindaran pajak dengan proksi ETR pada perusahaan sektor
pertanian dan pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar -
9.685, nilai maksimum 3.443, nilai rata-rata 0.21896, dan nilai standar deviasi

sebesar 0.860451.
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4.2.

Variabel penghindaran pajak dengan proksi CETR pada perusahaan sektor
pertanian dan pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar -
5.222, nilai maksimum 6.550, nilai rata-rata 0.35909, dan nilai standar deviasi
sebesar 0.986469.

Variabel proporsi komisaris independen (KI) pada perusahaan sektor pertanian
dan pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 0.200, nilai
maksimum 0.667, nilai rata-rata 0.40618, dan nilai standar deviasi sebesar
0.096788.

Variabel kepemilikan institusional (INST) pada perusahaan sektor pertanian
dan pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 0.031, nilai
maksimum 0.977, nilai rata-rata 0.65637, dan nilai standar deviasi sebesar
0.204463.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) pada perusahaan sektor pertanian dan
pertambangan yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 26.454, nilai
maksimum 32.259, nilai rata-rata 29.58571, dan nilai standar deviasi sebesar

1.271686.

Uji Asumsi Klasik

Analisis regresi berganda mengharuskan untuk mencari keabsahannya,

penelitian ini akan diuji menggunakan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi

klasik digunakan untuk memenuhi prasyarat dalam melakukan pengujian analisis

regresi berganda. Uji asumsi Kklasik digunakan untuk menguji kelayakan model

131



regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

4.2.1. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: ETR
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Gambar 4.6 Uji Normalitas (ETR)

Berdasarkan gambar 4.6 bahwa titik menyebar cukup jauh dari sekitar garis
dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka terjadi perselisihan dalam melihat
titik-titik dari hasil output Normal P P-Plot tersebut, sehingga nilai residu yang
dihasilkan dari data penelitian tersebut bernilai tidak normal. Untuk memastikan
apakah nilai residu tersebut normal atau tidak, peneliti akan melakukan penelitian
uji normalitas dengan menggunakan metode atau teknik lain, metode yang akan
digunakan peneliti untuk menguji permasalahan diatas adalah uji normalitas
Kolmogorov Smirnov dengan SPSS guna memastikan jika memang betul data tidak

berdistribusi dengan normal.
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Tabel 4.9
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 215
Normal Parameters*®  Mean .0000000
Std. Deviation .84958994

Most Extreme Absolute .286
Differences Positive .209
Negative -.286

Test Statistic .286
Asymp. Sig. (2-tailed) .000°

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil output uji normalitas Kolmogorov Smirnov pada tabel 4.9
diatas, nilai signifikansi Asiymp.Sig (2-tailed) bernilai 0.000 lebih kecil dari pada
0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi dengan
normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi
tidak terpenuhi.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: CETR
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Gambar 4.7 Uji Normalitas (CETR)
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Berdasarkan gambar 4.7 bahwa titik menyebar cukup jauh dari sekitar garis
dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka terjadi perselisihan dalam melihat
titik-titik dari hasil output Normal P P-Plot tersebut, sehingga nilai residu yang
dihasilkan dari data penelitian tersebut bernilai tidak normal. Untuk memastikan
apakah nilai residu tersebut normal atau tidak, peneliti akan melakukan penelitian
uji normalitas dengan menggunakan metode atau teknik lain, metode yang akan
digunakan peneliti untuk menguji permasalahan diatas adalah uji normalitas
Kolmogorov Smirnov dengan SPSS guna memastikan jika memang betul data tidak

berdistribusi dengan normal.

Tabel 4.10
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N 215
Normal Parameters*®  Mean .0000000
Std. Deviation 97413048

Most Extreme Absolute 228
Differences Positive 210
Negative -.228

Test Statistic 228
Asymp. Sig. (2-tailed) .000°

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan hasil output uji normalitas Kolmogorov Smirnov pada tabel
4.10 diatas, nilai signifikansi Asiymp.Sig (2-tailed) bernilai 0.000 lebih kecil dari

pada 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi
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dengan normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model

regresi tidak terpenuhi.

4.2.2. Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi
antar variabel independent dalam model regresi. Model regresi dapat dikatakan baik
apabila tidak terjadi korelasi antara variabel independent atau dengan kata lain,
model regresi berganda yang baik adalah model regresi yang tidak mengalami
multikoliniearitas.
Tabel 4.11

Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients?

Collinearity
Statistics
Model Tolerance | VIF
1 (Constant)
Kl .997 1.003
INST .992 1.008
SIZE .995 1.005

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai
tolerance untuk semua variabel independen > 0.10 yaitu 0.997 untuk variabel
proporsi komisaris independen (K1), 0.992 untuk variabel kepemilikan institusional
(INST), dan 0.995 untuk variabel ukuran perusahaan.

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan

bahwa nilai VIF semua variabel < dari 0.10 yaitu 1.003 untuk variabel proporsi

135



komisaris independen, 1.008 untuk variabel kepemilikan institusional, dan 1.005
untuk variabel ukuran perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
tidak ada korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas
dalam model regresi penelitian ini.

Tabel 4.12

Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients?

Collinearity
Statistics
Model Tolerance | VIF
1 (Constant)
Kl .997 1.003
INST .992 1.008
SIZE .995 1.005

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai
tolerance untuk semua variabel independen > 0.10 yaitu 0.997 untuk variabel
proporsi komisaris independen (K1), 0.992 untuk variabel kepemilikan institusional
(INST), dan 0.995 untuk variabel ukuran perusahaan.

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan
bahwa nilai VIF semua variabel < dari 0.10 yaitu 1.003 untuk variabel proporsi
komisaris independen, 1.008 untuk variabel kepemilikan institusional, dan 1.005
untuk variabel ukuran perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
tidak ada korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas

dalam model regresi penelitian ini.
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4.2.3. Uji Autokorelasi

Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya).

Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak mengalami autokorelasi.
Pengujian durbin-watson (DW test) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat

apakah data terbebas dari autokorelasi atau tidak. autokorelasi. Dikatakan tidak

terdapat autokorelasi jika nilai du < d < 4-du.

Tabel 4.13

Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary®

Adjusted R | Std. Error of Durbin-
Model R R Square Square the Estimate Watson
1 1582 025 011 .855608 2.016
a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST
b. Dependent Variable: ETR

Tabel 4.14

Durbin-Watson test Bound
k=3
N dL du
215 1.747 1.790

Dari tabel hasil uji autokorelasi diatas, diperoleh nilai Durbin-Watson (d)
sebesar 2.016. Nilai Durbin-Watson (d) 2.016 lebih besar dari batas atas (dU) yakni
1.790 dan kurang dari (4-dU) 4-1.790=2.210. Maka sebagaimana dasar

pengambilan keputusan dalam uji durbin Watson diatas, dapat disimpulkan bahwa
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tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian analisis regresi
linear berganda untuk uji hipotesis penelitian diatas dapat dilakukan atau

dilanjutkan.

Tabel 4.15
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary®

Adjusted R | Std. Error of Durbin-
Model R R Square Square the Estimate Watson

1 1582 025 011 .981031 2.004
a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: CETR

Tabel 4.16
Durbin-Watson test Bound
k=3
N dL du
215 1.747 1.790

Dari tabel hasil uji autokorelasi diatas, diperoleh nilai Durbin-Watson (d)
sebesar 2.004. Nilai Durbin-Watson (d) 2.004 lebih besar dari batas atas (dU) yakni
1.790 dan kurang dari (4-dU) 4-1.790=2.210. Maka sebagaimana dasar
pengambilan keputusan dalam uji durbin Watson diatas, dapat disimpulkan bahwa
tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi. Dengan demikian analisis regresi
linear berganda untuk uji hipotesis penelitian diatas dapat dilakukan atau

dilanjutkan.
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4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain (heteroskedastisitas).

Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi heteroskedastisitas.
Mendeteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan Scatter Plot.
Dimana apabila tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan

dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Scatterplot
Dependent Variable: ETR
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Gambar 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.8 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat titik-titik
tersebut berada pada angka 0 pada sumbu Y dan membentuk pola tertentu. Titik-
titik data tidak tersebar sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah

heteroskedastisitas.
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Scatterplot
Dependent Variable: CETR
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Gambar 4.9 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 4.9 hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat titik-titik
tersebut berada pada angka 0 pada sumbu Y dan membentuk pola tertentu. Titik-
titik data tidak tersebar luas, namun cukup tersebar, sehingga dapat disimpulkan

bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.  Analisis Korelasi

Analisis korelasi merupakan nilai yang menunjukan keeratan hubungan
yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen untuk
memberikan interpretasi pada koefisien korelasi yang diperoleh. Acuan yang

digunakan peneliti untuk menjadi interpretasi gambaran korelasi sebagai berikut:
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Tabel 4.17
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Terhadap Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0.00 - 0.199 Sangat rendah
0.20-0.399 Rendah
0.40 - 0.599 Sedang
0.60-0.799 Kuat
0.80-1.00 Sangat Kuat

Berikut merupakan hasil analisis korelasi antar variabel independen dengan

variabel dependen dengan menggunakan software SPSS:

Tabel 4.18

Hasil Uji Korelasi

Correlations

KI INST SIZE ETR CETR
Kl Pearson Correlation 1 -.051 -.001 -156°| -.153"
Sig. (2-tailed) 456 984 022|  .025
N 215 215 215 215 215
INST Pearson Correlation -.051 1 .072 .002 -.031
Sig. (2-tailed) 456 294 975 .654
N 215 215 215 215 215
SIZE Pearson Correlation -.001 072 1 -.026 -.004
Sig. (2-tailed) 984| 204 708 954
N 215 215 215 215 215
ETR  Pearson Correlation -.156" .002 -.026 1| .654™
Sig. (2-tailed) 022| 975 708 000
N 215 215 215 215 215
CETR Pearson Correlation -.153" -.031 -.004 654" 1
Sig. (2-tailed) 025| 654 954 .000
N 215 215 215 215 215

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Berdasarkan tabel output diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan merujuk
pada ketiga dasar pengambilan keputusan dalam analisis korelasi bivariate pearson
diatas.

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi Sig. (2-tailed)
Dari tabel output diatas diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara proporsi komisaris
independen (K1) dengan penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0.022 <
0.05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel KI dengan
ETR. Sementara nilai Sig. (2-tailed) hubungan proporsi komisaris independen
(K1) dengan penghindaran pajak (CETR) adalah sebesar 0.025 < 0.05 maka
terdapat korelasi yang signifikan antara variabel KI dengan CETR. Selanjutnya,
hubungan antara kepemilikan institusional (INST) dengan penghindaran pajak
(ETR) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.975 > 0.05 maka tidak terdapat
korelasi antara variabel INST dengan ETR. Sementara nilai Sig. (2-tailed)
hubungan antara kepemilikan institusional (INST) dengan penghindaran pajak
(CETR) memiliki nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.654 > 0.05 maka tidak terdapat
korelasi antara variabel INST dengan CETR. Selanjutnya, hubungan antara
ukuran perusahaan (SIZE) dengan penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai
Sig. (2-tailed) sebesar 0.708 > 0.05 maka tidak terdapat korelasi antara variabel
SIZE dengan ETR. Sementara nilai Sig. (2-tailed) hubungan antara ukuran
perusahaan (SIZE) dengan penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai Sig. (2-
tailed) sebesar 0.954 > 0.05 maka tidak terdapat korelasi antara variabel SIZE

dengan CETR.
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2. Berdasarkan Nilai r hitung (Pearson Correlations)
Diketahui nilai r hitung untuk hubungan proporsi komisaris independen (KI)
dengan penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0.156 > r tabel 0.133 maka
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel KI dengan
ETR. Karena r hitung atau Pearson Correlation dalam analisis ini bernilai
negatif berarti hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat negatif atau
dengan kata lain semakin meningkatnya proporsi komisaris independen maka
tingkat penghindaran pajak akan menurun. Sementara nilai r hitung untuk
hubungan proporsi komisaris independen (KI) dengan penghindaran pajak
(CETR) adalah sebesar 0.153 > r tabel 0.133 maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat hubungan atau korelasi antara variabel KI dengan CETR. Karena r
hitung atau Pearson Correlation dalam analisis ini bernilai negatif berarti
hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat negatif atau dengan kata lain
semakin meningkatnya proporsi komisaris independen maka tingkat
penghindaran pajak akan menurun. Selanjutnya, nilai r hitung untuk hubungan
kepemilikan institusional (INST) dengan penghindaran pajak (ETR) adalah
sebesar 0.002 < r tabel 0.133 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada
hubungan atau korelasi antara variabel INST dengan ETR. Sementara nilai r
hitung untuk hubungan kepemilikan institusional (INST) dengan penghindaran
pajak (CETR) adalah sebesar 0.031 < r tabel 0.133 maka dapat disimpulkan
bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara variabel INST dengan CETR.
Selanjutnya, nilai r hitung untuk hubungan ukuran perusahaan (SIZE) dengan

penghindaran pajak (ETR) adalah sebesar 0.026 < r tabel 0.133 maka dapat
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disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan atau korelasi antara variabel SIZE
dengan ETR. Sementara nilai r hitung untuk hubungan ukuran perusahaan
(SIZE) dengan penghindaran pajak (CETR) adalah sebesar 0.004 < r tabel 0.133
maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan atau korelasi antara
variabel SIZE dengan CETR.
3. Berdasarkan Tanda Bintang (*) SPSS

Dari output diatas diketahui bahwa nilai Pearson Correlation antara masing-
masing variabel yang dihubungkan mempunyai dua tanda bintang (**), ini
berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf

signifikansi 1%.

4.4.  Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan untuk membuktikan ada atau tidaknya
pengaruh variabel independen pada variabel dependen serta untuk mengukur

seberapa besar pengaruh variabel independent pada variabel dependen.

4.4.1. Uji Statistik F

Uji-F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-
sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Uji-F dilakukan untuk melihat
pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel

terikat.
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3. Jika nilai signifikan F < 0,05 maka Ho ditolak dan H: diterima. Artinya semua
variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan (simultan)
terhadap variabel dependen/terikat.

4. Jika nilai signifikan F > 0,05 maka Ho diterima dan Hi Artinya, semua variabel
independen/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan (simultan)

terhadap variabel dependen/terikat.

Tabel 4.19
Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA?
Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.
1 Regression 3.974 3 1.325 1.810 146"
Residual 154.466 211 732
Total 158.440 214

a. Dependent Variable: ETR
b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST
Berdasarkan tabel 4.19 diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan merujuk

pada kedua dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova
Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.146.
Karena nilai Sig. 0.146 > 0.05, maka dasar pengambilan keputusan dalam uji F
dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak atau dengan kata lain variabel
proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran
perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

dengan proksi ETR.
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2. Berdasarkan Perbandingan Nilai F Hitung dengan F Tabel
Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai F hitung adalah sebesar
1.810. Karena nilai F hitung 1.810 < F tabel 2.647, maka sebagaimana dasar
pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak
atau dengan kata lain variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan
institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak dengan proksi ETR.

Tabel 4.20
Uji Simultan (Uji F)
ANOVA?
Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.
1 Regression 5.177 3 1.726 1.793 .150P
Residual 203.071 211 .962
Total 208.248 214

a. Dependent Variable: CETR
b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST
Berdasarkan tabel 4.20 diatas, dapat ditarik kesimpulan dengan merujuk
pada kedua dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig.) dari Output Anova
Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai Sig. adalah sebesar 0.150.
Karena nilai Sig. 0.150 > 0.05, maka sesuai dengan dasar pengambilan
keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak diterima atau

dengan kata lain variabel proporsi komisaris independen, kepemilikan
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institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak dengan proksi CETR.
2. Berdasarkan Perbandingan Nilai F Hitung dengan F Tabel

Berdasarkan tabel output SPSS diatas, diketahui nilai F hitung adalag sebesar
1.793. Karena nilai F hitung 1.793 < F tabel 2.647, maka sebagaimana dasar
pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis tidak
diterima atau dengan kata lain variabel proporsi komisaris independen,
kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan secara simultan tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan proksi CETR.

4.4.2. Uji Statistik T
Uji-t dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh
masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel
terikatnya.
1. Jika nilai signifikansi uji-t > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya
tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variaben dependen.
2. Jika nilai signifikansi uji-t < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya

terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
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Tabel 4.21
Uji Parsial (Uji-T)
Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1.307 1.388 942 .347
Kl -1.391 .605 -156| -2.298 .023
INST -.017 .287 -.004 -.058 .954
SIZE -.017 .046 -.026 -.376 .708

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan tabel 4.21 menunjukan hasil pengujian regresi linear berganda
pada tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

ETR = 1.307 + (- 1.391) KI + (-0.017) INST + (-0.017) SIZE + ¢

Berdasarkan tabel 4.21 diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel
proporsi komisaris independen (X1) adalah sebesar 0.023. Dikarenakan nilai Sig.
0.023 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya
terdapat pengaruh proporsi komisaris independen (X1) terhadap penghindaran
pajak proksi ETR (Y).

Uji-t kedua dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (Y).
Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel kepemilikan
institusional (X2) adalah sebesar 0.954. Dikarenakan nilai Sig. 0.954 > 0.05, maka
dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh
kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi ETR ().

Uji-t ketiga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ukuran perusahaan
(X3) terhadap penghindaran pajak proksi ETR (). Berdasarkan tabel diatas,
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diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel ukuran perusahaan (X3) adalah sebesar
0.708. Dikarenakan nilai Sig. 0.708 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa
hipotesis ketiga ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan (X3)

terhadap penghindaran pajak proksi ETR ().

Tabel 4.22
Uji Parsial (Uji T)
Coefficients?

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1.154 1.592 725 469
Kl -1.578 .694 -155| -2.275 .024
INST -.186 .329 -.039 -.565 573
SIZE -.001 .053 -.001 -.020 .984

a. Dependent Variable: CETR

Berdasarkan tabel 4.22 menunjukan hasil pengujian regresi linear berganda
pada tingkat signifikansi 5%, maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

ETR = 1.154 + (-1.578) K1 + (-0.186) INST + (-0.001) SIZE +e

Berdasarkan tabel 4.22 diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel
proporsi komisaris independen (X1) adalah sebesar 0.024. Dikarenakan nilai Sig.
0.024 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Artinya
terdapat pengaruh proporsi komisaris independen (X1) terhadap penghindaran
pajak proksi CETR (Y).

Uji t kedua dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh
kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y).
Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel kepemilikan
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institusional (X2) adalah sebesar 0.573. Dikarenakan nilai Sig. 0.573 > 0.05, maka
dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh
kepemilikan institusional (X2) terhadap penghindaran pajak proksi CETR ().

Uji t ketiga dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ukuran perusahaan
(X3) terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y). Berdasarkan tabel diatas,
diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel ukuran perusahaan (X3) adalah sebesar
0.984. Dikarenakan nilai Sig. 0.984 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa
hipotesis ketiga ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh ukuran perusahaan (X3)

terhadap penghindaran pajak proksi CETR (Y).

4.4.3. Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menguji seberapa jauh
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji

koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23
Uji Koefisien Determinasi (ETR)

Model Summary®

Adjusted R | Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate

1 .158% 025 011 .855608

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST
b. Dependent Variable: ETR
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Besarnya koefisien determinasi sebagai berikut:
Kd = R2x 100%
=0.025 x 100%
=2.5%
Berdasarkan tabel 4.23 menunjukan nilai Nagelkerke’s R. Square sebesar
0.025 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen
yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran
perusahaan sebesar 2.5% sedangkan 97.5% dijelaskan oleh variabel-variabel diluar
penelitian ini. Hal tersebut menunjukan bahwa secara bersama-sama variasi
variabel penghindaran pajak (ETR) sebesar 2.5%.

Tabel 4.24
Uji Koefisien Determinasi (CETR)

Model Summary®

Adjusted R | Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 1582 .025 011 .981031
a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: CETR

Besarnya koefisien determinasi sebagai berikut:
Kd = R%x 100%
=0.025 x 100%
=2.5%
Berdasarkan tabel 4.24 menunjukan nilai Nagelkerke’s R. Square sebesar
0.025 yang berarti variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen

yaitu proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran
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perusahaan sebesar 2.5% sedangkan 97.5% dijelaskan oleh variabel-variabel diluar
penelitian ini. Hal tersebut menunjukan bahwa secara bersama-sama variasi

variabel penghindaran pajak (CETR) sebesar 2.5%.

45. Pembahasan, Implikasi, dan Keterbatasan
4.5.1. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan melalui beberapa
pengujian seperti regresi secara parsial maupun simultan proporsi komisaris
independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap
penghindaran pajak. Berikut ini dipaparkan mengenai penjelasan atas jawaban dari
hipotesis penelitian:

Hasil penelitian statistik secara simultan (uji-f) menunjukan bahwa secara
bersama-sama proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, dan
ukuran perusahaan secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran
pajak (ETR) sebagai variabel dependen. Sedangkan hasil penelitian statistik secara
simultan (uji-f) menunjukan bahwa secara bersama-sama proporsi komisaris
independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan tidak memiliki
pengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR) sebagai variabel dependen.

Dari hasil analisis yang telah dijelaskan diatas tentang pengaruh proporsi
komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap
penghindaran pajak, berikut adalah pemaparan pengaruh yang terjadi diantara

variabel-variabel tersebut:
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1. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak
Hipotesis pertama yaitu proporsi komisaris independen, memberikan nilai
signifikansi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan dasar pengambilan
keputusan sehingga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen
berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR), sehingga hipotesis yang
menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak tidak dapat diterima karena hasil penelitian yang
ditunjukkan pada tabel 4.20. Koefisien bernilai negatif yang menandakan
bahwa proporsi dewan komisaris independen yang efektif mampu mengurangi
kemungkinan adanya perilaku penghindaran pajak. Hal ini sama dengan nilai
signifikansi proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak
(CETR) menunjukkan nilai signifikansi yang lebih kecil jika dibandingakn
dengan dasar pengambilan keputusan, hal ini menunjukkan bahwa porporsi
komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR),
sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen
tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima karena
hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.21. Koefisien bernilai negatif
menandakan bahwa proporsi dewan komisaris independen yang efektif mampu
mengurangi kemungkinan adanya perilaku penghindaran pajak. Hal tersebut
sesuai dengan pengangkatan dewan komisaris independen yang dilakukan
untuk memenuhi regulasi dan dimaksudkan untuk menegakkan good corporate
governance dan ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30%

membuat dewan komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan
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perusahaan, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardoyo et al.,
(2022), Monica et al., (2021), Wijayanti dan Merkusiwati (2017), dan
Simorangkir et al., (2020).

. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kedua yaitu kepemilikan institusional, memberikan nilai signifikansi
yang lebih besar jika dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusan, hal
ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak (ETR), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat
diterima karena hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.20 yang berarti
terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol
yang baik terhadap tindakan manajemen atas perilaku untuk memenuhi
kepentingan diri sendiri. Koefisien memiliki arah yang negatif sehingga
mengindikasikan bahwa meningkatnya kepemilikan institusional akan
menurunkan perilaku penghindaran pajak, kondisi tersebut terjadi sebab
investor institusi aktif melakukan monitoring guna mencegah adanya potensi
penyalahgunaan kekuasaan terlebih lagi tentang penghindaran pajak. Hal ini
sama dengan nilai signifikansi kepemilikan institusional terhadap penghindaran
pajak (CETR) menunjukkan bahwa nilai signifikansi kepemilikan institusional
lebih besar jika dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusannya, yang
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak (CETR), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak tidak dapat
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diterima karena hasil penelitian yang ditunjukkan pada tabel 4.21. Koefisien
bernilai negatif yang menandakan bahwa meningkatnya kepemilikan
institusional akan menurunkan perilaku penghindaran pajak. Hal ini tidak
sejalan dengan teori tentang kepemilikan institusional yang menyatakan bahwa
semakin besar kepemilikan institusional pada perusahaan akan mendorong
perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak dikarenakan
ketatnya pengawasan institusi terhadap perusahaan. Hipotesis ini bertentangan
dengan Ardiyanto dan Marfiana (2021), Junaedi et al., (2021), Dewi dan
Oktaviani (2021), Simorangkir et al., (2020), Gita (2021) yang menyatakan
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran
pajak. Sementara hipotesis ini sejalan dengan Wijayanti dan Merkusiwati
(2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak.

. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak

Hipotesis ketiga yaitu ukuran perusahaan yang dinilai dengan logaritma natural
total asset, pada tabel 4.20 dengan nilai signifikansi lebih besar dibandingkan
dengan dasar pengambilan keputusannya yang berarti bahwa ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (ETR). Sama
halnya dengan ukuran perusahaan pada tabel 4.21 dengan nilai signifikansi
lebih besar dibandingkan dengan dasar pengambilan keputusannya yang berarti
bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
(CETR). Hal ini bertentangan dengan teori ukuran perusahaan yang

menyatakan bahwa semakin besar tingkat perusahaan maka perusahaan akan
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sebaik mungkin untuk tidak melakukan hal-hal yang akan menyorot
perusahaan, perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak karena adanya
batasan ketika perusahaan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan para
regulator sebagai pengambil keputusan kebijakan perusahaan. Karena pada
umumnya perusahaan yang berskala besar dengan kas dan modal sebagai
bagian dari aset yang besar cukup digunakan untuk melakukan pendanaan
aktivitas operasional perusahaan. Koefisien ukuran perusahaan bernilai negatif
yang berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin sedikit
penghindaran pajak perusahaan. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan
hubungan ini adalah kenyataan bahwa peningkatan ukuran perusahaan biasanya
meningkatkan laba perusahaan dan organisasi memiliki tujuan jangka panjang
guna memaksimalkan kekayaan pemegang saham, namun melakukan
penghindaran pajak akan melumpuhkan hubungan perusahaan dengan
pemerintahan dan masyarakat luas dalam jangka pendek. Hasil penelitian ini
sejalan dengan Yunanda (2016), Cahyono, et al (2016) yang menyatakan bahwa
ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran
pajak. Hipotesis ini tidak sejalan dengan Aulia dan Endang (2020), Sulaeman
(2021), Amaliah dan Tanjung (2021), dan Aulia dan Mahpudin (2020) yang
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak.
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4.5.2. Implikasi
4.5.2.1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini mendukung dan membantah hasil
penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Dalam penelitian ini
diperoleh hasil bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif
signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardoyo et al., (2022), Monica et al.,
(2021), Wijayanti dan Merkusiwati (2017), dan Simorangkir et al., (2020) yang
menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan
terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Novianti et al., (2017) dan Hudha, et al., (2020),
yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh
signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan untuk penelitian kepemilikan institusional memperoleh hasil
bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Hasil penelitian ini bertentangan dengan Ardiyanto dan Marfiana (2021), Junaedi
et al., (2021), Dewi dan Oktaviani (2021), Simorangkir et al., (2020), Gita (2021)
yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap
penghindaran pajak. Sementara hipotesis ini sejalan dengan Wijayanti dan
Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu, untuk penelitian ukuran perusahaan memperoleh hasil bahwa

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil
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penelitian ini sejalan dengan Yunanda (2016), Cahyono, et al (2016) yang
menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ini tidak sejalan dengan Aulia dan Endang
(2020), Sulaeman (2021), Amaliah dan Tanjung (2021), dan Aulia dan Mahpudin
(2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

penghindaran pajak.

4.5.2.2. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, implikasi praktis dari
hasil penelitian yaitu bagi pihak yang berkepentingan untuk mencegah
kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak, maka perlu memperhatikan
proporsi  komisaris independen karena hasil penelitian menunjukkan bahwa
proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
penghindaran pajak.

Pada hasil penelitian ini proporsi komisaris independen menjadi faktor yang
mempengaruhi penghindaran pajak. Besar kecilnya proporsi komisaris independen
berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak. Oleh karena itu dibutuhkan
ketercukupan jumlah komisaris independen sehingga tidak hanya memenuhi
regulasi namun mampu untuk menegakkan good corporate governance serta

mempu melakukan pengawasan bagi perusahaan lebih lanjut.
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4.5.3. Keterbatasan

Setelah melakukan analisis data, pengujian data, dan interpretasi hasil
terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Beberapa
keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 43 perusahaan sektor
pertanian dan pertambangan. Jumlah sampel ini sangat sedikit karena jumlah
perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia ada 72 perusahaan.

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebagian faktor yang
diprediksi dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu proporsi
komisaris independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Jika
variabel ditambah, akan lebih besar kemungkinan untuk memperoleh hasil yang
lebih mendekati teori yang telah dipaparkan pada landasan teoritis.

3. Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan pada pengamatan yang relatif pendek

yaitu selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris
independen, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap
perhindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Teknik pengambilan
data dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh sampel sebanyak

43 perusahaan dari 72 populasi. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik

deskriptif dan regresi linear berganda dengan bantuan software IBM SPSS Statistic

23.

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hipotesis pertama (H1) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini
bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap
penghindaran pajak baik melaui proksi ETR dan CETR. Hasil pengujian secara
parsial menunjukan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh
negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga H: diterima. Dengan
demikian variabel proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Hasil variabel proporsi komisaris independen menjelaskan
bahwa semakin tinggi jumlah komisaris independen dalam sebuah perusahaan

akan memperkecil praktik penghindaran pajak suatu perusahaan dikarenakan
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adanya anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang
memiliki tanggung jawab pokok untuk menerapkan prinsil tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance). Sehingga tinggi rendahnya
proporsi komisaris independen suatu perusahaan dapat mempengaruhi tindakan
penghindaran pajak.

Berdasarkan hipotesis kedua (H2) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap
penghindaran pajak baik secara ETR dan CETR. Namun hasil pengujian secara
parsial menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap penghindaran pajak. Hasil variabel kepemilikan institusional
menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah kepemilikan institusional
dalam sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak suatu
perusahaan.

Berdasarkan hipotesis ketiga (Hs) yang telah dirumuskan dalam penelitian ini
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap
penghindaran pajak baik secara ETR dan CETR. Namun hasil pengujian secara
parsial menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap
penghindaran pajak. Hasil variabel ukuran perusahaan menjelaskan bahwa
besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap

penghindaran pajak suatu perusahaan.
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5.2. Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan serta terdapat
keterbatasan dalam penelitian ini, oleh karena itu penulis akan memberikan saran
guna mengatasi ketebatasan-keterbatasan yang ada. Saran-saran yang dapat penulis

berikan adalah sebagai berikut:

5.2.1. Saran Teoritis
Saran teoritis yang dapat diberikan penulis untuk peneliti berikutnya adalah
sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat menguji variabel independen lain yang
mempengaruhi terjadinya perilaku penghindaran pajak seperti kepemilikan
manajerial, kompensasi rugi fiskal, komite audit, dan lain sebagainya.

2. Peneliti selanjutnya dapat memilih objek penelitian lain diluar sektor pertanian
dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, seperti sektor aneka
industri, industri barang konsumsi, keuangan, dan lain sebagainya.

3. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan proksi penghindaran pajak yang
lain, seperti book tax gaap maupun melalui aktivitas tax shelter untuk dijadikan

perbandingan.
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5.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang
dapat diberikan berkaitan dengan penghindaran pajak di Indonesia adalah sebagai
berikut:

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat lebih konsisten dalam penerapan dan
pengungkapan informasi corporate governance, tidak hanya sekedar untuk
memenuhi persyaratan. Sehingga kedepannya perilaku penghindaran pajak
dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan dan tata kelola perusahaan
yang lebih baik.

2. Bagi perusahaan diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan
membantu pihak manajemen perusahaan dalam memberikan keputusan tentang
bagaimana mencegah perilaku penghindaran pajak yang dapat merugikan
perusahaan.

3. Bagi investor sebaiknya sebelum mengambil keputusan dalam berinvestasi,
investor memerlukan pengkajian terlebih dahulu mengenai kinerja perusahaan
dan tetap memenuhi peraturan tentang perpajakan, walaupun penghindaran
pajak diperbolehkan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan

yang ada.
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tamggal 31 Desember 2017 dan
Rp 228 7013959000
tamggal 31 Desember 2016
Taraman belum menghasilkan
Ased {efap - s=ielah dikurangi
akumulasi pemyusutan sebesar
Rp 350.501.647 328
tanggal 31 Desember 2017 dan
Rp 288 606 919,648
tanggal 31 Desember 2016
Uang muia perolehan aset
Goadwill
Aset pajak langguhan
Ased laindain
Total As=t Tidak Lancar
TOTAL ASET

Th argaina! Anancial stal s includied hevsin ane i
ihe indonesian Enguags.
BT JAYA AGRA WATTIE Thk
AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017

31312481851 638

Catatan terlampir menpakan bagian yang Sdak terpisahkan darl
laporan keuangan konsolidasian seoara keselunshan.

3291 116.851 8T8

{Expressed in Rupiat,
uniless ciherwise stated)
Catatan/
21T Nofes il
ASSETS
CLRRENT ASSETS
B.TES. 351300 43334 £ 988 482 405 Cash on fand and in banks
12,034 B81.671 5,%3,34 19002 511. 790 Trade receiahiag - net
BLBED B2T.122 3334 7528 438 654 Oiifrer recesrahiss
51847 207 B&0 B 51018292 210 Irrveniones
30072 647723 T.28 43 8RT TEI.ITR Prepaid taves
o4 116670 8,335,534 58 906 826,211 Plasma receivahies
T AT0.062 B2 S ATE 740 532 Advances and prepaid expensas
196,500,834 468 190,208 855 080 Totad Currant Assets
NONCURRENT ASSETS
6.7T0.352 645 10020 BoH BT2 Nursenas
Plantations
Mature plantations -
net of accumulated depraciation af
Rp 271,487, 943 563
as of Decambar 31, 2017 and
Rp 228 73,955,000
S00_225 3TR 350 £l 918526 A50. 264 a5 of Decambar 31, 2016
1. 108,777 BTR.E09 £l 1046 700 B80S Ba2 Immafture plantafions
Fixed assels - net of accumuiated
fation of
Rp 350,567,847, 328
a% of Decamber 31, 2017 and
Rp 288 806,914, 648
1.034 432 B0 213 10 1.051.238. T12. 628 a5 of December 31, 2018
23063 390042 1 38227 291.459 Advances for purchase of assels
17.979.522 4158 x 17878.322 4158 Goodwill
8,337 SE3.A1T ) £.143.841.454 Dafermad tay assats
12,304 231270 12.981.611.818 Oher assats
3116981167 170 31000818036 TO8 Tafal Noncurrant Assets
TOTAL ASSETS

The accompanying nodes fvm an inlegral pavt of

hesa o

o finamcial




BT JAYA AGRA WATTIE Thk
DM ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAM (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017

The ariging Anancial stal il inoluded havsin ane i
ihe inconesian anguage.
PT JAYA AGRA WATTIE Thk
AND ITS SUBSIDIARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continwed)

Az of December 31, 2017

[Disajikan dalam Rupiah, {Expressed in Rupial,
kecuali dinyatakan lain) uniless oiherwise stated)
Catatan
7 Noftes 2ME

LIABILITAS LIABNITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Liarg bank jangka pendek 131500, 000, 000 12,533,534 290.727.000.000 Shart-farm Bank loans
Liang usaha TO.26E2. 052 676 13,33,34 81.014.949. 215 Trade payahiss
Liarg lain-lain B21.361 662040 14,33,34 B0 348 TOT 556 Cthar payahias
Uang muka penjualan 21181 616614 22230 5E2.017 Sales advance
Lang pajak 138549, 308 (45 15 18200 517 492 Tawes payabis
Akrual 51.071.045 681 16,353,534 40 TEE BBE 198 Accruals
Lang bank jangka panjang jatuh lempo Current mafudfly of kang-tarm

dalam salu aun _ MANTLMGMY @ TXAM _ TRARON1LE Sk ater
Total Liabilitas Jangka Pendek 1.274 614,033,145 645 953 132 808 Tatal Currant Liabiihas
LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES
LMang bank jangka panjang - ==ielah dikurangi Long-tarm hank loans - naf of

bagian jabuh tempo dalam satu tabun 1.045.141. 729,368 17.53,34 1.432 5401589 262 currant maluries
Liabililzs imbalan pasca kesja 1100165, 198 538 18 BE 525 167 955 Post-smpioymeant benafits abiiy
Lisbilitzrs pajak tangguhan 3@ 5&1.587 452 28 TETTE.AG B33 Daferrad tax Gabiiies
Total Liabiltas Jangka Panjang 1167 888 515.758 1.504 B44 281 850 Todal Mancwrant Liabiihas
TOTAL LIABILITAS 2472502 548,501 2.240.797.304 458 TOTAL LIABILITIES
EKUITAS EQUITY
Ekouitas yang Dapat Diatribusikan Equity Attribwtable to

kopada Pemilik Entitas induk Owners of the Parent
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Capital siock - Rp 100 par vaive par shars

Modal dasar - 10.000.000.000 sabam Autharized - 10,000,000, 000 shares

Iodal ditempatkan dan disetar penuh lssuad and fially paid -

A.774.685. 500 saham ATT. 468 E50.000 19 ATT 468 550.000 3,774,885, 500 shaves

Tambahan modal disetar 434 17 ETAIME 20 435917 6705 Adgiharal pavd-in capital
Pesubahan ekuitas entitas anak 1.967 067 B33 8 = Change in aquiy of subsivanas
Saldo laba Retained samings

Dicadangkan 20 7(r9. B95. 542 20 700 A0S 542 Appropriated

Belum dicadangkan £.120.915.201 203 456 T80. 796 Unappropriated
Kompanen ekuitas lainmya {34064 428100 (21.580.734. 185 Cifrer component of equily
Tolal ekuitas yang dapat dialribusikan Total equity atimbufable fo awners

kepada pemilis enftas induk 815.419.653.191 1022972 135,164 af the pavant entty
Kepentingan non pengendak 24 559. T80 548 Fil 2T 347 362 258 Man - canfrailing interest
TOTAL EKUITAS B35.978.442.737 1.080.319.407 420 TOTAL EQUNTY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 312 404991 838 3289116801 ATH TOTAL LIABNLITIES AND ECQUITY

Catatan terlampir menpakan bagian yang Sdak terpesahkan dar
laporan keuangan konsolidasian secara keselunshan.

The aocompanying noles fvm an indegral paet of
hese & o finarcial stad Is




Laporan Posisi Keuangan Tahun 2018

That oviginal consoboated Mook siasmants inchied Mo an i

fihe indonesien Mnguage
FT JAYA AGRA WATTIE TBK PT JAYA AGRA WATTIE TEX
AN ENTITAS AMAK AND ITS SUBSIDIARIES
LAPORAN POSIS| KELANGAN KONSOLIDASIAN COMSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tamggal 31 Desembar 2018 As of December 31, 2018
{Disajican dalam Ruplah, {Expressed in Rupiah,
kecuall dinyatakan lain} unless othenwise stated)
1 Jarvaari!
January 1, BAT
31 Dichaimitsar] 31 Db’
Dacimibar 31, DT Dwcembar 31, Die
Disajikan kambali - (Dmajian kil -
Catatan' ¥ Dusaimbsl Catatan 35/ Catarian 38
Notes Dgcombar 313016 _AS restated - Mol 35) As restansd - Node 35)
ABET ASSETS
BBET LANCAR CLURRENT ASSETS
Bl dian bark Hazn 1270513214 B.780.351.300 5 &3 432 405 Caemly o hand and it banks
Piuiang usaha - pihak klige - ned Higsaax 190E38 801 717 12,004 BE1.071 000 511.790 Trachs boidabies - T parmes - net
Piurtang kain-lain - phiak ket - nois 21393132 T.137 563 654 B.5A2 527122 T E33.438.554 Dty AbEADAES - ST DTS - et
Parsidiaan 28 TEETITIDIES 51647207850 S48 22300 [l ey =
Pajab dibayar dimika %28 24448 ET1.40% 30072 507.TI3 43 8BT.TE3.3TE Prigai dves
Piulang plasma HInTA13234 132580127 315 TOAM 115670 5B 908 638 211 Flasma recaiaiies
Aol % 8 28330 351 36F 30006 342,140 31 575,382 907 Einlogical assels
Whaifey miika dan bioya dibayer dimuke | 14,304 302 070 7170 DEZ BT 3 E7E. 740531 Advuiis and prepied Sxpanses
Tiolad Asal Lo 324,000,120 008 215507 1TEuEaT 221 BT4.237 386 Tola! Curmant Assals
BEET TIDAK LANCAR NONCLRRENT ASSETS
Bl Ik 14.733.067 365 0.770 352 545 0000 B36 372 Nusies
Taauaivian Lo kil ] Bans SEnis
Tanaman - s Mdature plandabions -
dikurangi alumulksi penyusutan et of accumulaisd depeciation of
sabasar Rp 315010 450 857 Rp 315,019,450, 552
31 Deisimibsat 2018, as of Decambar 31, 2078,
Rp 271487 343 563 Rp 371,487 043 563
tanggal 31 Dessarmibasr 2017 dian a3 of Ducivbar 571, 2047 and
Ry 238.700.950. 000 Rp 228, 705050, 000
gyl 31 Dissaanibaar 2016 B0 448 580010 D00 225 378.350 DB 525 B850 364 as of Devembar 34, 2078
Tanaiman balim menghaslian 1.PE3.260 672 D41 1. 104,777 678.500 1,045 700, B0D 202 Irvmatie planiaions
A 1k - Setulah dhurangi Fined assets - net of accumulaied
QLTS Pyl Salesar depreciation of
Rp 412.262 785 T&2 R 412 262, 785,782
tanggal 31 Desamber 2018, & of Davsmbar 31, 2018
Ry 350,51 47 328 R 350, 501, 647,306
tanggal 31 Disomber 20197 dan 2m, 90 03010852 4% 1.034.432 B40.213 1051 238712 528 e of Davcambay 31, 2007 and
Ry 253 606 10 643 R 288 808, 313,648
tanggal 31 Disomber 2016 a3 of Decmber 571, 306
WLhafey fika porclehan asal 1 24.3397 TO0.4T 33,063 3000042 38 227 X1 450 Advances ko porchase of assels
Cavhwill 2427 174079322415 17970 322 415 7. 979.322 415 Goosedl
Al pajik targguhan ] 4. T17393 110 0.537 083817 5 13641 454 Dafemend Ay Gssels
Bgal landan 11.857 530 031 12.304 231 2714 12 981511947 e S Ss
Tiotad At Thckak Lo 3118300 647067 3.116.981.157.171 3.100. 818036 790 Todal Noncurman! ASssls
TOTAL ASET 3443 393 TIEATY 3532 STEIELTTE 3.52F G52 I74.785 TOTAL ASSETS
Calatan lefemps merupakon bagian yang bidak wipsshien dan The Sccompanyinyg mibes fom an ilegral pant of
\ApOnan kiusangan kofolio asian secan kseurihan. i consoitaied inencial siaements.



That eriginal consokialed Moo’ Siasments noiushed M o o

i insnesian AangLsgeE
PT JAYA AGRA WATTIE TBK PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARIES
LAFORAN POSIS] KEUANGAN KONSOLIDWELAN [lanjutan) CONSOLIDATED STATEMENT OF AINANCIAL POSITION [continued)
Tanggal 31 Desember 2018 As of December 31, 2018
{Disajiican dalam Ruplah, [Expressed in Rupiah,
kocuall dinyatakan lain) urless cdfsonwise sfated)
1 Jarnai'
January 1, BN
31 Desambsarl 1 Iy har!
Dacembar 31, 2T Dacember 31, 2016
Disajikan kambali - (D ian mgssali -
Caratan' 31 Dusaimibsi Catatan 35/ Cabaian 35
__ Moms  Pecombar, 2018 _AS sestated- Mow 35) _As restatod - Neds 35)
LEABILITAS DN EHUITAS LIASILITIES AND EQUATY
LIABILITAS LIABILITIES
LIABILITAS JAMOSA PENDEK CLIRRENT LIABILITIES
Liang bank jangha pende I 123132 foloeile il 3. 500 000000 290TET. 000000 Shog-derm baok loans
ey usahia - pihiak ketiga A2g13.31,3F TTAST 381 718 TOHE2 052078 9 04, 92105 Traott parpabies - (g Saries
e bain-lain 2143132 ET.OTT 200 200 B21.361 BET D40 E0.348. 79T 558 Dby Drradies
Wiy iiib pasrjualan 24,690 287 304 Ii.i81818.814 22 353 522 AT Sakss ahanoes
ey pajailc w28 25,537 530 V&3 13,650 383,045 16200, 097 402 TS Dayaihes
Aiual 2153132 TSATI 95T 12 51071 D453 40.7EE. B36.106 AT
WLy Bank jangha paniang jalu lemps Carrmnl sty of og-hem
e Sarks ighan 3 18,3,32 . 365,577 955,630 134 556, (201,132 Bk s
Totad Liabililes Jongia Pendek A5R 42 ETE 418 1. 774 E14.033.145 645 353,132 £08 Totad Cunmar Lishiles
LIABILITAS JAMOSA PANIANTD NONCLURRENT LIABILITIEES
Lt B janghia panjang - selidah dkurngi Lenyg-4anm band dnans - nef of
Diaagian it oo dalem saks mhiin Ax 31323 213007 AS0ITH 1.040. 141 T2 356 1432 540190 282 U Mt
WLiaangg basr-ain - i b alasi o B e i) 151.544 522 868 - - O parpabie - Askastd Sty
i e vl o pascs ke Jud7 12074 483754 1i0.165 102038 B8 525 167 955 Posr-ampiyment bl kedaty
Liahifee pajok angyuban w28 30054 066 250 43,805 671087 81 672740 360 Dsigrveny i Fabiiles
Totad Liabiies Jongha Pamjang 2.808.500.511.751 1.202 92 601 21 1,602 738107 577 Teotas! o il Linhilthes
TOTAL LIABILITAS ETES.443 138 VET 24TTE2E 634438 2.34E 651.240.185 TOTAL LIABLITIES
EHUITAS EQUATY
Eknitas yarrg Dapat Diswibuskian Exquily Amsibutable i
Kigada Posilin Extas induk, Dwners af e Pavod
Mool siabaaim - milad neivinal Fip 100 pad saham Capita! sfack - Rp 100 pav valot g shang
Mol dasar - 100000 000 D00 Saram Authorizsg - T0,000.000, 000 shares
Wiosdad chbaimipsation: dan Gieebor paiuh - iasid and fuly pad -
A.774. 685,500 saham 18 7T 458 550 D00 77 488 5500000 37T 458,550 000 3,774,685 500 shares
Tarnbsahan modal deaior 13 S23.490.784 70 434 27 ET2045 A FT.EAHS Adlifngd pad4n Capia
Parubahan ciuilas el anak ] 1840927 303 1067 067 B33 - Chiange in aguly of subshfarss
S laba (R el ST
Dz e Sy ‘3 T00 205 54T 340,70 A0S 542 20 POy B35 542 Apgrogeiaiea
Eshiaimi dhcadanygian [2T7.356.112.033) 108208454 23T 003.402 521 [T
Beomganiiin adiitas ainmya 1.357 360.077) 34112370103} (21 580.734.184) Oty cOMDaridat of sqully
Elinilae navies yiarey dapal Satritesian Hef aqully afnbulsdhs o ownes
ke pamilk antias indu 653,585 EA5 534 B30.357.024.741 1.046 518. 77 280 of i parand annly
Fapeniingan non pengendal 1] 15.364 95172 24,604 674604 IT AT 47 311 Now-soalrling midesr
TOTAL EXUITAS BT1.950 800 T8 ES5.051 659342 1.074 001,034 800 TOTAL EQUATY
TOTAL LIABILITAS DAM ERUITAS 3442 283 TIEATY 1532 STEAXLTTE 3523 652 IT4.TAS TOTAL LIASILITIESE AND EQUATY
‘Calatan hafamelr marupaken bagian yang il wipsshien dani That SCCOMDaning Aobes i & ibegral pan of
laponan kissangan kool asian secan kissuruhan s consoltiated Bnancidl SRS,



Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019

The aniginal &0 fated financial ts included harsin ave in
e Indonesian language.
PT JAYA AGRA WATTIE TBK PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK AND TS SUBSIDIARIES
LAPORAN POSISI KELANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tanggal 31 Desember 2019 As of December 34, 2018
(Disajikan dalam Rupiah, {Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unjess otherwise stated)
Catatan/
2018 Notes: 2018
ASET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan bank B172.482 980 2g.4.31, 52 12760513214 Cagh on hand and in banks
Piutang wsaha - pihak ketiga - neto 0219450221 29.2h5,31,32 10ERE 8Y1.T1T Trade receiablas - third parfies - med
Piutang lain-lain - pihak ketiga - nelo EATD.361.184 2g.2h31.02 7127563 684 Offver recedvables - third parfies - ned
Persediaan T2520.106.685 X6 TEATI TO0 255 Irvanionas
Pajak dibayar dimuka 20 365 623,393 226 24 448 671409 Prepaid tavas
Aset biologis 22 308 3T0ET 2,7 28 322 251382 Bivlogical asssiz
Uang muka dan biaya dibayar dimuka 17.0468.501.748 2k 14.5301.302.970 Ak and prepaid g
Tolal Aset Lancar 174.522 896 892 185520993 501 Total Currant Assats
ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASSETS
Piutang plasma 186 473 360 681 3835 138 560,127 315 Plasma receivablas
Bibitars 15657 542 937 A 14733 067 3680 Mursevias
Tanaman produks] 2m.% Bearer plants
Taraman menghasikan - seieiah Mature plantations -
disurang akumulasi penyusutan net of accumulated depraciation of
sebesar Rp 364.106.252.345 tanggal Rp 354,108,252 345 a5 of
31 Desember 2019 dan Dacambar 31, 2019 and
Rp 315.012.452 850 tanggal Rp 315,013, 453,850
31 Desember X018 957.500. 883 160 851 446 60010 as of Dacambear 31, 2018
Tanaman belum menghasilan 1.144.£06 871048 1.183 280672 941 Immature plardatians
Aset telap - s=ielah disurangi Fixad asseds - nef of accumulated
akumulasi penyusutan sebesar depreciation of
Rp 473,538 395 183 tanggal Rp 473,538 395, 183 as of
31 Desember 2019 dan Decamber 31, 2019 and
Rp 412262 TAS. T&2 RBp 412 262, 785, 782
tanggal 31 Desember 2018 942 684941 298 20,2p,10 980910 852 040 as of Deceamber 37, 2078
Ltang muka percleban asst 26374317542 1 24 357 T00.042 Advances for purchase of assets
Goodwill 179 A2 415 . ) 17 ATeA2 418 Goodwil
Aset pajak tangguhan 7485 498 336 226 4717383110 Diefarred fax assels
Aset kin-lain 1E.508.172.910 11.857.930.031 Offver agsmis
Tolal Aset Tidak Lancar 1316.253.919.238 3256863 745282 Todal Mancurrant Assels
TOTAL ASET 1488.7TTER16.128 1442383 TIAATI TOTAL ASSETS
Camatan ierlampr menspakan bagian yang bdak lerpisahkan dari The accompanying notes form an integral parf of
laporan kewangan ionsolidasian secana kesehruhan, thaze consalidated financiad stalements.
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The orniginal co fated firancial is inciuded hansin are in
e Indonesian language.
PT JAYA AGRA WATTIE TBK PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK AND TS SUBSIDIARIES
LAPORAN POSIS] KEUANGAN KOMSOLIDASIAN (lanjutan) CONSOLIDATED STATEMENT OF ANANCIAL POSITION (continued)
Tanggal 31 Desember 2019 As of December 31, 2019
(| Disajikan dalam Rupiah, {Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unjess otherwise stated)
Catatan/
2018 Notes: 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
LMang bank jangka pendek 126.000.000.000  29.2s,12,31,32 B0.000 000000 Short-darm bank ioan
LMang usaha - pihak ketiga BE D40 996023  25.2,13,31,32 TTAST361.T18 Trade payabies - third partias
LMang kain-lain - pifak kefiga 2EET4.161.919 2914332 BETI0.TI0638 Ciffver payabies - third partias
Uang muka penjualan TOUEIE A2 914 24 G99 BAT 204 Sales achvancas
Liang pajak 24 445 500,812 226 25 527 530183 Tawas payahlas
Akrual B3 281 300,094 2g,1631.32 TE4TOA57.129 Accruals
LMang jangka panjang jabuh lempo Current maturity of lang-femm
dalam satu thun 2g.31,32 Nahifies
Utang bank 17.052 533 386 216 = Bank loan
Sewa pembiayaan 128 494 408 2q 109.750072 Leags iabifies
Tolal Linbilitas Jangka Pendek 442 357. 760,558 A50UBRS 196924 Tedal Current Liabilitias
LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES
LMang jangka panjang - sebelah dikurangi Long-tarm bank loan - naf of
bagian jatuh tempa dalam satu tabun 2g,31,32,33 current maturities
Utang bank 2436434 615.574 2218 2213827450270 Bank loan
Uitang sewa pembizyaan 80,522 195 2q 257 420 452 Leaze labilties
LRang lain-lain 2p,31,32 Other payahlss
Pihak ketiga 12800, 000,000 14 = Third party
Pihak berelasi 172341227 987 Zah, 30 151,544 522 468 Related party
Liabilitas imbalan pasca kesja 27923 BRO 982 217 12074 463754 Post-employment banefits kabiity
Liabilitas pajak tangguhan T07.428.T18 226 30,954 08E 250 Diefarred fax labiitias
Tolal Lisbilitas Jangka Parjang 2657.207.682.054 2408 757941243 Total Moncurere Liabiitias
TOTAL LIABILITAS 1099.655.452.810 2TER. 443138187 TOTAL LIABILITIES
EKLNTAS EQUITY
Ekuitas yang Dapat Distribusikan Equity Attributable to
kepada Pemilik Entitas induk Owners of the Parent
Modal sabam - nilai nominal Rp 100 per saham Capital sfock - Rp 100 par valus per shans
Maodal dasar - 10.000.000.000 saham Autharized - 10,000,000 000 shares
Modal ditempatkan dan disslor penuh - Isswed and fidly pavd -
3.774 B85 500 saham ATT.468.550.000 18 ATT 468 550,000 3,774,885 500 shares
Tambahan modal disetor 528 400 Ta4 Tag 14 528 400 TA4 To0 Additional paid-iry capital
Perubahan ekuites snbilas anak 1.640.927 303 26 1840927 303 Change in aguify of subsidiaries
Saldo laba {defisi) Retainad earnings (defcf)
Dicadangkan 20 700 #9554 20 700 895 542 Appropriated
Bebum dicadangkan (558,412 920 258) (2T7.386.112.033) Unappropriated
Komponen skuitas lainmya (24050203 BEY {1,367 380,077} Oifver componant of equity
Ekuitars neto yang dapat diatribusican Net equity afiributabis fo owners
kepada pemilik entitas induk ATEA13.943 520 658 585 BAS 534 of e pavent antity
Kepentingan non pengendali 13707 419,998 20 165364 915172 MNan-conirolling indenast
TOTAL EKUITAS 300121363518 ET1.980.600.T08 TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1488776 816.128 1443 383 TIA AT TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Cafatan ierlamps meenupakan bagian yarg bdak serpesahkan dari
laporan keusangan konsolidasian seoans kesshruban
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The accompanying notes form an integral parf of
thase consalidated financial stalements.



Laporan Posisi Keuangan Tahun 2020

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Dosamber 2020

The onginai consoltatad francia’ stalements included harein ane in

the Indonesian fanguage.

PTJAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF AINANCIAL POSITION
As of Decomber 21, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, (Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan Lainp unless otherwise sfafed)
Catatan/
2020 Nofes 2018 %)

AZET ASSETS
ASET LANCAR CURRENT ASSETS
Kas dan bank 8382 731 968 2g421,12 BT 402 cRg Cash on hand and in banks
Piutang usaha - pihak ketiga - nelo 1TAT2 216844  2p2h 83102 20218 450221 Trade recaivahiss - thin parties - net
Piutang lain=lain - pihak ketiga - neta 4. 779,054 300 29.2h, 31,32 BATOSEY. 184 Cither necatvables - third parfies - net
Persediaan 41.411.063.094 26 T2E20.106. 685 lventones
Pajak dibayar dimuka 35,430,835 141 2y, M 20 365 E23. 293 Prapaid taves
Ase biologis 381453 MG 2n,7.31 22328 AT0ET Bialogcal assals
Uang muka dan biaya dibayar dimuka 20,06 368 408 e 17 04E501.748 Advances and prapaid expanses
Total Aset Lancar 166,087 T3 312 174 522 806 B92 Tatal Current Asseis
ASET TIDAK LANCAR NONCURRENT ASZETS
Piutang plasma BT TIT.MT 28,34 105 AT 368,581 Plazma receiabies
Bibitan 14,800 TOT. 106 2 18657.542 037 Nursenas
Taraman produktif 2mA Bearer plants

Taraman menghasikan - setelah Pature ans = nef of ao: ¥

dikurang akumulasi peryusutan depreciaban of Rp 412 515 896 3150

sebesar Bp 412,519 896, 250 tanggal as of Decamber 31, 2030 and

31 Desambsr X120 dan Rp 364106 262 348 Rp 384, 108,252,345

tanggal 31 Desembear 28 210584 173,008 057 503 883169 as of Decamber 21, 2018

Taraman belum menghasikan 1.204. 705 213 642 1144 456 871 548 Immature piartabans
Ased tetap - sedelah dikurangi Fized assais - nat of accomuiated

akumulasi peryusatan sebesar depreciafion of Rp 5385 884 G47 Ti5

Rep B35 866 98T 759 tanggal 31 Desember 2020 as of Decamber 31, 2020 and

can Rp 473,938 395 183 Rp 473,238 394,183

tanggal 31 Desamber 2018 BE2 132 038 272 20,2p, 90 B4 604 941 290 as of Decamber 21, 2018
Uang muka peralshan asst 2537407 842 n 2E3T4 317 542 Aovances for purchass of assals
Goodwill 1787932 418 427 1TATA X2 ANE Goodwil
Aset pajak tangguhan 18,855 600 829 2v,26 TABS 490 X3E Deferad tay asseis
Ased Lain-lain 15.749 458 227 15.508.172.810 Other asseis
Total Aset Ticak Lancar 3327 B30 448 016 AIME 283 919236 Total Noncurrent Assels
TOTAL ASET 1492727 82127 A480.7TERIE.128 TOTAL ASSETS
*) Direklasifikasi. Lihat Catatan 37. ) As reclassified. See Note 37.

Calalan ierlampsr menspakan bagian yang bidak ipisahkan dari The accompanying nofes fomm an wfegral ar of
bodasian secarm keselinihan these consolkdated Anancial 54

kaporan kpusangan
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The onginal consolidated fnancial stataments includad hansin are in

the Indonesian fanguage.

PT JAYA AGRA WATTIE TBK PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDNARIES
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Tanggal 31 Desember 2020 As of December 21, 2020
(Disajikan dalam Rupiah, (Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan Lain) unless otherwise sfafed)
Catatan/
2020 Nofes 2018 %)
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek 125.000.000.000 2925123122 128 000.000.000 Short-term bark ioan
UMang usaha - pikak ketiga 93468 844 950  2g.3r 13,0132 BE 940 996 023 Trade payabies - fird parfias
Lang lain-lain - pihak ketiga 1747407 248 29143132 23 ET4.161.919 Othar payables - fhird partias
Uang muka penjualan I7.258 640 903 TEEIE TED 614 Saies advanoes
Utang pajak 29 BR 955 BAS 2y 26 24 445500812 Taxes payahies
Akrual T3.TE B 426 2g.16,31,22 B3 201.300.094 Accruals
LUtang jangka panjang jatuh tempo Current matunty of long-tarm
dalam satu tabun 2g.8,52 babiihas
Ltang bank: 130519 046 208 25,16 17082 533 208G Bank ioan
Sewa pembiayaan BE GO 437 -] 128,494 408 Finance lsass labilfies
Total Liabiitas Jangka Pendek £16.003.128.M8 442 387 THO.556 Total Corant Liabiktes
LIABILITAS JANGKA PANJANG NONCURRENT LIABILITIES
LUtang jangka panjang - setelah dikurangi Long-t=mm bank loan - netd of
bagian jatun lempo dalam sabu tabun 2g.01,52.3% current matudbas
Utang bank 2.326.074 900 956 25,16 2436434 B15.874 Bank ican
Ltang sewa pembiayaan . ol B0.E22.TaS Finance lsase fabifties
Litang lain:lain jangka panjang 2g.8,52 Long-l=mn othar payabies
Pihak kefiga = 14 12.800.000.000 Third party
Pihak berelas 64, G 618058 2aa 50 172341 207 ST Rslated party
Liabiitas imbalan kera 43 207 974847 2u,17 27 923 BRG SRD Employee banefts labilfy
Liabiitas pajak tangguhan = 2y 26 TOT.426.716 Defarred tax Fahibes
Total Liabiitas Jangka Panjang 2733689 453 681 2BET 207 683 054 Todal Noncwment Liahikfies
TOTAL LIABILITAS 3.240.702 622 6EE 2099655 452.610 TOTAL LIABILITIES
EKLITAS EQINTY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Equity Attributable fo
kepada Pemilik Entitas induk Owners of the Parent
Modal sabam - nilai nominal Rp 100 per sabam Capital stock - Ap 100 par vaive per share
Modal dasar - 10.000.000.000 saham Autharized - 10,000,000, 000 shanes
Modal diternpatikan dan diselor penuh - issued and fily pad -
A.774 B85 500 saham ATT. A8 550,000 L] ATT 468 550000 3, 774,685,500 shares
Tambahan modal dissior 434 1T ETAME 19 434 21T ETIME Addibonal pavd-in capital
Perubahan ekuitas enSitas anak: 1.640 927 503 - 3 1640927 303 Change in aquity of subsidianes
Salda laba {dedsit) Retaned sarmings (deficy)
Diicadangkan 29,709 805 542 20 700 §98 542 Appropnafted
Bl dicadangkan | BG4, 4 909 096) (BEE 412920 258) Linappropmated
Komponen ekuitas lainmya 253,306 083 208 ol 1.788817.918 Cifver companernt of eguify
Ekuitas nelo yang dapat diatibusikan Mef equity afinbutable fo owners
kepada pemilk entitas induk ZE2.079.070.083 ITE 413943 520 of the parant entily
Kepentingan non pengendali 11.945 400 408 ot 13,707 419.598 Mon-controling inferest
TOTAL EKUITAS 244,024,558 461 380.121.363.518 TOTAL EQUNTY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 1492727 82127 2485 7TER16.128 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*] Direklasifikasi. Lihat Catatan 37.

Calatan lerlampir meénspaian Bagian yang tidak terpisahkan dari

mﬁ’i‘\w' Bdas
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Laporan Laba Rugi Tahun 2016

PT JAYA AGRA WATTIE Thbk
DAM ENTITAS AMAK
LAPORAN LABA RUGH DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Thi oviging! naacial Stafe ments incldsd hermi am in

e Indonesian angaage

PT JAYA AGRA WATTIE Thik
AND SUBSIDIARIES
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREMENSIVE INCOME

Periode Yang Berakhir Pada Tanggal For The Period Ended
3 Dosombsr 2016 Decomber 21, 20HE
(Disajikan dalam Rupiah, (Expressed in Rupdish,
kecuali dinyatakan lain) wnless oifrerwise stated)
Catatan/
A& Motes 2018

PEMJUALAN BERSIH S000130.302 043 21 50 308 Z38 008 NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN B30 SE0.057 448 24 £11. 340010842 COST OF GOODE SOLD
LABA KOTOR EO.5T0.204 538 146065 91 6.643 GROSS PROAT
BEBAN LSAHA OFERATING EXPENSES
Baian penjualan B RED TRE TO1) 28 [Z3.371.272.881) Seiling sxpenses
Beban urremn dan adminisiasi AT 107 000, Ta1) 26 (47 001000 88T General and adminisiraiive agpenses
Tolal Beban Usaha JBE 458 TET 482% [P0 AT22T3 80 Taotal Operating Expenses
LABA USAHA 4103437116 T6.600.642.008 OPERATING WCOME
PENGHASILAM [BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME [CHARGES)
Pendapatan operasi lain 1558 Bo 812 Fi 2447 018 880 Cthar oparating income
Bletan operasi lain (296,245 934 BET) 28 (101834, 348,518} Othar oparating expenses
Beban Lain-Lain - nelo ;225.55‘3.34&&55] (79,392 N1 1) Othar Charges - nat
RUGI SEBELUM PAlAK PENGHASILAN (222 555.903.739) (2.798.688.333) LOSS BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PEMGHASILAN 24 WCOME TAX EXPENSE

Pajak kini (2¥2.406.319) (4. TA3 230,027 Currers tax

Pajak tangguhan 1184, 3200030% (4. 183 5T 6.000) Daferred tax
Beian Pajak Penghasilan - neto 2 5TE.TME 340 E.EIB.!HI.EZH income Tay Evpanss - nat
RUGI NETO (2265132 6400088} [11.715.503.160] NET LOSS
Pery 1 {rugi) koenp f llain {18 TEI 0T 5203 (6. VEE.410.418) DOeéhar comprehansie ipss
Iarfaat pajak tangguhan terkait Bl 3T 451 1. THS.4T 206 Refated defered tay inoome
Rugi Komprehensif Lain - Setelah Pajak {14 488 BE1 BED) 4. 308 53T 213 Citfier Comprehansive Loss - Mst of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TOTAL COMPREMENSIVE

PERIODE BERJALAN {239,621 304 55T) [16.112.440.373) LOSE FOR THE PERIOD
LABA (RUGH BERSIM YANG DAPAT NET INCOME

DIATRIBUSIKAN KEPADA- ATTRIBUTABLE TO:

Pemiik entitas induk (222 528 DE5 59l (118200557 845) Crmers of the parent

Kepentingan naonpengendali 2607 874 498) P05 454 GAY Men-confroling inferest
Total (2265132 640.088) [11. 718503160 Total
TOTAL RUGI KOMPREHEMSIF TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEFADA: ATTRIBUTABLE TO:
Pemiik entitas induk (2BE.T44 811.231) 18, 993 250 680 Cwmers af fhe parent
Kepentingan nonpengendali {2 UTE B0 T2EY (118 508 65 Mon-confroling inferest
Total (238,621,301 95T} [16.112420.373) Total
BUGI BERSIH PER SAHAM - DASAR (59) £l (3} BAZIC LOSE PER SHARE

Caatitar leria mpir merupakan bagian yang Sdak terpahien darn

lasporan louangan k

" Selalala b
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Laporan Laba Rugi Tahun 2017

PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DN
PENGHASILAN KOMPREHENSEIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
3 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

The anginai consolidaed firancial Sladements included fhersin ane in
e indanesian Brguage.

PT JAYA AGRA WATTIE Thk
AND ITS SUBSIDIARES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended
December 31, 2017
(Expressed in Rupiafs,
wuniess otherwise stated)

Catatan/
2m7 Notes 2016
PENJUALAN BERSIH £55.130.580. 764 22 550,138 302 043 NET SALES
BEBAN POKOK PEMJUALAN 4503 Bo7.284 516 23 520.568.097.445 COST OF GOODS S0LD
LARA KOTOR B1.442 208 248 £5.570.204. 504 GROSS PROAT
BEBAM USAHA OPERATING EXPENSES
Beban penjualan (16.910.008.132) 24 ({18.350.7T66.701) Saling sxpenses
Beban urmum dan admirstras ;43.110.014.18& 25 {4?.10?.001}.?!-1: General and adminisirative expenses
Todal Beban Usaha !EJ’.'III.HZ.S-H ;BEA&B.?B?.HZ} Total Operating Expenses
LARA LFSAHA 1.432.181.930 4103437118 OPERATING INCOME
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (CHARGES)
Pendapatan operasi lain 2883534 1492 26 19.586.593.812 Other operaling income
Beban operasi kain (238356714 422 27 (246 245 534 GAT) Ciifresr gparafing expenses
Beban Lain-Lain - nelo {Z35.673.190.230 226 B58.340.855) Othar Charpes - nat
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (234_281.008.200) (22 B88.90.739) LOSS BEFORE INCOME TAX
MAMNFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 28 INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kini {2.260.200.731) (2.382.408.319) Current fax
Pajak tangguban 35.501.129. 581 184 330.030) Deferrad tax
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - nelo 34321928 850 (2.576.736.349) fncame Tax Benef (Expense) - naf
RUGI NETO (195.920.077 450} (228.132.640.088) NET LOSS
RUGI KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE LOSS
Tidak akan direklasifikasikan ke Mot fo be reclassied fo prof o loss
laba rugi pada perode berkutnya: in swhsequant penod:
Panilaizn kembali stas Bemeasurements an
imbalan pasca kerja {15,654 400 540) {19.7563.047.330) post-amploymeant beneafits
Manfaal pajak tangguban lerkait 2.008.423.707 5.264.375.451 Related defarred income fax berefi
Rugi Komprehensil Lain « Sebslah Pajai [12.725.977_253 (14.488 661.868) Oifer Comprehensive Loss - Nel of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF (212 GEE.054.B8Y) (235 621,301 857 TOTAL COMPREHENZIVE LOSS
RUGI NETO YAMG DAPAT NET LOSS
DIATRIBUSIKAN KEPADA: ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk {197.335.834 BOE) (222 525 065.583) Owners of the pavent
Kepentingan nonpengendali {2.583.242 555} (2607 .674.485) Mon-condroling interesf
Tatal (199.928.077.450) (228132 840.088) Total
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
YAMG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA- ATTRIBUTABLE TO:
Pamiiik enbitas induk {209.818.540 B0&) (238.744 811.231) Cwners of tha pavent
Kepentingan nonpengendali |2.B35.504 87T} Fal (2.876.890.7.26) Mon-controling inferesf
Tatal (212685064 B83) (239.521.301.887 Towil
RUGI PER SAHAM - DASAR 52} a0 {59) BASIC LOSS PER SHARE

Calatan ierlampir merupakan bagian yang tidak terpisakikan dan
laporan leuangan konsolidasian secara keseluruhan.

15

The accompanying nales form an infegeal pavt of
thess Seladed Sranciai statements




Laporan Laba Rugi Tahun 2018

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DA ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2018
|Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PEMJUALAN NETO

BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA KOTOR

BEBAN USAHA
Beban penjualan
Besan wmum dan administras

Total Beban Usaha
LABA [RUGH LUSAHA

PENGHASILAN [BEBAN) LAIM-LAIN
Beban keuangan

Penghasilan keuangan

Kerugian lainslain - neto

Beban Lain-Lain - neto

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Prajak kini
Pajak tangguhan

Manfaat Pajak Penghasian - neto

RUGI HETO

RUGI KOMPREHEMSIF LAIN
Tidak akan direklasifikasikan ke
laba rugi pada pericde berikutnya:
Penilaian kembali atas
imbalan pasca kerga
Manfaat pajak tangguhan terkail
Rugi Komprehensil Lain - Setelah Pajak

TOTAL RUGI KOMPREHENSIF

RUGI NETO YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik enfitas induk
Kepentingan nonpengendal
Total

TOTAL RUGI KOMPREMENSIF
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik enfitas induk
Kepentingan nonpengendal
Total

RUGI PER SAHAM - DASAR

31 Desember’
December 31, 2018

T45 508 896 455

TAOO74 332 1
16,434 574332

(22 610.417.851)
(46,764,618 B35)

(65,383, 0ch6. T50)
(B2.348.462.41T)

(207182 364, 176)
1204 470842

(44371806, c35)
[260. 348,695 BEG)
(304 258.161.THE)

[126.114.847)
4277 281.581

4.151.167 04
(300.146.994. TE2)

2 995 387 063

32 995. 387 083

[267.151 607 £668)

(288472 320,487
(1674674 268)
[300.146.594.7T52)

(268727 310.461)
1.424. 297 208)

[267.151.507 868)
(78,07

Calatan ferlampir menpakan hagian yang tisak lerptsahian dari

laporan keusangan b o

S i
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PT JAYA AGRA WATTIE TEK
AND TS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROST OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE IWNCOME
For The Year Ended
December 31, 2008

{Expressed in Rupizh,
uniess otherwise stated)
31 Desamber’
December 31, 2017/
(Diseajikan kembali -
Catatani Catatan 38
Motes  As 1= Note 35 )
251 655,139 580, Tid NET SALES
2522 493, BOT 284 816 COST OF GOODS SOLD
1. 442 206 248 GROSS PROFT
OPERATING EXPENSES
25 2% (16,910,008, 132) Saffing expanses
2524 [£3.110.014. 186} General and admimsiraiive expenses
SE0LO20 112 Tata! Operating Expanzes
1422 183930 OPERATING PROFIT (LOSS)
OTHER INCOME [CHARGES)
(PB4 158 285 721) Finanoe oost
114884, 244 Inferest income
25 (83, 108,838 50 Other losses « nat
(247152 230,957 Offver Charpes - nat
{245, 730.047.06T) LOSS BEFORE INCOME TAX
2v. 26 INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
(22288200 731) Current fax
30 460 8AG TTS Deferred fax
AT 191 680042 income Tax Banedf - nat
{08 E38. 158, 02E) NET LOSS
OTHER COMPREMENSIVE LOSS
Not to be reclassified to profif or loss
in subsequent period:
Remeasuremeants on
2u,17 (15,634 400 940 post-emplapmert benafits
2,2 2008 423, 707 Rslated defemed income fax bensafit
(1272897723 Oifrer Comprahansive Loss - Maf of Tax
(221 264 335 268) TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
NET LOSS
ATTRIBUTABLE TO:
(206857 194 467) COwners of the parent
{2641.183 558] MNan-confraling inleract
(208538 368.028) Total
TOTAL COMPREHENSIVE LOSS
ATTRIBUTABLE TO:
(2428 B30, 381) Cwners of the parent
20 (2. BBE GO BTT) MNan-confraling inleract
(221264 335, 268) Total
2y.30 [54,55) BASIC LOSS PER SHARE

The accompanying nofes fom an infegral par of
df financial siad

s o



Laporan Laba Rugi Tahun 2019

Tha original o ' il

inciuded harein ane in
e indonesian nguage

PFT JAYA AGRA WATTIE TEBK
AN ENTITAS AMAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSINARIES

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND

OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal For The Year Ended
31 Desember 2015 December 31, 2019
(Disajikan datam Rupiah, (Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless odherwrse stated)
Catatan/
2018 Notes 2018

PENJUALAN METO T23.317.737 664 1 T45.500. 896 455 NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN 704280 832098 x TI0074.E2 122 COST OF GOODS S0LD
LABA KOTOR 18027508, 568 16.434.574.333 GROSS PROFIT
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES
Besan penjualan [23.571.661.543) 223 [22E18.417 B51) Saling axpensas
Behan umum dan administrasi |4-4.2??.5!I.?J'5! 24 |4&?64.B18.H9! General and adminisirative axpenses
Tolal Beban Usaha (67 B40.543.T18) (69,583, 0. T50) Todal Operating Expensas
RUGH USAHA (48521 E30.150) (53540, 462 417} OPERATING LOSS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN OTHER INCOME [CHARGES)
Besan keuangan {230,490 054, T46) (207,182,354, 176) Finance cost
Penghasilan keuangan 174.128.4492 1.204.470. 842 irtarest income
Kesugian lain-iain - neto |2&E&&?‘51IJ2?! = |4-d.3i"l.5'.'ﬁ.l:05! Oifer losses - ned
Beban Lain-Lain - neto ({67592 5AA.201) (250340, 599, 369) Cther Charges - et
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (316814 326.431) {304 298, 161. TRE) LOSS BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN 2w, 26 INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajak kiri [£8.125.458) {126.114.547) Currant tax
Pajak tangguban 34.161.118.487 4.277.281.081 Deferred tax
Manfaat Pajak Penghasilan - nefo 34.114.591.008 4151167054 Income Tax Baneft - net
RUGI NETO (282 699 F38.423) (300.146.554. T62) MNET LOSS
RUG] KOMPREHENSIF LAIN CTHER COMPRENENSIVE LOSS
Tidak akan direklasifikasikan ke Mot to be reclassified to profit or loss

laba rugi pada periode berikutnya: in subseguent period:

Penilaian kembali atas Remeasuraments on

imibalan pasca kesja (1.475.725.520) 17 A2 205, AT 83 post-ampioymant banefils

Manfzal pajak tangguban berkait 345723563 2w 26 = Redated defarnad income fax banef
Rugi Komprehensil Lain - Seiefah Pajak (1.130.001. T6E) 32,595, 387 &3 Other Comprafansie Loss - Maf of Tax
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF (282820 237 188) (267151607 689) TOTAL COMPREMENSIVE LOSS
RUGI NETO YANG DAPAT MNET LOSS

DIATRIBUSIKAN KEFADA: ATTRIBUTABLE TO:

Pemilik enlitas induk {281 046808, 222) (208,472,320 48T) Owners of e parent

Kepentingan nonpengendali (1.652.427.201) (1.674.674.265) MNan-caniroling nteres

Total 1202 £99. 236.423) 1300.146.954. TE2) Total
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: ATTRIBUTABLE TO:

Pemilik enlitas induk (ZB2AT1.742.014) (265.727.310.461) Owners of e parent
Kepentingan nonpengendali (1.657.495.174) L (1.424. 2097 208} Man-taniroiiing misnas
Total (283820 737 188) (2671561607 689) Total
RUGI PER SAHAM - DASAR (T4.48) 2y (r9.07) BASIC LOSS PER SHARE

Catariar terlampir merupakan bagian yang Sdak iempsahian dan
laporan b gan kirs sidasian secarn esel

hafi
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Laporan Laba Rugi Tahun 2020

PT JAYA AGRA WATTIE TEK
DAMN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHMENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
¥ Desombor 2020

inciudad hanein ang
e kodonesian fanguage.

T oginal covsoid

PT JAYA AGRA WATTIE TEK
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDA TED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREMENSIVE INCOME
For The Year Ended
December 31, 2020

(Disajikan dalam Rupiah, (Expressed in Rupiaf,
kecuali dimyatakan lain) uniess otherwise stated)
Catatand
2000 MNofes 2018

PEMJUAL AN NETO 461.342 540 084 22 TEL T TAT 664 MNET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN AR 484 208 A8 212 T 280 A3Z 06 COST OF GOODS SOLD
LABA (RUGH KOTOR {24,141 668830 15,027 505,568 GROSS PROAT (LOSS)
BEBAN USAHA OPERATING EXPENSES
Bisban penjualan (14427 BBOAT)  2,ED (3671 661 .943) Seiling expenses
Baban umum dan adminisiras {41074 571.860 2,24 (44 277 BR1.TTE Genaral and adminisiaive sxpenses
Total Be=ban Usaha |BE 802 282 2T1) (BT 845 5475 T18) Total Operating Expensas
RUGI USAHA (T9.643.921.104) {48821 638 160) OPERATING LOSS
PENGHASILAN [BEBAMN) LAIN-LAIN OTHER INCOME (CHARGES)
Beban keuangan (225 184 092 193] 14,16 {239 450 984 Ta8) Finance cost
Penghasilan keuangan 108 455,210 174125492 interest income
Keruagian Lain-lain - neto 15387 BT TEA) 28 |20 BEE TEAO2T) Oifver ipsses - net
Bahan Lain-Lain - neto 240 455 308 T4T) (25T o2 SAE 201 Offver Charges - net
RUGI SEREL UM PAJAK PENGHASILAN (320,080 237 B44) (36814 238 43 LOSSE BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN| PAJAK PENGHASILAN v 26 INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Pajaks kini | 1. 756580 5128 459) Currenf taw
Pajaik tangguhan 12,438 T48 TeR 34061118467 Defemad tax
Manfaat Pajak Penghasilan - neto 12436 591. TA8 34114581008 income Tax Banefit - net
RUGI HETO (307643 236.060) (282699218 423) MET LOSS
PENGHASILAN [RUGH KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Paos yang tidak akan direklasifikasikan ke ifems not to be reclassified to profit or oss

laba regi pada periode berikutnya: in subsequent period:

Penilaian kembal atas Remeasurements on

imbalan pasca kerja 1,183 883 492 AT [1.4TETIE 320 pash-empioymrent benafits

Manfaat pajak tangguhan terkait (261 210.650) w26 345 TN 563 Related defered income tax benafit

Pengharsilan {Rugi) Komprehensf Lain = Ofther Comprehansie income [Loss) -

Setelah Pajak S THLSND (11300001 P6S) Net of Tax

TOTAL RUGI KOMPREHERSIF

(306 TH0.4T2 A 2T)

(283835 237 1 BR)

TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

RUGI HETO YANG DAPAT MET LOSS
DIATRIBUSIKAN KEPADA: ATTRIBUTABLE TO:
Pemibk endtas induk (A0S AT 018841 (201 046 B0& 222 Owners of e parent
Kepentingan nanpengendali [LIT2T219) (1682 427 201) Mon-cantraling interest
Total (307.643.236.060) 282.699.218.423) Total

TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TOTAL COMPREMENSIVE LOSS
TANG DAPAT DMATRIBUSIKAN KEFADA ATTRABUTABLE TO:
Pemibk enSitas imduk {304 958 541 53T {282 171.742.014) Cwners of Me parent
Kepensingan nanpengendali (1761930 550) 20 1687 488 174) Man-controling intsnest
Total (306 TH0.4T2127) {283,029 2271 88) Total

RUGI PER SAHAM - DASAR (g103 23 (74 465 BASIC LOSS PER SHARE

‘Calatan lerampir merspakan Bagian yang tidak ierpisahkan dar

kaporan b

el i i L
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Laporan Arus Kas Tahun 2016

PT JAYA AGRA WATTIE Thk
DAM ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal

The orgrial Boanos srahs ot sciuces hinsn ans in
e RSN MDA

PT JAYA AGRA WATTIE Thk
AND ITS SUBSAARTES
CONSOLADATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Yoar Ended
Decembear 31, 2HE
(Expressoed dn Rupdsh,
unless odfwsnanse sdafod]

31 Daesasmbegr 2016
[Dinyatakan dalam Ruplah,
kecuall dimyatakan lain]
Catatand
Pl Nodes 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Perermaan kas dar pelanggan 510.475.032. 540 BE0.Z5 085519

Kaz dihasikan dan operasi
Permbaryaran beban bunga
Penerimaan atas pajak letih bayar
dari kanfor pajak
PFembayaran pajak penghasian
Kas Mato Diporoleh darl Aktivites Oparasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penerimaan bunga

Penamibainan bibitan

Penarmibaian tanaman bekn menghasiicn
Perokehan aset tetap
Penambainan beban tangguhan

Penjualan nvesias jangka panjang lainmya
Hasil penjualan aset

Kas Neto Digunakan uritak Aktivitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDAMNAAK
Peroksinan wtang hank

Peroleian utang bank jamgka parjang
Pembayaran utang bank prgka par@ang
Pembaryaran dividen

Penerimaan dividen

Pembayaran kepada plasma

Pembayaran wang sewa pembiayaan

Kas Neto Diporoleh Darl F

(415.510.784.33T)

194 964 249118
145989161 458)

1287 236 164
(244 3064580

46.028.007.007

B3.921.287

(38 914 984 B31)
(29,887 816.201)

2.T30.7T96.B0S
{65.988.182.840)

155227 .000. 000
25.409.000. 000
52 702 668.344)

(14987 681.255)

3.945.650.387

PEMURLINAN NET'O FLAS DAN BANK

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

KAS DAN BANK AFHIR TAHUN

| 1G04, B35, 406

22.002.007.B11

\5.980.482.406

Cataion lerlampr s npakan Bagian wang ldak lepsahkan dari
' gl [

Iaperan k

E =]
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17
17

48T 50T HRE 124 )

1T2azT 418795
(14T TESITZEIE)

150.429 836
[ 15 TR 3D 5N55)

B953.136.449

A6 1180

[T TI0UESE 154 )
[1ET. 748 85T 145)
(172088773350 )
(1158 725 095 )
20000000 000

123, 50E 000 000

(332 BBE.BB4.T21)

A5 000000 000
355 0ES 000 000
(148458 352 000 )
(B 045801 20 )
2184 915325

[Z2AZ6544.118)
[DEE50 572 )

2TAT ST NE

(S0 450 821 256)

T2 453 529,067

2200007 EN

CASH FLOWS FROM OFERATING ACTIVITIES
Cash reoshed from cusfomers
Cash pavd fo suppliers,

employess ang cifers

Cash genarsted from operahans
interest nad

Receint of overpayment from the fax affios
income fax pald

Net Cash Provided by Diperating Acthitios

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTRITIES
imterest receved

INCrEass N ASENeS
Ipcrease in Famatoe olantatons
Acguistion of fred assels

increase in deferred charges

Sai= of offer jong tean investment
Proceeds from ssie of asssts

Wt Cash Used in investing Actinitios

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTAITAES
Procssds from bank oans
Proceed's from jong-tenm bank kosns
Payment of iong-term bank koans
Payment of dividend

Proceeds of dividend

Faymeant o plasmas

Payment of abiganon under finance kease

Net Cash Provided by Financing Actiitios

NET DECREASE W CASH
ON HAND AND iN BANKS

CASH ON HAND AND N BANKS AT
BEGINMING OF YEAR

CASH ON HAND AND iN BANKS AT
EMND OF YEAR

Thi Sccompanying Aoiis K &n isfegral par of
s Sosakid i Ananca’ saeme s



Laporan Arus Kas Tahun 2017

PT JAYA AGRA WATTIE Thk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
m

The onginal consolidated financil statemants incuded berein e
the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE Thik
AND ITS SUBSIDNARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended

Desember 2017 December 31, 2017
[Disajikan dalam Rupish, {Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
Catatan/
2017 Notes 20E
ARUS KAS DARI AKTIWVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan 561.049 265180 610.475.033.540 Cash recsived from cusiomers
Pembayaran kas kepada pemasok, Cash paid lo suppliers,
karyawan dan kain-lain (527.060.361 656 (415.510.784.323 employees and others
Kas dihasikan dari operasi 33968 B73.524 154.964.240 218 Cash generaded from operaions
Pembayaran beban bunga (191,053 265 B44) (145.989.181.455) Indaresd paid
Penerimaan atas pajak lebih bayar
dari kanbor pajak 3222032 393 1.267. 225 764 Recaip! of overpayment o the tax office
Pemibayaran pajak penghasilan (2.389.180.153] (244, 506.450 Income lax paid
Kas Neto Diperobeh (Digunakan wntuk) Met Cash Prowided by (Used in)
dari Aktivitas Operasi (158.231.500.180) 46.028.007.037 Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penambahan anaman belum menghasilkan (52475274 B44) ] {3B.914.884 631) Increase in immalure planfalions
Peralehan asel letap (31.528. 780 B58) 10 {258,887 816.301) Acguigition of fxed assals
Penambahan uang muka pembelian asel letap {1.130.000.000) = Addition advances for purchasas of fxed assels
Penesimaan bunga 114564 244 B3.921. 287 Inferast recaived
Hasil perjuakan asel . 10 2 730.T96.805 Procaeds from sale of assals
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi (B5.019.171.458) (66.988.182.840) Met Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTWVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan utang lain-kain 580 287 547028 14 . Proceeds of alfer payable
Pembayaran utang bark jangka parjang (258.618.230.423) 17 (B2.702.668.344) FPayment of lang-lerm bank loans
Pembayaran utang bark (78227 .000.000) 12 . FPayment fram bank loans
Peralehan utang bark jangka panjang 40,818 602 38T 17 26.409.000.000 Procaeds from lang-term bank loans
Pembayaran kepada plasma (20207 488 458) B {14.987 681.358) Paymenl fo plasma
Peralehan utang barik . 12 55.237.000.000 Proceads from bank loans
Kas Neto Diperobeh Dari ktivitas Pendanaan 242.051.630.633 3945650387 Net Cash Provided by Financing Aclivities
KEMAIKAN [PENURUNAN) HETO NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
KAS DAN BANK 800 568 B35 {16.014.525 406) ON HAND AND N BANKS
CASH ON HAND AND IN BANKS AT
KAS DAN BANK AWAL TAHUN 5988482 405 23.003.007 811 BEGINNING OF YEAR
CASH ON HAND AND IN BANKS AT
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN B.TE9.351.300 5988 482 405 END OF YEAR

Catatan tefampr merupakan bagian yang Sdak terpisahkan dari

laporan keuangan konsobdasan secan keselunihan.
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The accompanying noles form an idsgrai part of
these oo o financiai ks




Laporan Arus Kas Tahun 2018

Tha ariginal consofkidated Inancil siafements inoluosd fansin an i

the Indonesian Mnguage.
PT JAYA AGRA WATTIE TBE PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS AMAK AND TS SUBSIDNARIES
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal For The Year Ended
3 Desember 2018 December 34, 2048
[Disajikan datam Rupiah, {Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unjess oiberwise stated)
Catatan/
2018 Notes 27

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTATIES
Perenmaan kas dari pelanggan T14.070. 285 0 561.040 285 180 Cash received from cusfomers
Pembayaran kas kepada pemasok, Cash paid o suppliers

dan lain-iain {654,454 0F0.173) (432 353 BET 564) and othars
Pembayaran kepada karyawan |62 TR 613, T) {59406 524,082 Cash paid fo ampicyees
Kas dibasikan dari {digunakan unbuk} aperasi (103,186,447 BTE) A9/ ATE 524 Cash panerated from [used in) operations
Pembayaran beban bunga (207182, 384 176) (191053 208 844) interest paid
Pembayaran pajak penghasilan (150,682 2T8) {2.385.190.153) income tax paid

Penenmaan atas pajak lebin bayar

dari kantor pajak - 3222 02 250 Recaipt of averpayment from the tax office
Kas Noto Digunakan untuk Aktivitas Operasi {310,519, 374.330) (166.231.660.180) Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTAS] CASH FLOWS FROM INVESTING ACTRTIES
Dizhursaments for development of

Perambahan tanaman belum menghasikan (43 B35 265, 258) (B2ATE274.844) immafure planiations
Perolehan aset ietap (17149160, 252 L] {31,528 To0 858) Acquisiion of fivad assets
Perambahan uang muka pembelan aset ietap (1.354. 310.000) (11300000000  Addibora’ advances for purchases of fined assets
Penenmzan bunga 1304470842 114854 244 Inferest recesed
Perambahan bibitan (4. 08 @19, 190) = Cxzbor for ot I of nurseries
Pembelian saham darn non-pengendali (BN A2 TR = Acgwsidtion of shares fram nan-canfroling inferes?
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas | i (T3.396.6T6.648) [B5.019.171 458) Net Cash Used in investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTRATIES
Penermaan {pembayaran) utang lain=lan (554,283 TT2.750) 4 560287 547028  Proceeds from (payments of) other payabie - net
Pembayaran utang bank jangka panjang (1.508.679.881.412) (250 E 18220 423 Paymants of long-ferm bank ioans
Pembayaran utang bank jangka pendek {131,500, 000.000) 12 {79227 000.000) Payments of shor-ferm bank joans
Perolehan utang bank jangka panjang 2307 R 2 408 40818802 387 Proceeds from long-ferm bank ioans
Penerimaan uiang pihak benlasi 245026 634 252 = Proceeds from other payable relaled parties
Pembayaran kepada plasma (5%, 356.011.845) 7 (20207 400.453) Payment o plasma
Perolehan utang bank jangka pendek S0 0000 C0eD. (00 12 = Proceeds from shof-ferm bank joans
Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pond: 380.896.312. 803 242 081630633 Net Cash Provided by Financing Activities
MNET iINCREASE IN CASH

HKENAIKAN NETO KAS DAN BANK 5.980.161.815 B0 BER 845 ON HAND AND W BANKS
CASH ON HAND AND IN BANKS AT

KAS DAN BANK AWAL TAHUN 6. 785351300 5,088 452 405 BEGINNING OF YEAR
CASH ON HAND AND IN BANKS AT

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN A12.763.813.214 4 6.789.381.300 END OF YEAR

Catatan herlampir manpakan bagian yang Sdak torpsahian dar
laporan keuangan konsobdasian secan kesshnshan
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The accompanying nodes ko an infegral part of
these o financial




Laporan Arus Kas Tahun 2019

The ariginai vidated Snancial st nis nclucded heven ane i
fihe Indonesian language.
PT JAYA AGRA WATTIE TBK PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DN ENTITAS ANAK AND TS SUBSIDIARIES
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
Tahun ¥ang Berakhir Fada Tanggal For The Year Ended
31 Desember 2015 December 31, 2019
[Disajikan dalam Rupiah, (Expressed in Rupiah,
kocuali dimyatakan lain) uniess otherwise staded)
Catatan/
-] MNofes 2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penermaan kas dari pelanggan T 11,074 870 TA1ATE BT 290 Cagh reczived from cusiomers
Pembayaran kas kepada pemasoi, Cash pad to supphers
dan laindan ATE B 840 TES) (662899 S62.001) and affrers
Pembayaran kepada karyaswan {1E2.079. 152,00 (164671 8T8 SE0 Cash paid fo emplopsss
Kas dihasikan dari (digunakan untuk) operasi 117170041 968 (BE. 196 20028 Cazh genarafed from (used in) cparations
Pembayaran beban bunga (261457 926 22T (220 368 953 453) Inferest pad
P yaran pajak peng d (43 B BET) (160,562 278 income fax paid
Kas Noto Di kan untuk Aktivites Oporasi 138371771104 (305.715.805.983) Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Disbursemants far deveiopmeant of
Perambahan tanaman belum menghasilkan (47 A58 92T 4TH), (44 635 833 GOE) immature plantations
Perolehan ased fetap (14 449 608 880) 10 {16565 45025 Acquisibon of fced assafs
Perolehan hak gura usaha (5.315.971.600) - Acuiziion of fandrght
Perambahan uang muka pembelian aset t=tap (1.976.617.500) {1334 310.000) Adoibonal advances for purchases of fixed assals
Penerimaan bunga 174,128 402 1204 4700842 irmterest ecaived
Pemambahan bibitan (1230800380 (4048 819,190 Dushursemeris for development of nursenas
Pembelian saham dari non-pengendali . (B23E02T781)  Acguisiion of shanes from non-comimoling interest
Kas Noto Digunakan umtuk Aktivites | i [70.247 .B86. 126 (TE15.544.908) Met Cash Used in nvesting Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Perolehan utang bank jangka panjang 204 72T 030.TH2 2307 BRE 224 436 Procesds fram long-tarm bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek 35.000.000.000 (131 500.000.000) Paymants of short-tarmn bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang = [1.508 679 861.412) Payments of iong-tarm bank loans
Penerimaan utang pihak berslasi = 245 828 B34 282 Procesds from other payabis raiafed parbes
Peroleban utang bank jangka pendes = 12 S0.000.000.000 Procseds from short-tammn bank foans
Pembayaran utang sewa pembiayaan {148 152 A8 (2B0 206 438) Payments of lease kabiibas
Pembayaran utang lain-lain [&3.843.000.000) (554 503 268 302) Paymeants of athar payabie - nat
Pembayaran kepada plasma (47 913241 368 a JBECAEE 011,648 Payment io plazma
Kas Noto Diporoleh Dari Aktivitas Paond: 158,032 627 0056 385318512853 Mot Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN (FENURLUNAN) NETO MET INCREASE (DECREASE] IN CASH
KAS DAN BANK (6.557 080 225) E980.161.914 ON HAND AND iN BANKS
CASH ON HAND AND IN BANKS AT
KAS DAN BANK AWAL TAHUN 12.789.813.214 B.TAS 351300 BEGINNING OF YEAR
CASH ON HAND AND IN BANKS AT
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN END OF YEAR

6172482 089

Calalan iefamps menpakan bagian yang lidak terpesahikan dari

laporan k | SE0SFE RESEL

il 3 oo
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The accompanying nodes fomm a0 infegral par of
thase consolidated francial stalements.



Laporan Arus Kas Tahun 2020

Th owighoal o i b floanciad shad inciuaied baralo ang in
i dodlonesdan fanguage.
PT JAYA AGRA WATTIE TBK PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIHARIES
LAPORAN ARLUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
Tahun Yang Barakhir Pada Tanggal Far The Year Ended
3 Desombsor 2030 December 31, 2020
[Disajikan dalam Rupiah, {Expressed in Rupiah,
kecuali dimyatakan Lain) uniess otherwise staed)
Catatan!
2020 Mates 2018 ")
ARUS KAS DAR| AKTIVITAS OPERAS CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penenmaan kas dari pelanggan 421 352 B 800 T H1.074 870 Cash recenved from cusiomers
Pembaryaran kas kepada pemasok, Cash pad o suppliers
dan lain=kain (260 B 1. B2 B25) (B2 104 B40 TRE) and others
Pembaryaran kepada karyawan (141,348 850 815} {1E20TE. 192 095 Caszh paid io employ=es
Kas dihasikan darn {digunakan untuk) operasi 11571 868 680 T3.TET.041 908 Cash generated from (used in) operations
Pembaryaran beban bunga (250024, 772 822) (281 407 928 227T) Inferesf paid
Pembaryaran pajak penghasilan - (43 BAE BEY income fax paid
Kas Meto Digunakan untuk Aktivitas Operasi [247.852.813.862) (1TT.B14.771.104) Net Cash Used in Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTAS CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembaryaran kepada plasma (39504, 349 0035) (47 813241 368) Payments fo plasma
. C¥sbursements for development of
Penamibahan tanaman belum menghasikan (19.576 B34 9%}  9.¥3a (47 458 2T ATH) immnature plantabons
Percdeban ased ietap (11.376. 589 850) 10 (14445 B8 B50) Acquistion of fxed assafs
Peroletan hak guna usaha . (531897 1.600) Acgeisihan of landright
Penamibahan bibitan |21, 758.348) (1220800 350) Dishursaments for deveicpmeant of nurseres
Penenmaan bunga 105.489.210 174120482 interest mosived
increase in advances for the puwchase of
Penamibahan uang muka pembelian aset t=lap - {1978 617 500 fiwed asseds
Kas Meto Digunakan untuk Aktivitas investasi (T0.5974.112.6485) (118.161.127 482 Net Cash Used in Investing Activitics
ARUS KAS DAR| AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penenmaan utang pihak berelasi F35.100.000.000 = FProceeds from raiated pardy Joan
Parolehan wiang bank jangka panjang 8670455 282 4 TET000.782 Proceeds from lang-ferm bank loans
Pembaryaran utang bank jangka pendek - 35.000.000.000 Payments af shorf-term bank loans
Penenmaan |pembayaran) utang lain-lain {15 00, 000 000 19.800.000.000 Proceeds (payments) of olfer payable - naf
Pembayaran utang sewa pembiayaan (133318 T68) (148 162 361 Payments of finance ease iabites
Kas Meto Dipercieh Dari Aktivitas P A20.837.176.486 A ATAAEAIT Met Cash Provided by Financing Activities:
HENAIKAN (PENURLINAN) NETD MNET INCREASE (DECREAZE) IN CASH
HAS DAN BANK 2.210.248 979 [6.557 030.228) O HAND AND IN BANKS
CASH ON HAND AND IN BANKS AT
HAS DAN BANK AWAL TAHUK 6.172.402 089 12.TES 513214 BEGINNING OF YEAR
CASH ON HAND AND IN BANKS AT
KAS DAN BAMK AKMIR TAHUN B.2E2 711 968 4 6172402 989 END OF YEAR

*) Direklasifikasi. Lihat Catatan 37.

Catatan terlampir mesupakan bagian yang tidak terpisahkan dan

laporan keuangan kansolidasian secara keseluruban.
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*) Az reclassifag. See fods 37

The accompanpng nofes form an integral part of
these consolidaled firancial stalements.



Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2016

Dewan Komisaris dan Direksi
Komisaris Utama

Komisaris

Komisaris Independen

Direktur Utama
Direktur

Direktur Independen

Komite Audit
Ketua
Anggota

2016 dan/and 2015

Boards of Commissioners and

Seetikno Soedarjo
Soedarniati Harnyoto Sudrajat
Ratna Widjaja

Harijadi Soedarjo
Bambang Sugianto |brahim
Andi Hariyanto
Rohadi
Marcellinus Hendro Restanto
Sudarmanto

Ratna Widjaja
Yeti Suhandi
Nia Budhiyanti

Directors
President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner

President Director
Directors

Independent Director

Audit Committee
Chairman
Members

Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2017

2017 2016

Dewan Komisaris

dan Direksi
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Direktur Utama

Bambang Sugianto lbrahim
Soedarniati Harnyoto
Ratna Widjaja

Harijadi Soedarjo

Soetikno Soedarjo
Soedamiati Harnyoto
Ratna Widjaja

Harijadi Soedarjo

Direktur Harli Wijayadi Bambang Sugianto Ibrahim
Muhadi Andi Hariyanto
Rohadi Rohadi
Marcellinus Hendro
Direktur Independen Sudarmanto Sudarmanto
Komite Audit
Ketua Ratna Widjaja Ratna Widjaja
Anggota Yeti Suhandi Yeti Suhandi
Nia Budhiyanti Nia Budhiyanti

Boards of Commissioners
and Directors

President Commissioner

Commissioner

Independent

President Director
Directors

Independent Director

Audit Committee
Chairman
Members

Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2018

Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

Direktur Utama
Direktur

Direktur Independen

Komite Audit
Ketua
Anggota

2018 dan/and 2017

Bambang Sugianto |brahim
Soedariati Hamyoto Sudrajat
Ratna Widjaja
Harijadi Soedarjo
Harli Wijayadi
Muhadi
Rohadi

Sudarmanto

Ratna Widjaja
Yeti Suhandi
Nia Budhiyanti
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Boards of Commissioners
and Directors

President Commissioner

Commissioner

Independent

President Direcfor
Directors

Independent Director

Audit Committee
Chairman
Members



Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2019

2019 2018
Dewan Komisaris Boards of Commissioners
dan Direksi and Directors

Komisaris Utama Rohadi Bambang Sugianto Ibrahim President Commissioner
Komisaris Muhadi Soedamiati Harnyoto Commissioner
Komisaris Independen Ratna Widjaja Ratna Widjaja Independent Ci issioner
Direktur Utama Harijadi Soedarjo Harijadi Soedarjo President Director
Direktur Harli Wijayadi Harli Wijayadi Directors

Ryan Nurfitriandy Muhadi

Rohadi
Direktur Independen - Sudarmanto Independent Director
Komite Audit Audit Committee
Ketua Ratna Widjaja Ratna Widjaja Chairman
Anggota Yeti Suhandi Yeti Suhandi Members

Nia Budhiyanti Nia Budhiyanti

Komisaris Independen dalam Laporan Keuangan Tahun 2020

2020 2019
Dewan Komisaris Boards of Commissioners
dan Direksi and Directors
Homisaris LHama Rohadi Riohadi Prasidant Commissiona:
Homisaris Muhadi Muhadi Commissionear
Komisaris Independen Coonnie Terasianti H. Ralna Widiaja Indapandant Commissionas
Direktur LHama Harijadi Soedarjo Harfadi Soedarjo Prasidant Direcior
Direrktur Harli ‘Wijayadi Harli Wiayadi Direclors
Ryan Nurfitriandy Ryan Murfitriandy
Komite Audit Auvdit Commitfee
Hetua Cionnie Terasiant H. Ratna Widjaja Chairmarn
Anggota Hamdi Effandi Yeli Subandi Members
Jap. Budi Yarfan 5. Nia Budhiyanti
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Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016

PT JAYA AGRA WATTIE Thk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KONSOLIDASIAN

Tanggal 31 Desember 2016 dan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

The anginal insncisl slademants includad hergin ans in

the Indonesian Mnguage.

PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2016 and
For The Year Then Ended

(Disajikan dalam Rupiah, (Expressed in Rupiah,
kecuall dinyatakan lain) unless otherwise stated)
19. MODAL SAHAM 19. CAPITAL STOCK
2016
Todal Persentase Total Modal
Saham/ Kepemilikan/ Disetor!
Number Parceniage Tatal Paid-in
Nama Pemegang Saham of Shares of Ownership Capital Name of Sfockhoider
PT Sinar Kasih Abadi 2.661.438.000 70,51% 266.143.800.000 PT Sinar Kasih Abadi
Tn. Harfiadi Soedarjo 13.560.000 0,36% 1.358.000.000 Mr. Harjjadi Soadargo
Tn. Bambang Sugianto lbrahim 2.500.000 0,07% 250.000.000 Mr. Bambanyg Sugianto (brahim
Tn. Andi Hariyanta 800.000 0,02% £0.000.000 Mr. Andf Hariyanto
Tn. Marcelinus Hendra Restanto 237500 0,01% 23.750.000 Mr. Marcaliinus Handra Resfanto
Tn. Rohadi 132500 0,00% 13.250.000 Mr. Rohadi
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%} 1.096.017 500 29,03% 109.601.750.000 Public (each below 5%)
Total 3.774.685.500 100,00% 377.468.550.000 Total
2015
Tatal Persentase Total Modal
‘Saham/ Kepemilikan/ Disstor’
Number Percentage Total Paid-in
Mama Pemegang Saham of Shares of Ownership Capital Namea of Stockholdar
PT Sinar Kasih Abadi 2.661.438.000 T0,51% 266.143.800.000 PT Sinar Kasih Abad
RBC (Asia) Lid-Client A/C 191.465.900 507% 19.146.590_000 RBC {Azis) Ltg-Client A'C
Tn. Harijadi Soadarjo 13.560.000 0,38% 1.356.000_000 Mr. Harnjjadi Soedano
Tn. Bambang Sugianto |brahim 2.500.000 0,07% 250000000 Mr. Bambang Sugianio brahim
Tn. Andi Hariyenio 800000 0,02% 80.000.000 Mr. Andi Hariyanfo
Tn. Marcefinus Hendra Restanto 237 500 0,01% 23750000  Mr. Marceilinus Hendra Resfanto
Tn. Rohadi 132,500 0,00% 13.250.000 Mr. Rohadi
Masyarakat (masing-masing
dibewah 5%) 904551600 23,06% 90.455.160.000 Pubiic (each below 5%)
Tatal 1.774.685.500 100,00% ITT.468.550.000 Total
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Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2017

The original consofidated financial sfaterments included herein ara in
the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE Thk PT JAYA AGRA WATTIE Tbk
DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2017 dan As of December 31, 2017 and
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut For The Year Then Ended
(Disajikan dalam Rupiah, (Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
19. MODAL SAHAM 19. CAPITAL STOCK
2017
Total Persentase Total modal
saham/ kepemilikan/ disetor/
Number Percentage Total paid-in
MNama pemegang saham of shares of ownership capital Name of stockholders
PT Sarana Agro Investama 3.280.244 585 86.90% 328.024.458.500 PT Sarana Agro Investama
Tn. Harijadi Soedarjo 13.560.000 0,36% 1.356.000.000 Tn. Harjadi Soedarjo
Tn. Rohadi 132.500 0,00% 13.250.000 Tn. Rohadi
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 480.748.415 12,74% 48.074.841.500 Public (each below 5%)
Total 3.774.685.500 100,00% 377.468.550.000 Total
2016
Total Persentase Total modal
saham/ kepemilikan/ disetor/
Number Percentage Total paid-in
MNama pemegang saham of shares of ownership capital Name of stockholders
PT Sinar Kasih Abadi 2.661.438.000 70,51% 266.143.800.000 PT Sinar Kasih Abadi
Tn. Harijadi Soedarjo 13.560.000 0.36% 1.356.000.000 Mr. Harjjadi Soedarjo
Tn. Bambang Sugianto lbrahim 2.500.000 0,07% 250.000.000 Mr. Bambang Sugianto lbrahim
Tn. Andi Hariyanto 800.000 0,02% 80.000.000 Mr. Andi Hariyanto
Tn. Marcellinus Hendra Restanto 237.500 0,01% 23.750.000 Mr. Marcellinus Hendra Restanto
Tn. Rohadi 132.500 0,00% 13.250.000 Mr. Rohadi
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 1.096.017.500 29,03% 109.601.750.000 Fublic (each below 5%)
Total 3.774.665.500 100,00% 377.468.550.000 Total
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Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018

The original consolidated financial stafements included herein are in
the Indonesian languags.

PT JAYA AGRA WATTIE TBK PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2018 dan As of December 31, 2018 and
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut For The Year Then Ended
(Disajikan dalam Rupiah, (Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
18. MODAL SAHAM 18. CAPITAL STOCK

2018 dan/and 2017

Total Persentase Total maodal
saham/ kepemilikan/ disetor/
Number Percentage Total paid-in
Nama pemegang saham of shares of ownership capital Name of stockholders
PT Sarana Agro Investama 3.2B0.244 585 86.90% 328.024.458.500 PT Sarana Agro Investama
Harijadi Soedarjo 13.560.000 0,36% 1.356.000.000 Harjadi Soedarjo
Rohadi 132.500 0,00% 13.250.000 Rohadi
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 480.748.415 12,74% 48.074.841.500 Public (each below 5%)
Total 3.774.685.500 100,00% 377.468.550.000 Total

Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019

The original fict financial inciuded herein are in
the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE TBK PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAK AND ITS SUBSIDIARIES
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE CONSOLIDATED
KONSOLIDASIAN FINANCIAL STATEMENTS
Tanggal 31 Desember 2019 dan As of December 31, 2019 and
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut For The Year Then Ended
(Disajikan dalam Rupiah, (Expressed in Rupiah,
kecuali dinyatakan lain) unless otherwise stated)
18. MODAL SAHAM 18. CAPITAL STOCK
2019
Total Persentase Total modal
saham/ kepemilikan/ disetor/
Number Percentage Total paid-in
Nama pemegang saham of shares of ownership capital Name of stockholders
PT Sarana Agro Investama 3.019.748.385 80,00% 301.974.838.500 PT Sarana Agro Investama
Harijadi Soedarjo 13.560.000 0,36% 1.356.000.000 Harijadi Soedarjo
Rohadi 132.500 0,00% 13.250.000 Rohadi
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 741.244 615 19,64% 74.124.461.500 Public (each below 5%)
Total 3.774.685.500 100,00% 377.468.550.000 Total
2018
Total Persentase Total modal
saham/ kepemilikan/ disetor/
Number Percentage Total paid-in
Nama pemegang saham of shares of ownership capital Name of stockholders
PT Sarana Agro Investama 3.280.244.585 86,90% 328.024.458.500 PT Sarana Agro Investama
Harijadi Soedarjo 13.560.000 0,36% 1.356.000.000 Harijadi Soedarjo
Rohadi 132.500 0,00% 13.250.000 Rohadi
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 480.748.415 12,74% 48.074.841.500 Public (each below 5%)
Total 3.774.685.500 100,00% 377.468.550.000 Total

28



Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020 Serta Untuk

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

sded harein are in

The onginal fi

the Indonesian language.

PT JAYA AGRA WATTIE TBK
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2020 and
For The Year Then Ended

(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

18.

MODAL SAHAM 18. CAPITAL STOCK
2020
Total Persentase Total modal
saham/ kepemiikan/ disetor!
Number Percentage Total paid-in
Nama pemegang saham of shares of ownership capital Name of stockholders
PT Sarana Agro Investama 3.010.748.385 79,099% 301.974.838.500 PT Sarana Agro Investama
Rohadi 132.500 0,004% 13.250.000 Rohadi
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 754.804.615 19.897% 75.480.461.500 Public (sach below 5%)
Toml e TASSS500  100,000%  STTM855000 Towl
2018
Total Persentase Total modal
saham/ kepemiiikan/ disetor/
Number Percentage Total paid-in
Nama pemegang saham of shares of ownership capital Name of stockholders
PT Sarana Agro Investama 3.019.748.385 80,00% 301.974.838.500 PT Sarana Agro Investama
Harijadi Soedarjo 13.560.000 0.36% 1.356.000.000 Hanjadl Scedano
Rohadi 132.500 0.00% 13.250.000 Rohadi
Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 741.244.615 10.64% 74.124 461.500 Public (each below 5%)
Total 3.774.685.500 100,00% 377.468.550.000 Total
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Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan

No. | Kode | Nama Perusahaan
Pertanian (Agriculture)

1. | AALI Astra Agro Lestari Tbk.

2. | ANJT Austindo Nusantara Jaya Thk.

3. BISI BISI International Tbk.

4. BWPT Eagle High Plantations Thk.

5. DSFI Dharma Samudera Fishing Indust
6. | DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk.

7. GZCO Gozco Plantations Thk.

8. | JAWA Jaya Agra Wattie Thk.

9. LSIP PP London Sumatra Indonesia Th
10. | PALM Provident Agro Tbk.

11. | SGRO Sampoerna Agro Thk.

12. | SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk.

13. | SMAR Smart Thk.

14. | SSMS Sawit Sumbermas Sarana Thk.
15. | UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tb

Pertambangan (Mining)

16. | ADRO Adaro Energy Tbk.

17. | ANTM Aneka Tambang Thbk.

18. | APEX Apexindo Pratama Duta Tbk.
19. | ARTI Ratu Prabu Energi Tbk

20. | BRMS Bumi Resources Minerals Thk.
21. | BSSR Baramulti Suksessarana Tbk.
22. | BYAN Bayan Resources Thk.

23. | CITA Cita Mineral Investindo Tbk.
24. | CTTH Citatah Thk.

25. | DOID Delta Dunia Makmur Tbk.

26. | DSSA Dian Swastatika Sentosa Thk
27. | ELSA Elnusa Thk.

28. | ENRG Energi Mega Persada Tbk.

29. | GEMS Golden Energy Mines Thbk.
30. | HRUM Harum Energy Tbk.

31. | INCO Vale Indonesia Tbk.

32. | INDY Indika Energy Tbk.

33. | ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk.
34. | KKGI Resource Alam Indonesia Thk
35. | MBAP Mitrabara Adiperdana Thk.
36. | MDKA Merdeka Copper Gold Thk.
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Sampel Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan

No. Kode Nama Perusahaan
37. | MEDC Medco Energi Internasional Tbk
38. | MTFN Capitalinc Investment Tbk.
39. | MYOH Samindo Resources Tbk.
40. | PTRO Petrosea Thk.
41. | RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk.
42. | SMRU SMR Utama Tbk.
43. | TOBA TBS Energi Utama Thk.
Data Hasil Perhitungan Proporsi Komisaris Independen
Proporsi Komisaris Independen
No. | Kode  ™2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | M
Pertanian (Agriculture)
1 | AALI 0.400 0.400 0.500 0.500 0.600 | 0.480
2 ANJT 0.250 0.250 0.250 0.286 0.286 | 0.264
3 BISI 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 | 0.333
4 BWPT 0.500 0.400 0.400 0.500 0.333 | 0.427
5 DSFI 0.500 0.500 0.500 0.400 0.400 | 0.460
6 DSNG 0.375 0.300 0.333 0.333 0.333 | 0.335
7 GZCO 0.250 0.333 0.250 0.333 0.333 | 0.300
8 | JAWA 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 | 0.333
9 LSIP 0.333 0.333 0.333 0.400 0.400 | 0.360
10 | PALM 0.500 0.400 0.400 0.400 0.333 | 0.407
11 | SGRO 0.333 0.333 0.333 0.333 0.500 | 0.367
12 | SIMP 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 | 0.333
13 | SMAR 0.500 0.500 0.429 0.429 0.429 | 0.457
14 | SSMS 0.333 0.333 0.250 0.250 0.250 | 0.283
15 | UNSP 0.500 0.400 0.400 0.400 0.400 | 0.420
Pertambangan (Mining)
16 | ADRO 0.400 0.400 0.250 0.400 0.400 | 0.370
17 | ANTM 0.333 0.333 0.400 0.333 0.333 | 0.347
18 | APEX 0.667 0.333 0.333 0.333 0.333 | 0.400
19 | ARTI 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 | 0.500
20 | BRMS 0.333 0.667 0.667 0.667 0.333 | 0.533
21 | BSSR 0.375 0.500 0.375 0.375 0.375 | 0.400
22 BYAN 0.400 0.400 0.333 0.400 0.400 | 0.387
23 | CITA 0.333 0.333 0.333 0.400 0.500 | 0.380
24 | CTTH 0.333 0.500 0.500 0.500 0.333 | 0.433
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Data Hasil Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen

No. | Kode  ™5o16 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Mean
25 | DOID 0.571 0.667 0.571 0.571 0.571 | 0.590
26 | DSSA 0.500 0.500 0.500 0.600 0.600 | 0.540
27 | ELSA 0.400 0.400 0.400 0.400 0.500 | 0.420
28 | ENRG 0.500 0.500 0.400 0.600 0.600 | 0.520
29 | GEMS 0.500 0.500 0.500 0.500 0.400 | 0.480
30 | HRUM 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 | 0.333
31 | INCO 0.300 0.300 0.333 0.200 0.300 | 0.287
32 INDY 0.500 0.500 0.400 0.400 0.400 | 0.440
33 | ITMG 0.400 0.286 0.400 0.500 0.429 | 0.403
34 | KKGI 0.400 0.400 0.400 0.333 0.400 | 0.387
35 | MBAP 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 | 0.333
36 | MDKA 0.500 0.500 0.333 0.333 0.333 | 0.400
37 | MEDC 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 | 0.400
38 MTEN 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 | 0.500
39 | MYOH 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 | 0.333
40 | PTRO 0.400 0.400 0.400 0.400 0.400 | 0.400
41 RUIS 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 | 0.333
42 | SMRU 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 | 0.500
43 | TOBA 0.667 0.400 0.400 0.667 0.667 | 0.560

Max 0.667 0.667 0.667 0.667 0.667 | 0.590

Min 0.250 0.250 0.250 0.200 0.250 | 0.264

Mean 0.324 0.319 0.306 0.322 0.317 | 0.318

Data Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Institusional
No. | Kode o016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Me&
Pertanian (Agriculture)

1 AALI 0.797 0.797 0.797 0.797 0.797 | 0.797
2 ANJT 0.817 0.817 0.817 0.817 0.817 | 0.817
3 BISI 0.541 0.541 0.541 0.541 0.541| 0.541
4 BWPT 0.691 0.746 0.747 0.747 0.747 | 0.736
5 DSFI 0.740 0.740 0.740 0.693 0.693| 0.721
6 DSNG 0.550 0.559 0.559 0.560 0.560 | 0.557
7 GZCO 0.626 0.284 0.284 0.284 0.284 | 0.352
8 JAWA 0.705 0.869 0.869 0.800 0.800 | 0.809
9 LSIP 0.596 0.596 0.596 0.596 0.596 | 0.596
10 | PALM 0.883 0.890 0.890 0.890 0.890 | 0.889
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Data Hasil Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional

No. | Kode o016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Mean
11 | SGRO 0.728 0.727 0.725 0.725 0.670 | 0.715
12 SIMP 0.785 0.785 0.785 0.785 0.785| 0.785
13 | SMAR 0.972 0.924 0.924 0.924 0.924 | 0.934
14 | SSMS 0.674 0.666 0.640 0.658 0.682 | 0.664
15 | UNSP 0.031 0.031 0.264 0.173 0.186 | 0.137
Pertambangan (Mining)
16 | ADRO 0.439 0.439 0.439 0.439 0.439 | 0.439
17 | ANTM 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650 | 0.650
18 | APEX 0.840 0.821 0.829 0.840 0.870 | 0.840
19 | ARTI 0.654 0.447 0.447 0.447 0.424 | 0.484
20 BRMS 0.945 0.807 0.798 0.877 0.887 | 0.863
21 | BSSR 0.907 0.907 0.907 0.907 0.907 | 0.907
22 BYAN 0.300 0.300 0.300 0.300 0.300 | 0.300
23 CITA 0.968 0.974 0.974 0.973 0.977 | 0.973
24 | CTTH 0.519 0.522 0.464 0.528 0.530 | 0.513
25 DOID 0.392 0.382 0.379 0.379 0.379 | 0.382
26 | DSSA 0.599 0.599 0.599 0.599 0.599 | 0.599
27 | ELSA 0.560 0.560 0.560 0.560| 0.560 | 0.560
28 ENRG 0.319 0.146 0.438 0.438 0.399 | 0.348
29 | GEMS 0.970 0.970 0.970 0.970 0.970 | 0.970
30 | HRUM 0.755 0.779 0.781 0.834 0.799 | 0.789
31 INCO 0.795 0.795 0.795 0.795 0.795| 0.795
32 INDY 0.687 0.684 0.684 0.684 0.684 | 0.685
33 ITMG 0.651 0.651 0.651 0.651 0.651 | 0.651
34 KKGI 0.649 0.649 0.649 0.649 0.649 | 0.649
35 MBAP 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 | 0.900
36 | MDKA 0.757 0.610 0.514 0.456 0.434 | 0.554
37 MEDC 0.808 0.724 0.720 0.716 0.732 | 0.740
38 | MTFN 0.515 0.396 0.448 0.448 0.396 | 0.441
39 | MYOH 0.636 0.636 0.590 0.590| 0.590 | 0.608
40 PTRO 0.698 0.698 0.698 0.698 0.698 | 0.698
41 RUIS 0.280 0.322 0.380 0.382 0.382 | 0.349
42 | SMRU 0.490 0.501 0.589 0.589 0.604 | 0.555
43 | TOBA 0.931 0.933 0.933 0.933 0.933| 0.932
Max 0.972 0.974 0.974 0.973 0.977 | 0.973
Min 0.031 0.031 0.264 0.173 0.186 | 0.137
Mean 0.523 0.505 0.514 0.513 0.511| 0.513
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Data Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan
No. Kode 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Mean
Pertanian (Agriculture)
1 AALI 30.818 | 30.847 | 30.922 | 30.926 | 30.955 | 30.894
ANJT 29.591 | 29.666 | 29.798 | 29.793 | 29.824 | 29.734
3 BISI 28.513 | 28.595 | 28.648 | 28.710 | 28.701 | 28.633
4 BWPT 30.419 | 30.403 | 30.414 | 30.391 | 30.343 | 30.394
5 DSFI 26.518 | 26.624 | 26.727 | 26.693 | 26.647 | 26.642
6 DSNG 29.733 | 29.752 | 30.094 | 30.084 | 30.281 | 29.989
7 GZCO 28.897 | 28.889 | 28.699 | 28.297 | 28.393 | 28.635
8 JAWA 28.822 | 28.829 | 28.867 | 28.881 | 28.882 | 28.856
9 LSIP 29.878 | 29.908 | 29.937 | 29.956 | 30.022 | 29.940
10 PALM 28.982 | 28.678 | 28.320 | 28.477 | 29.028 | 28.697
11 SGRO 29.751 | 29.745| 29.830 | 29.879 | 29.908 | 29.823
12 SIMP 31.113 | 31.140 | 31.177 | 31.184 | 31.198 | 31.162
13 SMAR 30.895 | 30.931 | 31.009 | 30.956 | 31.187 | 30.996
14 SSMS 29.600 | 29.895| 30.055| 30.103 | 30.179 | 29.966
15 UNSP 30.319 | 30.262 | 30.224 | 29.759 | 29.656 | 30.044
Pertambangan (Mining)
16 ADRO 32.110 | 32.154 | 32.259 | 32.239 | 32.130 | 32.178
17 ANTM 31.032 | 31.033 | 31.137 | 31.039 | 31.088 | 31.066
18 APEX 29.847 | 29.689 | 29.639 | 29.572 | 29.188 | 29.587
19 ARTI 28.593 | 28.550 | 28.621 | 28.211 | 27.472 | 28.289
20 BRMS 30.308 | 30.092 | 29.935| 29.924 | 29.745| 30.001
21 BSSR 28.536 | 28.677 | 28.898 | 28.880 | 28.943 | 28.787
22 BYAN 30.036 | 30.119 | 30.444 | 30.508 | 30.760 | 30.374
23 CITA 28.634 | 28.616 | 28.815| 28.982 | 29.050 | 28.820
24 CTTH 27.146 | 27.275| 27.324 | 27.333 | 27.265 | 27.269
25 DOID 30.109 | 30.179 | 30.474 | 30.429 | 30.250 | 30.288
26 DSSA 31.093 | 31.297 | 31.510| 31.604 | 31.355| 31.372
27 ELSA 29.064 | 29.211 | 29.364 | 29.549 | 29.654 | 29.368
28 ENRG 30.295 | 29.958 | 29.991 | 29.876 | 30.109 | 30.046
29 GEMS 29.317 | 29.711 | 29.948 | 30.016 | 30.071 | 29.812
30 HRUM 29.407 | 29.513 | 29.531 | 29.485 | 29.595 | 29.506
31 INCO 31.031 | 31.023 | 31.088 | 31.061 | 31.112 | 31.063
32 INDY 30.534 | 31.224 | 31.234| 28.916 | 31.185| 30.619
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Data Hasil Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan
No. Kode 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Ve
33 ITMG 30.419 | 30.544 | 30.670 | 30.453 | 30.425 | 30.502
34 KKGI 27913 | 27.984 | 28.161 | 28.194 | 28.058 | 28.062
35 MBAP 28.078 | 28.410 | 28.552 | 28.615 | 28.574 | 28.446
36 MDKA 29.045 | 29.243 | 30.079 | 30.212 | 30.217 | 29.759
37 MEDC 31.515| 31.876 | 31.963 | 32.055| 32.051 | 31.892
38 MTFN 26.454 | 27.371| 27.750 | 27.428 | 27.309 | 27.262
39 MYOH 28.313 | 28.243 | 28.416 | 28.432 | 28.388 | 28.358
40 PTRO 29.290 | 29.409 | 29.704 | 29.668 | 29.642 | 29.543
41 RUIS 27.610 | 27590 | 27.621 | 27.855 | 27.928 | 27.721
42 SMRU 28.517 | 28.339 | 28.277 | 28.147 | 27.885 | 28.233
43 TOBA 28.888 | 29.183 | 29.614 | 30.083 | 30.019 | 29.557
Max 32.110 | 32.154 | 32.259 | 32.239 | 32.130| 32.178
Min 26.454 | 26.624 | 26.727 | 26.693 | 26.647 | 26.642
Mean 23.036 | 23.103 | 23.195| 23.143 | 23.176 | 23.131
Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)
Penghindaran Pajak (ETR)
No. Kode 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Mea"
Pertanian (Agriculture
1 AALI 0.043 | 0.281 0.311 0.631 | 0.389 0.331
2 ANJT 0.525| 0.352 1.074 1.610 | 0.853 0.883
3 BISI 0.260 | 0.223 0.201 0.242 | 0.245 0.234
4 BWPT -0.164 | -0.131 0.165 0.192 | 0.036 0.020
5 DSFI 0.253 | 0.263 0.247 0.233 | 0.161 0.231
6 DSNG 0.253 | 0.291 0.293 0.364 | 0.312 0.303
7 GZCO 0.029 | 0.196 0.159 0.063| 0.178 0.125
8 JAWA -0.012 | 0.147 0.014 0.108 | 0.039 0.059
9 LSIP 0.239 | 0.241 0.210 0.284 | 0.189 0.233
10 PALM 0.126 | 0.096 | -0.286 0.012 | -0.003 | -0.011
11 SGRO -0.722 | 0.370 0.555 0.770 | 2.909 0.777
12 SIMP 0.563 | 0.417 1.861 | -2.257 | 0.666 0.250
13 SMAR -0.817 | 0.018 0.148 0.229 | 0.262| -0.032
14 SSMS 0.302 | 0.277 0.745 0.922 | 0.354 0.520
15 UNSP -0.888 | -0.299 0.058 | -0.017 | -0.201| -0.270
Pertambangan (Mining)
16 ADRO 0.377 | 0.423 0.418 0.340 | 0.287 0.369
17 ANTM 0.727 | 0.700 0.309 0.718 | 0.300 0.551
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Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak (ETR)
No. Kode 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | M
18 APEX 0.232 | 0.045 0.055 0.270 | -0.014 0.118
19 ARTI -3.527 | 0.121 0.283 0.000 | -0.038 | -0.632
20 BRMS 0.110 | -0.436 0.000 | -0.029 | 0.708 0.071
21 BSSR 0.230 | 0.259 0.260 0.263 | 0.253 0.253
22 BYAN 0.389 | 0.195 0.247 0.248 | 0.193 0.255
23 CITA 0.003 | -0.014 0.088 0.225 | 0.228 0.106
24 CTTH 0.220 | 0.321 0.443 0.033 | -0.119 0.179
25 DOID 0.389 | 0.461 0.299 0.413 | 0.038 0.320
26 DSSA 0.337 | 0.330 0.379 0.461 | -9.685 | -1.636
27 ELSA 0.244 | 0.232 0.215 0.236 | 0.278 0.241
28 ENRG -0.083 | 0.839 1.654 0.723 | 0.461 0.719
29 GEMS 0.007 | 0.282 0.258 0.335 | 0.246 0.226
30 HRUM 0.388 | 0.237 0.166 0.215 | 0.060 0.213
31 INCO 0.631 | 0.337 0.268 0.356 | 0.209 0.360
32 INDY 0.094 | -0.072 0.631 0.908 | -0.043 0.304
33 ITMG 0.319 | 0.302 0.296 0.320 | 0.479 0.343
34 KKGI 0.346 | 0.316 0.575 0.326 | 0.073 0.327
35 MBAP 0.250 | 0.255 0.256 0.272 | 0.265 0.260
36 MDKA 0.572| 0.316 0.333 0.362 | 0.486 0.414
37 MEDC 0.241 | 0.473 0.921 1.113 | -0.736 0.403
38 MTFN -0.001 | 0.201 0.258 0.307 | -0.189 0.115
39 MYOH 0.278 | 0.277 0.254 0.253 | 0.223 0.257
40 PTRO -0.110 | 0.230 0.329 0.228 | 0.085 0.152
41 RUIS 0.525 | 0.462 0.393 0.347 | 0.427 0.431
42 SMRU 0.071 | 3.443 0.163 | -0.013| 0.060 0.745
43 TOBA 0.439 | 0.313 0.300 0.304 | 0.149 0.301
Max 0.727 | 3.443 1.861 1.610 | 2.909 0.883
Min -3.527 | -0.436 | -0.286 | -2.257 | -9.685| -1.636
Mean 0.067 | 0.247 0.287 0.235] 0.020 0.171
Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)
Penghindaran Pajak (CETR)
No. Kode 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | “e"
Pertanian (Agriculture

1 AALI 0.361 | 0.318 0.494 0.353 | -0.383| 0.229
2 ANJT 0.735 | 0.159 3.948 1.094 0.349 | 1.257
3 BISI 0.220 | 0.255 0.248 0.325 0.319 | 0.274
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Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak (CETR)

No. Kode 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2000 | Mean
4 BWPT -0.221 | -0.303| -0.128 | -0.011| -0.001 | -0.133
5 DSFI 0.519 | 0.316 0.433 0.283 0.000 | 0.310
6 DSNG 0.493 | 0.148 0.497 1.107 0.154 | 0.480
7 GZCO -0.012 | -0.060| 0.000 | -0.008 0.250 | 0.034
8 JAWA -0.001 | -0.010 0.000 0.000 0.000 | -0.002
9 LSIP 0.164 | 0.269 0.487 0.134 0.085| 0.228
10 PALM 0.025| 0594 | -0.116| -0.174 0.000 | 0.066
11 SGRO 0.729 | 0.252 1.307 0.611 0.357 | 0.651
12 SIMP 0.349 | 0.578 2.719 | -1.561 0.222 | 0.461
13 SMAR 0.258 | 0.230 0.420 0.162 0.073 | 0.229
14 SSMS 0.217 | 0.274 1.210 1.913 0.269 | 0.777
15 UNSP -0.625 | -0.094| -0.020 | -0.005| -0.009 | -0.151

Pertambangan (Mining)

16 ADRO 0.284 | 0.555 0.496 0.466 0.811 | 0.522
17 ANTM 0.421| 0.431 0.436 1.069 0.204 | 0.512
18 APEX -0.124 | -0.020 | -0.023 0.025 0.009 | -0.026
19 ARTI -5.051 | 1.729 0.387 | -0.002 | -0.001| -0.588
20 BRMS -0.017 | -0.023 | -0.103 0.275 0.034 | 0.033

21 BSSR 0.562 | 0.221 0.424 0.605 0.174 | 0.397

22 BYAN 1.152 | 0.101 0.219 0.683 0.141 | 0.459

23 CITA 0.165| 0.143 0.045 0.546 0.718 | 0.323

24 CTTH 0.239 | 1.003 0.410 | -0.026 | -0.031| 0.319

25 DOID 0.340 | 0.461 0.344 0.793 0.756 | 0.539

26 DSSA 0.085| 0.121 0.389 0.379 | -5.222 | -0.850

27 ELSA 0.364 | 0.430 0.610 0.502 0.744 | 0.530

28 ENRG -0.096 | 1.464 3.968 0.521 0.567 | 1.285

29 GEMS 0.100 | 0.108 0.521 0.421 0.168 | 0.263

30 HRUM 0.047| 0.189| 0578 0.574| 0.059| 0.290

31 INCO 6.550 | -0.650 0.440 0.792 0.403 | 1.507

32 INDY -0.215| 0.163 1.028 4264 | -1.295| 0.789

33 ITMG 0.339 | 0.165 0.297 0.599 0.864 | 0.453

34 KKGI 0.208 | 0.314 4,290 0.062 | -0.175| 0.940

35 MBAP 0.382| 0.290| 0.365| 0.213 0.065 | 0.263

36 MDKA -0.872 | 0.000 0.334 0.474 0.638 | 0.115

37 MEDC 0.090 | 0.565 0.849 1176 | -1.472| 0.242

38 MTEN 0.000 | 2.263 0.431 0.012 | -0.128 | 0.516

39 MYOH 0.325| 0.434 0.202 0.292 0.230 | 0.297
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Data Hasil Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak (CETR)

No. Kode 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2000 | Mean
40 PTRO -0.553 | 0.180| 0.091| 0.319 0.425 | 0.092
41 RUIS 0.426 | 0.611 0.377 0.395 0.423 | 0.447
42 SMRU 0.200 | 2.620| 0.935| -0.036 0.173 | 0.778
43 TOBA 0503 | 0.219| 0.278| 0.280 0.147 | 0.285
Max 6.550 | 2.620 | 4.290| 4.264| 0.864| 1.507
Min -5.0561 | -0.650 | -0.128 | -1.561| -5.222 | -0.850
Mean 0.165| 0.309| 0.548| 0.362 0.020 | 0.281
Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen
Kode Tahun _ P_ropor5| Komisaris Independen _ Kl
Komisaris Independen Dewan Komisaris

2016 2 5 0.400
2017 2 5 0.400
AALI 2018 2 4 0.500
2019 2 4 0.500
2020 3 5 0.600
2016 2 8 0.250
2017 2 8 0.250
ANJT 2018 2 8 0.250
2019 2 7 0.286
2020 2 7 0.286
2016 1 3 0.333
2017 1 3 0.333
BISI 2018 1 3 0.333
2019 1 3 0.333
2020 1 3 0.333
2016 2 4 0.500
2017 2 5 0.400
BWPT 2018 2 5 0.400
2019 2 4 0.500
2020 1 3 0.333
2016 1 2 0.500
2017 1 2 0.500
DSFI 2018 1 2 0.500
2019 2 5 0.400
2020 2 5 0.400
DSNG 2016 3 8 0.375
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Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen

Kode Tahun Komisaris Independen Dewan Komisaris K

2017 3 10 0.300

2018 3 9 0.333

2019 3 9 0.333

2020 3 9 0.333

2016 1 4 0.250

2017 1 3 0.333

GZCO 2018 1 4 0.250
2019 1 3 0.333

2020 1 3 0.333

2016 1 3 0.333

2017 1 3 0.333

JAWA 2018 1 3 0.333
2019 1 3 0.333

2020 1 3 0.333

2016 2 6 0.333

2017 2 6 0.333

LSIP 2018 2 6 0.333
2019 2 5 0.400

2020 2 5 0.400

2016 3 6 0.500

2017 2 5 0.400

PALM 2018 2 5 0.400
2019 2 5 0.400

2020 1 3 0.333

2016 1 3 0.333

2017 1 3 0.333

SGRO 2018 1 3 0.333
2019 1 3 0.333

2020 2 4 0.500

2016 2 6 0.333

2017 2 6 0.333

SIMP 2018 2 6 0.333
2019 2 6 0.333

2020 2 6 0.333

2016 4 8 0.500

SMAR 2017 4 8 0.500
2018 3 7 0.429
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Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen

Kode Tahun Komisaris Independen Dewan Komisaris K

2019 3 7 0.429

2020 3 7 0.429

2016 1 3 0.333

2017 1 3 0.333

SSMS 2018 1 4 0.250
2019 1 4 0.250

2020 1 4 0.250

2016 3 6 0.500

2017 2 5 0.400

UNSP 2018 2 5 0.400
2019 2 5 0.400

2020 2 5 0.400

2016 2 5 0.400

2017 2 5 0.400

ADRO 2018 1 4 0.250
2019 2 5 0.400

2020 2 5 0.400

2016 2 6 0.333

2017 2 6 0.333

ANTM 2018 2 5 0.400
2019 2 6 0.333

2020 2 6 0.333

2016 2 3 0.667

2017 1 3 0.333

APEX 2018 1 3 0.333
2019 1 3 0.333

2020 1 3 0.333

2016 1 2 0.500

2017 1 2 0.500

ARTI 2018 1 2 0.500
2019 1 2 0.500

2020 1 2 0.500

2016 1 3 0.333

2017 2 3 0.667

BRMS 2018 2 3 0.667
2019 2 3 0.667

2020 2 6 0.333
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Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen

Kode Tahun Komisaris Independen Dewan Komisaris K
2016 3 8 0.375
2017 3 6 0.500
BSSR 2018 3 8 0.375
2019 3 8 0.375
2020 3 8 0.375
2016 2 5 0.400
2017 2 5 0.400
BYAN 2018 2 6 0.333
2019 2 5 0.400
2020 2 5 0.400
2016 1 3 0.333
2017 1 3 0.333
CITA 2018 1 3 0.333
2019 2 5 0.400
2020 2 4 0.500
2016 1 3 0.333
2017 2 4 0.500
CTTH 2018 2 4 0.500
2019 2 4 0.500
2020 1 3 0.333
2016 4 7 0.571
2017 4 6 0.667
DOID 2018 4 7 0.571
2019 4 7 0.571
2020 4 7 0.571
2016 2 4 0.500
2017 2 4 0.500
DSSA 2018 2 4 0.500
2019 3 5 0.600
2020 3 5 0.600
2016 2 5 0.400
2017 2 5 0.400
ELSA 2018 2 5 0.400
2019 2 5 0.400
2020 2 4 0.500
2016 2 4 0.500
ENRG 2017 2 4 0.500
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Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen

Kode Tahun Komisaris Independen Dewan Komisaris K
2018 2 5 0.400
2019 3 5 0.600
2020 3 5 0.600
2016 3 6 0.500
2017 3 6 0.500
GEMS 2018 3 6 0.500
2019 3 6 0.500
2020 2 5 0.400
2016 2 6 0.333
2017 2 6 0.333
HRUM 2018 2 6 0.333
2019 2 6 0.333
2020 2 6 0.333
2016 3 10 0.300
2017 3 10 0.300
INCO 2018 2 6 0.333
2019 1 5 0.200
2020 3 10 0.300
2016 2 4 0.500
2017 2 4 0.500
INDY 2018 2 5 0.400
2019 2 5 0.400
2020 2 5 0.400
2016 2 5 0.400
2017 2 7 0.286
ITMG 2018 2 5 0.400
2019 3 6 0.500
2020 3 7 0.429
2016 2 5 0.400
2017 2 5 0.400
KKGI 2018 2 5 0.400
2019 2 6 0.333
2020 2 5 0.400
2016 1 3 0.333
2017 1 3 0.333
MBAP 2018 1 3 0.333
2019 1 3 0.333
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Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen

Kode Tahun Komisaris Independen Dewan Komisaris K

2020 1 3 0.333

2016 2 4 0.500

2017 2 4 0.500

MDKA 2018 2 6 0.333
2019 2 6 0.333

2020 2 6 0.333

2016 2 5 0.400

2017 2 5 0.400

MEDC 2018 2 5 0.400
2019 2 5 0.400

2020 2 5 0.400

2016 1 2 0.500

2017 1 2 0.500

MTFN 2018 1 2 0.500
2019 1 2 0.500

2020 1 2 0.500

2016 1 3 0.333

2017 1 3 0.333

MYOH 2018 1 3 0.333
2019 1 3 0.333

2020 1 3 0.333

2016 2 5 0.400

2017 2 5 0.400

PTRO 2018 2 5 0.400
2019 2 5 0.400

2020 2 5 0.400

2016 1 3 0.333

2017 1 3 0.333

RUIS 2018 1 3 0.333
2019 1 3 0.333

2020 1 3 0.333

2016 1 2 0.500

2017 1 2 0.500

SMRU 2018 1 2 0.500
2019 1 2 0.500

2020 1 2 0.500

TOBA 2016 2 3 0.667
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Data Perhitungan Proporsi Komisaris Independen

Proporsi Komisaris Independen

Kode Tahun Komisaris Independen Dewan Komisaris K
2017 2 5 0.400
2018 2 5 0.400
2019 2 3 0.667
2020 2 3 0.667
Data Perhitungan Kepemilikan Institusional
Kepemilikan Institusional

Kode Tahun Saham Institusional Total Saham INST
2016 1,533,682,440 1,924,688,333 0.797
2017 1,533,682,440 1,924,688,333 0.797
AALI 2018 1,533,682,440 1,924,688,333 0.797
2019 1,533,682,440 1,924,688,333 0.797
2020 1,533,682,440 1,924,688,333 0.797
2016 2,740,101,524 3,354,175,000 0.817
2017 2,740,101,524 3,354,175,000 0.817
ANJT 2018 2,740,101,524 3,354,175,000 0.817
2019 2,740,101,524 3,354,175,000 0.817
2020 2,740,101,524 3,354,175,000 0.817
2016 1,622,344,000 3,000,000,000 0.541
2017 1,622,344,000 3,000,000,000 0.541
BISI 2018 1,622,344,000 3,000,000,000 0.541
2019 1,624,312,500 3,000,000,000 0.541
2020 1,624,312,500 3,000,000,000 0.541
2016 21,778,073,086 31,525,291,000 0.691
2017 23,529,984,486 31,525,291,000 0.746
BWPT 2018 23,550,479,186 31,525,291,000 0.747
2019 23,550,479,186 31,525,291,000 0.747
2020 23,550,479,186 31,525,291,000 0.747
2016 1,374,952,750 1,857,135,500 0.740
2017 1,374,952,750 1,857,135,500 0.740
DSFI 2018 1,374,952,750 1,857,135,500 0.740
2019 1,286,896,450 1,857,135,500 0.693
2020 1,286,896,450 1,857,135,500 0.693
2016 5,832,182,608 10,599,842,400 0.550
2017 5,924,900,208 10,599,842,400 0.559
DSNG 2018 5,924,900,208 10,599,842,400 0.559
2019 5,930,776,208 10,599,842,400 0.560
2020 5,930,776,208 10,599,842,400 0.560
GZCO 2016 3,754,390,000 6,000,000,000 0.626
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Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional

Kode Tahun Saham Institusional Total Saham INST

2017 1,702,000,000 6,000,000,000 0.284

2018 1,702,000,000 6,000,000,000 0.284

2019 1,702,000,000 6,000,000,000 0.284

2020 1,702,000,000 6,000,000,000 0.284

2016 2,661,438,000 3,774,685,500 0.705

2017 3,280,244,585 3,774,685,500 0.869

JAWA 2018 3,280,244,585 3,774,685,500 0.869
2019 3,019,748,385 3,774,685,500 0.800

2020 3,019,748,385 3,774,685,500 0.800

2016 4,065,995,310 6,822,863,965 0.596

2017 4,065,995,310 6,822,863,965 0.596

LSIP 2018 4,065,995,310 6,822,863,965 0.596
2019 4,065,995,310 6,822,863,965 0.596

2020 4,065,995,310 6,822,863,965 0.596

2016 6,288,401,782 7,119,540,356 0.883

2017 6,339,109,910 7,119,540,356 0.890

PALM 2018 6,339,109,910 7,119,540,356 0.890
2019 6,339,109,910 7,119,540,356 0.890

2020 6,339,109,910 7,119,540,356 0.890

2016 1,375,484,800 1,890,000,000 0.728

2017 1,374,638,700 1,890,000,000 0.727

SGRO 2018 1,370,114,200 1,890,000,000 0.725
2019 1,370,102,200 1,890,000,000 0.725

2020 1,267,217,500 1,890,000,000 0.670

2016 12,423,051,400 15,816,310,000 0.785

2017 12,423,051,400 15,816,310,000 0.785

SIMP 2018 12,423,051,400 15,816,310,000 0.785
2019 12,423,051,400 15,816,310,000 0.785

2020 12,423,051,400 15,816,310,000 0.785

2016 2,791,897,571 2,872,193,366 0.972

2017 2,653,897,571 2,872,193,366 0.924

SMAR 2018 2,653,897,571 2,872,193,366 0.924
2019 2,653,897,571 2,872,193,366 0.924

2020 2,653,897,571 2,872,193,366 0.924

2016 6,420,000,000 9,525,000,000 0.674

2017 6,344,113,500 9,525,000,000 0.666

SSMS 2018 6,093,682,900 9,525,000,000 0.640
2019 6,267,969,879 9,525,000,000 0.658

2020 6,493,410,000 9,525,000,000 0.682

UNSP 2016 430,000,000 13,720,471,386 0.031
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Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional

Kode Tahun Saham Institusional Total Saham INST
2017 43,000,000 1,372,047,144 0.031
2018 660,104,100 2,500,162,344 0.264
2019 433,038,700 2,500,162,338 0.173
2020 463,790,732 2,500,162,338 0.186
2016 14,045,425,500 31,985,962,000 0.439
2017 14,045,425,500 31,985,962,000 0.439
ADRO 2018 14,045,425,500 31,985,962,000 0.439
2019 14,045,425,500 31,985,962,000 0.439
2020 14,045,425,500 31,985,962,000 0.439
2016 15,620,000,000 24,030,764,725 0.650
2017 15,620,000,000 24,030,764,725 0.650
ANTM 2018 15,620,000,000 24,030,764,725 0.650
2019 15,620,000,000 24,030,764,725 0.650
2020 15,620,000,000 24,030,764,725 0.650
2016 2,233,455,517 2,659,850,000 0.840
2017 2,183,112,837 2,659,850,000 0.821
APEX 2018 2,204,658,341 2,659,850,000 0.829
2019 2,233,728,108 2,659,850,000 0.840
2020 2,313,526,608 2,659,850,000 0.870
2016 5,129,508,636 7,840,000,000 0.654
2017 3,506,776,837 7,840,000,000 0.447
ARTI 2018 3,506,776,837 7,840,000,000 0.447
2019 3,506,776,837 7,840,000,000 0.447
2020 3,326,779,837 7,840,000,000 0.424
2016 24,174,817,800 25,570,150,644 0.945
2017 50,313,350,575 62,322,456,902 0.807
BRMS 2018 49,763,168,475 62,322,456,902 0.798
2019 54,635,465,983 62,322,456,902 0.877
2020 62,979,568,915 71,007,759,834 0.887
2016 2,374,242,774 2,616,500,000 0.907
2017 2,374,242,774 2,616,500,000 0.907
BSSR 2018 2,374,242,774 2,616,500,000 0.907
2019 2,374,242,774 2,616,500,000 0.907
2020 2,374,242, 774 2,616,500,000 0.907
2016 1,000,000,200 3,333,333,500 0.300
2017 1,000,004,700 3,333,333,500 0.300
BYAN 2018 1,000,004,700 3,333,333,500 0.300
2019 1,000,004,700 3,333,333,500 0.300
2020 1,000,004,700 3,333,333,500 0.300
CITA 2016 3,264,317,380 3,370,734,900 0.968
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Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional

Kode Tahun Saham Institusional Total Saham INST

2017 3,282,667,880 3,370,734,900 0.974

2018 3,282,667,880 3,370,734,900 0.974

2019 3,280,687,080 3,370,734,900 0.973

2020 3,870,471,542 3,960,361,250 0.977

2016 638,867,152 1,230,839,821 0.519

2017 642,704,152 1,230,839,821 0.522

CTTH 2018 571,241,478 1,230,839,821 0.464
2019 649,920,078 1,230,839,821 0.528

2020 652,241,478 1,230,839,821 0.530

2016 3,264,000,000 8,325,016,732 0.392

2017 3,264,000,000 8,553,342,132 0.382

DOID 2018 3,264,000,000 8,611,686,432 0.379
2019 3,264,000,000 8,619,817,982 0.379

2020 3,264,000,000 8,619,817,982 0.379

2016 461,552,320 770,552,320 0.599

2017 461,552,320 770,552,320 0.599

DSSA 2018 461,552,320 770,552,320 0.599
2019 461,552,320 770,552,320 0.599

2020 461,552,320 770,552,320 0.599

2016 4,087,407,500 7,298,500,000 0.560

2017 4,087,407,500 7,298,500,000 0.560

ELSA 2018 4,087,407,500 7,298,500,000 0.560
2019 4,087,407,500 7,298,500,000 0.560

2020 4,087,407,500 7,298,500,000 0.560

2016 15,666,485,375 49,106,783,762 0.319

2017 898,278,476 6,138,347,972 0.146

ENRG 2018 4,527,024,848 10,342,179,272 0.438
2019 4,527,024,973 10,342,179,272 0.438

2020 4,129,634,648 10,342,179,272 0.399

2016 5,705,882,500 5,882,353,000 0.970

2017 5,705,882,500 5,882,353,000 0.970

GEMS 2018 5,705,882,500 5,882,353,000 0.970
2019 5,705,882,500 5,882,353,000 0.970

2020 5,705,882,500 5,882,353,000 0.970

2016 1,992,488,700 2,640,491,700 0.755

2017 2,004,594,700 2,573,765,300 0.779

HRUM 2018 2,004,594,700 2,566,637,900 0.781
2019 2,140,596,200 2,566,637,900 0.834

2020 2,159,774,800 2,703,620,000 0.799

INCO 2016 7,899,991,840 9,936,338,720 0.795
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Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional

Kode Tahun Saham Institusional Total Saham INST

2017 7,899,991,840 9,936,338,720 0.795

2018 7,899,991,840 9,936,338,720 0.795

2019 7,899,991,840 9,936,338,720 0.795

2020 7,899,991,840 9,936,338,720 0.795

2016 3,578,859,800 5,210,192,000 0.687

2017 3,565,859,800 5,210,192,000 0.684

INDY 2018 3,565,859,800 5,210,192,000 0.684
2019 3,565,859,800 5,210,192,000 0.684

2020 3,565,859,800 5,210,192,000 0.684

2016 736,071,000 1,129,925,000 0.651

2017 736,071,000 1,129,925,000 0.651

ITMG 2018 736,071,000 1,129,925,000 0.651
2019 736,071,000 1,129,925,000 0.651

2020 736,071,000 1,129,925,000 0.651

2016 648,883,500 1,000,000,000 0.649

2017 3,244,417,500 5,000,000,000 0.649

KKGI 2018 3,243,916,900 5,000,000,000 0.649
2019 3,243,916,900 5,000,000,000 0.649

2020 3,242,677,500 5,000,000,000 0.649

2016 1,104,544,752 1,227,271,952 0.900

2017 1,104,544,752 1,227,271,952 0.900

MBAP 2018 1,104,544,752 1,227,271,952 0.900
2019 1,104,544,752 1,227,271,952 0.900

2020 1,104,544,752 1,227,271,952 0.900

2016 2,700,922,152 3,569,587,140 0.757

2017 2,178,824,048 3,569,587,140 0.610

MDKA 2018 2,138,796,794 4,164,518,330 0.514
2019 9,985,125,170 21,897,591,650 0.456

2020 9,498,788,487 21,897,591,650 0.434

2016 2,693,851,806 3,332,451,450 0.808

2017 12,831,826,563 17,728,923,467 0.724

MEDC 2018 12,831,826,563 17,829,347,601 0.720
2019 12,831,826,563 17,916,081,914 0.716

2020 18,397,178,195 25,136,231,252 0.732

2016 16,407,682,850 31,842,082,852 0.515

2017 12,624,500,000 31,842,082,852 0.396

MTEN 2018 14,265,609,500 31,842,082,852 0.448
2019 14,265,609,500 31,842,082,852 0.448

2020 12,624,500,000 31,842,082,852 0.396

MYOH 2016 1,402,479,275 2,206,312,500 0.636
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Data Perhitungan Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional

Kode Tahun Saham Institusional Total Saham INST
2017 1,402,479,275 2,206,312,500 0.636
2018 1,302,479,275 2,206,312,500 0.590
2019 1,302,479,275 2,206,312,500 0.590
2020 1,302,479,275 2,206,312,500 0.590
2016 704,014,200 1,008,605,000 0.698
2017 704,014,200 1,008,605,000 0.698
PTRO 2018 704,014,200 1,008,605,000 0.698
2019 704,014,200 1,008,605,000 0.698
2020 704,014,200 1,008,605,000 0.698
2016 215,500,800 770,000,000 0.280
2017 248,095,500 770,000,000 0.322
RUIS 2018 292,494,200 770,000,000 0.380
2019 293,832,800 770,000,000 0.382
2020 293,832,800 770,000,000 0.382
2016 6,123,730,065 12,499,385,782 0.490
2017 6,262,578,065 12,499,385,782 0.501
SMRU 2018 7,364,018,419 12,499,385,782 0.589
2019 7,364,018,419 12,499,385,782 0.589
2020 7,551,378,419 12,499,385,782 0.604
2016 1,874,455,000 2,012,491,000 0.931
2017 1,876,886,800 2,012,491,000 0.933
TOBA 2018 1,876,886,800 2,012,491,000 0.933
2019 7,507,547,200 8,049,964,000 0.933
2020 7,507,747,200 8,049,964,000 0.933
Data Perhitungan Ukuran Perusahaan
Ukuran Perusahaan
Kode Tahun Total Asset SIZE
2016 Rp 24,226,122,000,000 30.818
2017 Rp 24,935,426,000,000 30.847
AALI 2018 Rp 26,856,967,000,000 30.922
2019 Rp 26,974,124,000,000 30.926
2020 Rp 27,781,231,000,000 30.955
2016 Rp 7,096,049,675,676 29.591
2017 Rp 7,655,728,945,946 29.666
ANJT 2018 Rp 8,727,607,478,261 29.798
2019 Rp 8,690,390,333,333 29.793
2020 Rp 8,959,772,000,000 29.824
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Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan

Kode Tahun Total Asset SIZE
2016 Rp 2,416,177,000,000 28.513
2017 Rp 2,622,336,000,000 28.595
BISI 2018 Rp 2,765,010,000,000 28.648
2019 Rp 2,941,056,000,000 28.710
2020 Rp 2,914,979,000,000 28.701
2016 Rp 16,254,353,000,000 30.419
2017 Rp 15,991,148,000,000 30.403
BWPT 2018 Rp 16,163,267,000,000 30.414
2019 Rp 15,796,470,000,000 30.391
2020 Rp 15,060,968,000,000 30.343
2016 Rp 328,714,732,282 26.518
2017 Rp 365,398,170,105 26.624
DSFI 2018 Rp 404,997,860,246 26.727
2019 Rp 391,479,346,685 26.693
2020 Rp 373,757,193,361 26.647
2016 Rp 8,183,318,000,000 29.733
2017 Rp 8,336,065,000,000 29.752
DSNG 2018 Rp 11,738,892,000,000 30.094
2019 Rp 11,620,821,000,000 30.084
2020 Rp 14,151,383,000,000 30.281
2016 Rp 3,547,023,000,000 28.897
2017 Rp 3,517,586,000,000 28.889
GZCO 2018 Rp 2,910,873,000,000 28.699
2019 Rp 1,946,438,000,000 28.297
2020 Rp 2,143,393,000,000 28.393
2016 Rp 3,291,116,891,878 28.822
2017 Rp 3,312,481,991,638 28.829
JAWA 2018 Rp 3,442,393,738,873 28.867
2019 Rp 3,489,776,816,128 28.881
2020 Rp 3,493,727,182,127 28.882
2016 Rp 9,459,088,000,000 29.878
2017 Rp 9,744,381,000,000 29.908
LSIP 2018 Rp 10,037,294,000,000 29.937
2019 Rp 10,225,322,000,000 29.956
2020 Rp 10,922,788,000,000 30.022
PALM 2016 Rp 3,860,775,779,000 28.982
2017 Rp 2,849,094,080,000 28.678
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Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan

Kode Tahun Total Asset SIZE
2018 Rp 1,992,544,414,000 28.320
2019 Rp 2,330,315,741,000 28.477
2020 Rp 4,043,604,072,000 29.028
2016 Rp 8,328,480,337,000 29.751
2017 Rp 8,284,699,367,000 29.745
SGRO 2018 Rp 9,018,844,952,000 29.830
2019 Rp 9,466,942,773,000 29.879
2020 Rp 9,744,680,000,000 29.908
2016 Rp 32,537,592,000,000 31.113
2017 Rp 33,397,766,000,000 31.140
SIMP 2018 Rp 34,666,506,000,000 31.177
2019 Rp 34,910,838,000,000 31.184
2020 Rp 35,395,264,000,000 31.198
2016 Rp 26,141,410,000,000 30.895
2017 Rp 27,124,101,000,000 30.931
SMAR 2018 Rp 29,310,310,000,000 31.009
2019 Rp 27,787,527,000,000 30.956
2020 Rp 35,026,171,000,000 31.187
2016 Rp 7,162,970,110,000 29.600
2017 Rp 9,623,672,614,000 29.895
SSMS 2018 Rp 11,296,112,298,000 30.055
2019 Rp 11,845,204,657,000 30.103
2020 Rp 12,775,930,059,000 30.179
2016 Rp 14,700,318,360,000 30.319
2017 Rp 13,883,992,000,000 30.262
UNSP 2018 Rp 13,363,483,000,000 30.224
2019 Rp 8,399,862,000,000 29.759
2020 Rp 7,576,090,000,000 29.656
2016 Rp 88,138,608,108,108 32.110
2017 Rp 92,083,067,567,568 32.154
ADRO 2018 Rp 102,329,782,608,696 32.259
2019 Rp 100,237,569,444,444 32.239
2020 Rp 89,881,211,267,606 32.130
2016 Rp 29,981,535,812,000 31.032
ANTM 2017 Rp 30,014,273,452,000 31.033
2018 Rp 33,306,390,807,000 31.137
2019 Rp 30,194,907,730,000 31.039
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Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan
Kode Tahun Total Asset SIZE
2020 Rp 31,729,512,995,000 31.088
2016 Rp 9,171,696,774,194 29.847
2017 Rp 7,827,027,032,520 29.689
APEX 2018 Rp 7,448,270,593,343 29.639
2019 Rp 6,964,203,741,307 29.572
2020 Rp 4,742,757,588,152 29.188
2016 Rp 2,616,795,546,996 28.593
2017 Rp 2,506,049,820,550 28.550
ARTI 2018 Rp 2,692,455,709,206 28.621
2019 Rp 1,785,484,025,749 28.211
2020 Rp 852,964,580,558 27.472
2016 Rp 14,535,071,175,676 30.308
2017 Rp 11,711,092,540,541 30.092
BRMS 2018 Rp 10,010,988,159,420 29.935
2019 Rp 9,902,865,750,000 29.924
2020 Rp 8,283,709,464,789 29.745
2016 Rp 2,471,980,942,760 28.536
2017 Rp 2,846,942,226,792 28.677
BSSR 2018 Rp 3,549,090,674,776 28.898
2019 Rp 3,485,059,307,660 28.880
2020 Rp 3,714,298,561,354 28.943
2016 Rp 11,080,489,977,196 30.036
2017 Rp 12,041,640,420,720 30.119
BYAN 2018 Rp 16,665,660,005,571 30.444
2019 Rp 17,766,035,749,823 30.508
2020 Rp 22,846,221,435,310 30.760
2016 Rp 2,726,213,720,854 28.634
2017 Rp 2,678,250,712,668 28.616
CITA 2018 Rp 3,268,567,743,522 28.815
2019 Rp 3,861,308,057,131 28.982
2020 Rp 4,134,800,442,987 29.050
2016 Rp 615,962,000,265 27.146
2017 Rp 700,251,764,864 27.275
CTTH 2018 Rp 735,774,891,577 27.324
2019 Rp 742,302,791,888 27.333
2020 Rp 693,600,593,453 27.265
DOID 2016 Rp 11,922,644,648,649 30.109
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Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan

Kode Tahun Total Asset SIZE
2017 Rp 12,778,127,189,189 30.179
2018 Rp 17,160,792,913,044 30.474
2019 Rp 16,415,433,208,333 30.429
2020 Rp 13,724,644,408,451 30.250
2016 Rp 31,892,957,285,714 31.093
2017 Rp 39,099,894,971,429 31.297
DSSA 2018 Rp 48,382,726,900,000 31.510
2019 Rp 53,128,186,628,571 31.604
2020 Rp 41,431,866,028,571 31.355
2016 Rp 4,190,956,000,000 29.064
2017 Rp 4,855,369,000,000 29.211
ELSA 2018 Rp 5,657,327,000,000 29.364
2019 Rp 6,805,037,000,000 29.549
2020 Rp 7,562,822,000,000 29.654
2016 Rp 14,351,038,094,595 30.295
2017 Rp 10,250,440,590,288 29.958
ENRG 2018 Rp 10,592,064,530,055 29.991
2019 Rp 9,443,919,200,572 29.876
2020 Rp 11,913,337,002,840 30.109
2016 Rp 5,395,285,714,286 29.317
2017 Rp 8,000,940,162,602 29.711
GEMS 2018 Rp 10,145,392,619,392 29.948
2019 Rp 10,857,387,579,972 30.016
2020 Rp 11,476,978,349,788 30.071
2016 Rp 5,905,226,471,429 29.407
2017 Rp 6,563,472,442,857 29.513
HRUM 2018 Rp 6,685,559,928,571 29.531
2019 Rp 6,385,742,200,000 29.485
2020 Rp 7,124,317,371,429 29.595
2016 Rp 29,966,249,780,000 31.031
2017 Rp 29,734,032,549,000 31.023
INCO 2018 Rp 31,719,713,704,000 31.088
2019 Rp 30,888,695,136,000 31.061
2020 Rp 32,507,056,952,000 31.112
2016 Rp 18,223,330,690,000 30.534
INDY 2017 Rp 36,357,054,030,000 31.224
2018 Rp 36,699,526,930,000 31.234
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Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan

Kode Tahun Total Asset SIZE
2019 Rp 3,616,163,065,000 28.916
2020 Rp 34,937,028,570,000 31.185
2016 Rp 16,254,765,312,000 30.419
2017 Rp 18,407,166,324,000 30.544
ITMG 2018 Rp 20,892,144,168,000 30.670
2019 Rp 16,806,878,941,000 30.453
2020 Rp 16,342,462,045,000 30.425
2016 Rp 1,326,250,765,000 27.913
2017 Rp 1,423,266,145,704 27.984
KKGI 2018 Rp 1,698,117,665,301 28.161
2019 Rp 1,756,454,418,837 28.194
2020 Rp 1,533,048,231,715 28.058
2016 Rp 1,564,190,309,140 28.078
2017 Rp 2,178,233,377,176 28.410
MBAP 2018 Rp 2,512,587,623,022 28.552
2019 Rp 2,676,321,844,389 28.615
2020 Rp 2,566,730,603,710 28.574
2016 Rp 4,110,507,540,541 29.045
2017 Rp 5,011,776,675,676 29.243
MDKA 2018 Rp 11,562,454,753,623 30.079
2019 Rp 13,211,849,486,111 30.212
2020 Rp 13,280,094,828,571 30.217
2016 Rp 48,609,873,013,514 31.515
2017 Rp 69,740,349,418,919 31.876
MEDC 2018 Rp 76,121,648,492,754 31.963
2019 Rp 83,424,144,305,556 32.055
2020 Rp 83,110,182,464,789 32.051
2016 Rp 308,063,941,040 26.454
2017 Rp 771,042,697,125 27.371
MTFN 2018 Rp 1,126,221,625,219 27.750
2019 Rp 815,864,709,200 27.428
2020 Rp 724,610,168,897 27.309
2016 Rp 1,978,508,264,232 28.313
2017 Rp 1,843,448,925,300 28.243
MYOH 2018 Rp 2,191,353,225,138 28.416
2019 Rp 2,226,686,478,948 28.432
2020 Rp 2,131,390,456,195 28.388
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Data Perhitungan Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan

Kode Tahun Total Asset SIZE
2016 Rp 5,252,670,226,969 29.290
2017 Rp 5,919,295,392,954 29.409
PTRO 2018 Rp 7,948,369,098,712 29.704
2019 Rp 7,664,033,379,694 29.668
2020 Rp 7,470,916,784,203 29.642
2016 Rp 979,132,450,762 27.610
2017 Rp 959,347,737,750 27.590
RUIS 2018 Rp 990,372,318,692 27.621
2019 Rp 1,251,357,407,016 27.855
2020 Rp 1,345,151,507,257 27.928
2016 Rp 2,424,192,610,992 28.517
2017 Rp 2,030,778,909,636 28.339
SMRU 2018 Rp 1,908,386,848,248 28.277
2019 Rp 1,675,570,667,301 28.147
2020 Rp 1,288,617,641,905 27.885
2016 Rp 3,515,969,879,032 28.888
2017 Rp 4,720,027,479,675 29.183
TOBA 2018 Rp 7,263,143,183,792 29.614
2019 Rp 11,608,351,265,647 30.083
2020 Rp 10,886,767,094,499 30.019
Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)
Penghindaran Pajak
Kode | Tahun Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak ETR
2016 | Rp  94,479,000,000 | Rp 2,208,778,000,000 0.043
2017 | Rp 824,876,000,000 | Rp 2,938,505,000,000 0.281
AALI 2018 | Rp 686,357,000,000 | Rp 2,207,080,000,000 0.311
2019 | Rp 417,231,000,000 | Rp  660,860,000,000 0.631
2020 | Rp 568,856,000,000 | Rp 1,462,635,000,000 0.389
2016 | Rp 137,397,027,027 | Rp  261,711,148,649 0.525
2017 | Rp 348,119,256,757 | Rp  988,653,378,378 0.352
ANJT 2018 | Rp 103,338,115942 | Rp 96,213,304,348 1.074
2019 | Rp 167,154,930,556 | Rp  103,846,708,333 1.610
2020 | Rp 180,724,431,160 | Rp  211,908,117,785 0.853
2016 | Rp 117,875,000,000 | Rp  454,095,000,000 0.260
BISI 2017 | Rp 115,910,000,000 | Rp  519,197,000,000 0.223
2018 | Rp 101,629,000,000 | Rp  505,499,000,000 0.201
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak
Kode | Tahun Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak ETR
2019 | Rp  97,819,000,000 | Rp  404,771,000,000 0.242
2020 | Rp  89,271,000,000 | Rp  364,938,000,000 0.245
2016 | Rp 55,198,000,000 |-Rp 336,169,000,000 -0.164
2017 | Rp  21,698,000,000 |-Rp 166,093,000,000 -0.131
BWPT | 2018 |-Rp 91,398,000,000 |-Rp 553,955,000,000 0.165
2019 | -Rp 276,589,000,000 |-Rp 1,444,060,000,000 0.192
2020 | -Rp  41,671,000,000 |-Rp 1,150,060,000,000 0.036
2016 | Rp 1,944,951,329 | Rp 7,695,828,438 0.253
2017 | Rp 2,406,676,785 | Rp 9,155,401,920 0.263
DSFI 2018 Rp 2,829,533,184 Rp 11,472,124,244 0.247
2019 | Rp 2,570,202,049 | Rp 11,030,910,094 0.233
2020 | -Rp 1,129,005,127 | -Rp 6,998,586,977 0.161
2016 | Rp  85,410,000,000 | Rp  337,450,000,000 0.253
2017 | Rp 275,711,000,000 | Rp  946,757,000,000 0.291
DSNG | 2018 | Rp 178,847,000,000 | Rp  611,264,000,000 0.293
2019 | Rp 101,920,000,000 | Rp  280,084,000,000 0.364
2020 | Rp 217,125,000,000 | Rp  695,296,000,000 0.312
2016 | -Rp  45,941,000,000 |-Rp 1,593,545,000,000 0.029
2017 | -Rp  41,173,000,000 |-Rp 209,691,000,000 0.196
GZCO | 2018 |-Rp 66,984,000,000 |-Rp 420,261,000,000 0.159
2019 | -Rp  39,316,000,000 |-Rp 623,806,000,000 0.063
2020 | -Rp  39,498,000,000 |-Rp 222,090,000,000 0.178
2016 | Rp 2,576,736,349 | -Rp  222,555,903,739 -0.012
2017 |-Rp 34,321,928,850 |-Rp  234,251,006,300 0.147
JAWA | 2018 |-Rp 4,151,167,034 | -Rp  304,298,161,786 0.014
2019 | -Rp  34,114,991,008 |-Rp  316,814,226,431 0.108
2020 | -Rp  12,436,991,788 | -Rp  320,080,227,848 0.039
2016 | Rp 185,792,000,000 | Rp  778,561,000,000 0.239
2017 | Rp 242,813,000,000 | Rp 1,006,236,000,000 0.241
LSIP 2018 | Rp  87,626,000,000 | Rp  417,052,000,000 0.210
2019 | Rp 100,113,000,000 | Rp  352,743,000,000 0.284
2020 | Rp 162,949,000,000 | Rp  860,439,000,000 0.189
2016 | Rp  31,551,166,000 | Rp  250,650,733,000 0.126
2017 | Rp 7,270,138,000 | Rp 75,485,829,000 0.096
PALM | 2018 | Rp 24,811,597,000 |-Rp 86,687,171,000 -0.286
2019 | -Rp 869,392,000 | -Rp 71,595,408,000 0.012
2020 | -Rp 5,163,428,000 | Rp 1,998,784,598,000 -0.003
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak

Kode | Tahun Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak ETR
2016 |-Rp 192,532,480,000 | Rp  266,823,639,000 -0.722
2017 | Rp 178,304,153,000 | Rp  481,330,943,000 0.370
SGRO | 2018 | Rp 79,442,388,000 | Rp  143,050,457,000 0.555
2019 | Rp 133,947,390,000 | Rp  173,943,680,000 0.770
2020 | Rp 292,202,000,000 | Rp  100,455,000,000 2.909
2016 | Rp 784,831,000,000 | Rp 1,394,625,000,000 0.563
2017 | Rp 498,436,000,000 | Rp 1,193,869,000,000 0.417
SIMP 2018 | Rp 384,789,000,000 | Rp  206,722,000,000 1.861
2019 | Rp 445,053,000,000 |-Rp  197,149,000,000 -2.257
2020 | Rp 677,287,000,000 | Rp 1,017,572,000,000 0.666
2016 | -Rp1,168,737,000,000 | Rp 1,430,802,000,000 -0.817
2017 | Rp  21,023,000,000 | Rp 1,198,394,000,000 0.018
SMAR | 2018 | Rp 103,731,000,000 | Rp  701,504,000,000 0.148
2019 | Rp 267,355,000,000 | Rp 1,166,053,000,000 0.229
2020 | Rp 547,982,000,000 | Rp 2,087,780,000,000 0.262
2016 | Rp 255,728,944,000 | Rp  847,387,716,000 0.302
2017 | Rp 302,775,156,000 | Rp 1,093,697,928,000 0.277
SSMS 2018 | Rp 254,097,843,000 | Rp  340,868,812,000 0.745
2019 | Rp 142,510,662,000 | Rp  154,592,621,000 0.922
2020 | Rp 318,690,994,000 | Rp  899,545,934,000 0.354
2016 | Rp 285,229,650,000 |-Rp 321,172,056,000 -0.888
2017 | Rp 364,520,000,000 |-Rp 1,218,203,000,000 -0.299
UNSP 2018 | -Rp 113,515,000,000 |-Rp 1,962,444,000,000 0.058
2019 | Rp  81,811,000,000 |-Rp 4,811,327,000,000 -0.017
2020 | Rp 159,729,000,000 |-Rp 794,386,000,000 -0.201
2016 | Rp2,781,540,540,541 | Rp 7,385,405,405,405 0.377
2017 | Rp5,312,067,567,568 | Rp 12,561,229,729,730 0.423
ADRO | 2018 | Rp4,977,637,681,159 | Rp 11,898,521,739,130 0.418
2019 | Rp3,112,513,888,889 | Rp 9,154,208,333,333 0.340
2020 | Rp 896,619,718,310 | Rp 3,129,084,507,042 0.287
2016 | Rp 172,485,407,000 | Rp  237,291,595,000 0.727
2017 | Rp 317,893,255,000 | Rp  454,396,524,000 0.700
ANTM | 2018 | Rp 391,075,213,000 | Rp 1,265,501,806,000 0.309
2019 | Rp 493,182,022,000 | Rp  687,034,053,000 0.718
2020 | Rp 491,824,319,000 | Rp 1,641,178,012,000 0.300
APEX 2016 | -Rp  79,321,505,376 |-Rp  342,450,685,484 0.232
2017 | -Rp 65,078,428,184 |-Rp 1,454,277,195,122 0.045
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak

Kode | Tahun Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak ETR
2018 | -Rp  87,528,784,370 | -Rp 1,589,756,497,829 0.055
2019 | Rp 104,947,496,523 | Rp  388,067,482,615 0.270
2020 | -Rp 8,380,084,626 | Rp  619,398,504,937 -0.014
2016 | -Rp 7,190,501,695 | Rp 2,038,622,270 -3.527
2017 | Rp 3,987,607,797 | Rp 32,871,461,999 0.121
ARTI 2018 | Rp  12,958,988,430 | Rp 45,792,570,511 0.283
2019 | -Rp 418,210,471 | -Rp  987,520,341,471 0.000
2020 | Rp  35,064,738,530 | -Rp  922,128,824,292 -0.038
2016 |-Rp 768,674,594,595 | -Rp 6,971,362,243,243 0.110
2017 | Rp 1,015,890,472,973 | -Rp 2,329,500,621,622 -0.436
BRMS | 2018 | Rp 378,000,000 |-Rp 1,498,763,927,536 0.000
2019 | -Rp 487,388,889 | Rp 17,078,236,111 -0.029
2020 | Rp 138,069,464,789 | Rp  194,945,647,887 0.708
2016 | Rp 109,781,229,608 | Rp 478,217,538,180 0.230
2017 | Rp 391,152,938,076 | Rp 1,513,156,692,168 0.259
BSSR 2018 | Rp 351,747,523,892 | Rp 1,351,793,730,090 0.260
2019 | Rp 150,822,633,116 | Rp 574,393,563,186 0.263
2020 | Rp 145,539,407,616 | Rp 576,008,645,980 0.253
2016 | Rp 154,343,040,336 | Rp  396,398,398,124 0.389
2017 | Rp1,111,824,396,552 | Rp 5,691,281,408,604 0.195
BYAN | 2018 | Rp2,496,857,448,519 | Rp 10,089,380,030,832 0.247
2019 | Rp1,076,133,306,793 | Rp 4,331,904,268,370 0.248
2020 | Rp 1,159,089,334,585 | Rp 6,017,695,800,935 0.193
2016 | -Rp 900,013,595 | -Rp  266,147,360,146 0.003
2017 | -Rp 665,585,119 | Rp 46,827,759,377 -0.014
CITA 2018 | Rp  63,663,122,428 | Rp  724,987,180,923 0.088
2019 | Rp 190,537,780,439 | Rp  848,256,705,676 0.225
2020 | Rp 191,960,582,706 | Rp  841,881,871,416 0.228
2016 | Rp 5,882,928,709 | Rp 26,764,367,473 0.220
2017 | Rp 2,230,868,889 | Rp 6,947,634,696 0.321
CTTH 2018 | Rp 4,135,779,715 | Rp 9,340,812,634 0.443
2019 | -Rp 861,064,378 | -Rp 26,367,979,556 0.033
2020 | Rp 4,412,905,305 | -Rp 37,058,577,820 -0.119
2016 | Rp 319,196,729,730 | Rp  820,401,932,432 0.389
DOID 2017 | Rp 539,937,891,892 | Rp 1,171,658,175,676 0.461
2018 | Rp 467,522,594,203 | Rp 1,563,802,304,348 0.299
2019 | Rp 199,959,500,000 | Rp  484,412,152,778 0.413
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak

Kode | Tahun Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak ETR
2020 | -Rp  13,043,859,155 | -Rp  343,133,577,465 0.038
2016 | Rp 469,588,628,571 | Rp 1,394,971,857,143 0.337
2017 | Rp 901,769,271,429 | Rp 2,733,731,685,714 0.330
DSSA 2018 Rp 1,050,992,485,714 Rp 2,775,921,728,571 0.379
2019 | Rp 876,249,014,286 | Rp 1,899,883,471,429 0.461
2020 | Rp 749,701,942,857 | -Rp 77,405,814,286 -9.685
2016 | Rp 102,252,000,000 | Rp  418,318,000,000 0.244
2017 | Rp  75,612,000,000 | Rp  326,366,000,000 0.232
ELSA 2018 | Rp  75,491,000,000 | Rp  351,807,000,000 0.215
2019 | Rp 110,272,000,000 | Rp  466,749,000,000 0.236
2020 | Rp  95,792,000,000 | Rp  344,877,000,000 0.278
2016 | Rp 456,539,108,108 |-Rp 5,512,580,189,189 -0.083
2017 | Rp 1,045,740,951,156 | Rp 1,245,995,280,408 0.839
ENRG | 2018 | Rp 315,875,283,885 | Rp  191,007,097,947 1.654
2019 | Rp 890,277,520,635 | Rp 1,231,228,000,982 0.723
2020 | Rp 707,517,223,595 | Rp 1,533,969,386,950 0.461
2016 | Rp 4,976,242,857 | Rp  703,788,328,571 0.007
2017 | Rp 639,588,563,686 | Rp 2,267,041,680,217 0.282
GEMS | 2018 | Rp 506,253,531,114 | Rp 1,961,370,434,153 0.258
2019 | Rp 466,958,317,107 | Rp 1,395,551,599,444 0.335
2020 | Rp 441,129,675,599 | Rp 1,793,126,191,819 0.246
2016 | Rp 163,028,357,143 | Rp  419,881,828,571 0.388
2017 | Rp 246,899,528,571 | Rp 1,043,299,542,857 0.237
HRUM | 2018 | Rp 114,086,385,714 | Rp  688,449,557,143 0.166
2019 Rp  78,647,228,571 Rp 366,112,785,714 0.215
2020 | Rp  55,415457,143 | Rp  916,734,242,857 0.060
2016 | Rp  43,882,435,000 | Rp 69,546,725,000 0.631
2017 | -Rp 105,471,639,000 |-Rp  313,325,220,000 0.337
INCO 2018 | Rp 318,356,210,000 | Rp 1,189,850,034,000 0.268
2019 | Rp 441,035,192,000 | Rp 1,238,722,992,000 0.356
2020 | Rp 306,524,344,000 | Rp 1,469,634,380,000 0.209
2016 |-Rp 107,762,570,000 |-Rp 1,150,069,830,000 0.094
2017 |-Rp 215,171,120,000 | Rp 3,001,160,450,000 -0.072
INDY 2018 | Rp 1,672,142,290,000 | Rp 2,650,764,180,000 0.631
2019 | Rp  49,142,265,000 | Rp 54,134,699,000 0.908
2020 | Rp  42,705,880,000 |-Rp  991,771,860,000 -0.043
ITMG 2016 | Rp 823,384,952,000 | Rp 2,579,591,076,000 0.319
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak

Kode | Tahun Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak ETR
2017 | Rp 1,481,500,896,000 | Rp 4,905,121,140,000 0.302
2018 | Rp 1,572,737,967,000 | Rp 5,319,783,603,000 0.296
2019 | Rp 825,802,806,000 | Rp 2,584,307,108,000 0.320
2020 | Rp 489,796,125,000 | Rp 1,023,360,065,000 0.479
2016 | Rp 68,339,876,136 | Rp  197,373,160,500 0.346
2017 | Rp  83,957,389,536 | Rp  266,042,170,836 0.316
KKGI 2018 | Rp 9,329,282,883 | Rp 16,216,446,483 0.575
2019 | Rp  36,353,311,358 | Rp 111,618,218,510 0.326
2020 | -Rp 9,684,591,735 | -Rp  131,946,943,310 0.073
2016 | Rp 121,768,548,387 | Rp  486,200,470,430 0.250
2017 | Rp 272,140,816,584 | Rp 1,066,537,280,184 0.255
MBAP | 2018 | Rp 250,674,972,372 | Rp  979,224,248,034 0.256
2019 | Rp 182,813,538,407 | Rp 673,345,868,264 0.272
2020 | Rp 139,725,625,130 | Rp  527,154,515,160 0.265
2016 |-Rp  49,719,729,730 | -Rp 86,996,000,000 0.572
2017 | Rp 269,701,635,135 | Rp  852,581,608,108 0.316
MDKA | 2018 | Rp 418,883,550,725 | Rp 1,257,542,884,058 0.333
2019 | Rp 544,690,013,889 | Rp 1,506,546,305,556 0.362
2020 | Rp 390,182,371,429 | Rp  802,920,700,000 0.486
2016 | Rp 848,403,648,649 | Rp 3,517,542,878,378 0.241
2017 | Rp 1,889,641,067,568 | Rp 3,993,008,445,946 0.473
MEDC | 2018 | Rp2,655,148,513,514 | Rp 2,881,686,811,594 0.921
2019 | Rp2,769,072,916,667 | Rp 2,488,140,611,111 1.113
2020 | Rp 1,019,062,112,676 |-Rp 1,384,276,352,113 -0.736
2016 | Rp 1,715,087,060 | -Rp 1,209,972,967,693 -0.001
2017 | Rp 3,612,521,362 | Rp 17,941,586,011 0.201
MTEN | 2018 | Rp 3,043,318,328 | Rp 11,779,940,857 0.258
2019 | Rp 5,525,229,556 | Rp 18,002,349,327 0.307
2020 | Rp 5,248,272,647 | -Rp 27,715,682,318 -0.189
2016 | Rp 110,095,511,084 | Rp  395,729,459,992 0.278
2017 | Rp  63,815,361,168 | Rp  230,541,872,256 0.277
MYOH | 2018 | Rp 152,323,684,065 | Rp  600,201,667,449 0.254
2019 | Rp 122,699,720,383 | Rp  485,493,981,912 0.253
2020 | Rp  91,345,757,230 | Rp  409,183,059,740 0.223
2016 | Rp 12,977,303,071 |-Rp 117,449,933,244 -0.110
PTRO 2017 | Rp  33,644,986,450 | Rp  146,260,162,602 0.230
2018 | Rp 162,432,045,780 | Rp  493,848,354,793 0.329
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (ETR)

Penghindaran Pajak
Kode | Tahun Pajak Penghasilan Laba Sebelum Pajak ETR

2019 Rp 128,748,261,474 | Rp  564,408,901,252 0.228

2020 | Rp  42,849,083,216 | Rp 501,212,976,023 0.085

2016 | Rp 28,781,971,381 | Rp 54,852,288,151 0.525

2017 Rp 17,991,548,295 | Rp 38,913,911,728 0.462

RUIS 2018 | Rp 17,524,863,414 | Rp 44,579,949,867 0.393

2019 Rp 17,566,773,598 | Rp 50,653,045,141 0.347

2020 | Rp  20,538,376,695 | Rp 48,080,574,358 0.427

2016 |-Rp 17,199,934,168 |-Rp 242,869,942,160 0.071

2017 |-Rp  46,006,975,800 | -Rp 13,363,408,500 3.443

SMRU | 2018 |-Rp 13,502,140,242 | -Rp 83,064,213,010 0.163
2019 Rp 2,447,376,299 | -Rp  184,842,122,179 -0.013

2020 |-Rp  20,507,121,095 |-Rp 342,612,094,410 0.060

2016 | Rp 153,191,142,473 | Rp  349,249,905,914 0.439

2017 Rp 255,089,647,696 | Rp  815,657,276,423 0.313

TOBA 2018 Rp 422,457,684,515 Rp 1,407,838,234,443 0.300
2019 Rp 265,973,129,346 | Rp  874,397,329,624 0.304

2020 | Rp  88,562,031,030 | Rp  593,553,088,858 0.149

Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)
Penghindaran Pajak
Kode | Tahun Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak CETR

2016 | Rp 797,543,000,000 Rp 2,208,778,000,000 0.361

2017 | Rp 933,423,000,000 Rp 2,938,505,000,000 0.318

AALI 2018 | Rp 1,090,792,000,000 Rp 2,207,080,000,000 0.494
2019 | Rp 233,349,000,000 Rp 660,860,000,000 0.353

2020 | -Rp 560,293,000,000 Rp 1,462,635,000,000 -0.383

2016 | Rp 192,302,013,514 Rp 261,711,148,649 0.735

2017 | Rp 157,460,810,811 Rp 988,653,378,378 0.159

ANJT | 2018 | Rp 379,896,652,174 Rp 96,213,304,348 3.948
2019 | Rp 113,577,638,889 Rp 103,846,708,333 1.094

2020 | Rp  73,946,000,000 Rp 211,600,239,437 0.349

2016 | Rp  99,744,000,000 Rp  454,095,000,000 0.220

2017 | Rp 132,536,000,000 Rp 519,197,000,000 0.255

BISI 2018 | Rp 125,607,000,000 Rp  505,499,000,000 0.248

2019 | Rp 131,563,000,000 Rp  404,771,000,000 0.325

2020 | Rp 116,455,000,000 Rp  364,938,000,000 0.319

BWPT | 2016 Rp  74,268,000,000 -Rp  336,169,000,000 -0.221
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak
Kode | Tahun Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak CETR
2017 | Rp  50,320,000,000 |-Rp 166,093,000,000 -0.303
2018 | Rp  70,872,000,000 |-Rp 553,955,000,000 -0.128
2019 | Rp  15,277,000,000 |-Rp 1,444,060,000,000 -0.011
2020 | Rp 1,202,000,000 | -Rp 1,150,060,000,000 -0.001
2016 | Rp 3,992,327,320 Rp 7,695,828,438 0.519
2017 | Rp 2,890,679,020 Rp 9,155,401,920 0.316
DSFI 2018 | Rp 4,962,760,234 Rp 11,472,124,244 0.433
2019 | Rp 3,122,268,243 Rp 11,030,910,094 0.283
2020 | Rp - |-Rp 6,998,586,977 0.000
2016 | Rp 166,382,000,000 Rp  337,450,000,000 0.493
2017 | Rp 139,854,000,000 Rp  946,757,000,000 0.148
DSNG | 2018 | Rp 303,778,000,000 Rp  611,264,000,000 0.497
2019 | Rp 309,941,000,000 Rp  280,084,000,000 1.107
2020 | Rp 107,373,000,000 Rp  695,296,000,000 0.154
2016 | Rp  19,145,000,000 |-Rp 1,593,545,000,000 -0.012
2017 | Rp  12,530,000,000 |-Rp  209,691,000,000 -0.060
GZCO | 2018 | Rp - | -Rp  420,261,000,000 0.000
2019 | Rp 4,737,000,000 |-Rp  623,806,000,000 -0.008
2020 | -Rp  55,467,000,000 |-Rp  222,090,000,000 0.250
2016 | Rp 244,306,490 |-Rp 222,555,903,739 -0.001
2017 | Rp 2,389,190,153 | -Rp  234,251,006,300 -0.010
JAWA | 2018 | Rp 150,562,278 | -Rp  304,298,161,786 0.000
2019 | Rp 43,886,863 | -Rp 316,814,226,431 0.000
2020 | Rp - |-Rp  320,080,227,848 0.000
2016 | Rp 127,416,000,000 Rp  778,561,000,000 0.164
2017 | Rp 270,181,000,000 Rp 1,006,236,000,000 0.269
LSIP 2018 | Rp 203,071,000,000 Rp  417,052,000,000 0.487
2019 | Rp  47,316,000,000 Rp  352,743,000,000 0.134
2020 | Rp  72,973,000,000 Rp  860,439,000,000 0.085
2016 | Rp 6,234,908,000 Rp  250,650,733,000 0.025
2017 | Rp  44,842,779,000 Rp 75,485,829,000 0.594
PALM | 2018 | Rp 10,054,412,000 |-Rp 86,687,171,000 -0.116
2019 | Rp 12,438,154,000 |-Rp 71,595,408,000 -0.174
2020 | Rp - Rp 1,998,784,598,000 0.000
2016 | Rp 194,449,916,000 Rp 266,823,639,000 0.729
SGRO | 2017 | Rp 121,138,416,000 Rp  481,330,943,000 0.252
2018 | Rp 186,973,361,000 Rp  143,050,457,000 1.307
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak

Kode | Tahun Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak CETR
2019 | Rp 106,300,968,000 Rp  173,943,680,000 0.611
2020 | Rp  35,897,000,000 Rp  100,455,000,000 0.357
2016 | Rp 486,574,000,000 Rp 1,394,625,000,000 0.349
2017 | Rp 689,776,000,000 Rp 1,193,869,000,000 0.578
SIMP 2018 | Rp 562,117,000,000 Rp  206,722,000,000 2.719
2019 | Rp 307,806,000,000 |-Rp 197,149,000,000 -1.561
2020 | Rp 225,984,000,000 Rp 1,017,572,000,000 0.222
2016 | Rp 369,038,000,000 Rp 1,430,802,000,000 0.258
2017 | Rp 275,482,000,000 Rp 1,198,394,000,000 0.230
SMAR | 2018 | Rp 294,731,000,000 Rp  701,504,000,000 0.420
2019 | Rp 189,223,000,000 Rp 1,166,053,000,000 0.162
2020 | Rp 151,630,000,000 Rp 2,087,780,000,000 0.073
2016 | Rp 183,688,919,000 Rp 847,387,716,000 0.217
2017 | Rp 299,255,062,000 Rp 1,093,697,928,000 0.274
SSMS | 2018 | Rp 412,427,460,000 Rp  340,868,812,000 1.210
2019 | Rp 295,782,473,000 Rp  154,592,621,000 1.913
2020 | Rp 241,987,946,000 Rp  899,545,934,000 0.269
2016 | Rp 200,598,806,000 |-Rp 321,172,056,000 -0.625
2017 | Rp 115,077,000,000 |-Rp 1,218,203,000,000 -0.094
UNSP | 2018 | Rp  40,121,000,000 |-Rp 1,962,444,000,000 -0.020
2019 | Rp  26,199,000,000 |-Rp 4,811,327,000,000 -0.005
2020 | Rp 6,824,000,000 |-Rp  794,386,000,000 -0.009
2016 | Rp2,101,000,000,000 Rp 7,385,405,405,405 0.284
2017 | Rp 6,965,702,702,703 Rp 12,561,229,729,730 0.555
ADRO | 2018 | Rp5,903,840,579,710 Rp 11,898,521,739,130 0.496
2019 | Rp4,263,097,222,222 Rp 9,154,208,333,333 0.466
2020 | Rp 2,538,507,042,254 Rp 3,129,084,507,042 0.811
2016 | Rp  99,862,217,000 Rp  237,291,595,000 0.421
2017 | Rp 195,949,984,000 Rp  454,396,524,000 0.431
ANTM | 2018 | Rp 551,348,245,000 Rp 1,265,501,806,000 0.436
2019 | Rp 734,464,694,000 Rp  687,034,053,000 1.069
2020 | Rp 335,390,894,000 Rp 1,641,178,012,000 0.204
2016 Rp 42,478,185,484 -Rp  342,450,685,484 -0.124
2017 | Rp  28,536,409,214 | -Rp 1,454,277,195,122 -0.020
APEX | 2018 | Rp 36,158,856,729 | -Rp 1,589,756,497,829 -0.023
2019 | Rp 9,755,118,220 Rp 388,067,482,615 0.025
2020 | Rp 5,453,229,901 Rp  619,398,504,937 0.009
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak

Kode | Tahun Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak CETR
2016 |-Rp  10,297,421,837 Rp 2,038,622,270 -5.051
2017 | Rp  56,828,119,780 Rp 32,871,461,999 1.729
ARTI 2018 | Rp  17,725,599,296 Rp 45,792,570,511 0.387
2019 | Rp 1584,422,983 |-Rp 987,520,341,471 -0.002
2020 | Rp 989,004,314 | -Rp 922,128,824,292 -0.001
2016 | Rp 121,641,608,108 |-Rp 6,971,362,243,243 -0.017
2017 | Rp 54,307,527,027 | -Rp 2,329,500,621,622 -0.023
BRMS | 2018 | Rp 154,193,159,420 |-Rp 1,498,763,927,536 -0.103
2019 | Rp 4,702,666,667 Rp 17,078,236,111 0.275
2020 | Rp 6,708,394,366 Rp  194,945,647,887 0.034
2016 | Rp 268,579,540,056 Rp 478,217,538,180 0.562
2017 | Rp 335,064,448,392 Rp 1,513,156,692,168 0.221
BSSR | 2018 | Rp 573,053,243,556 Rp 1,351,793,730,090 0.424
2019 | Rp 347,567,593,494 Rp 574,393,563,186 0.605
2020 | Rp  99,988,194,640 Rp 576,008,645,980 0.174
2016 | Rp 456,579,222,952 Rp  396,398,398,124 1.152
2017 | Rp 572,896,905,888 Rp 5,691,281,408,604 0.101
BYAN | 2018 | Rp 2,208,134,459,583 Rp 10,089,380,030,832 0.219
2019 | Rp2,957,571,352,511 Rp 4,331,904,268,370 0.683
2020 | Rp 850,786,871,025 Rp 6,017,695,800,935 0.141
2016 |-Rp 43,812,044,622 |-Rp 266,147,360,146 0.165
2017 Rp 6,718,101,426 Rp 46,827,759,377 0.143
CITA | 2018 | Rp 32,554,527,232 Rp  724,987,180,923 0.045
2019 | Rp 462,981,316,253 Rp  848,256,705,676 0.546
2020 | Rp 604,705,676,876 Rp 841,881,871,416 0.718
2016 | Rp 6,394,949,799 Rp 26,764,367,473 0.239
2017 | Rp 6,967,275,263 Rp 6,947,634,696 1.003
CTTH | 2018 | Rp 3,825,517,566 Rp 9,340,812,634 0.410
2019 | Rp 685,741,445 | -Rp 26,367,979,556 -0.026
2020 | Rp 1,158,091,202 | -Rp 37,058,577,820 -0.031
2016 | Rp 279,276,621,622 Rp 820,401,932,432 0.340
2017 | Rp 540,655,756,757 Rp 1,171,658,175,676 0.461
DOID | 2018 | Rp 537,400,927,536 Rp 1,563,802,304,348 0.344
2019 | Rp 384,123,875,000 Rp 484,412,152,778 0.793
2020 | -Rp 259,507,450,704 | -Rp  343,133,577,465 0.756
DSSA 2016 | Rp 117,887,928,571 Rp 1,394,971,857,143 0.085
2017 Rp 331,568,785,714 Rp 2,733,731,685,714 0.121
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak

Kode | Tahun Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak CETR
2018 Rp 1,079,354,828,571 Rp 2,775,921,728,571 0.389
2019 | Rp 719,577,328,571 Rp 1,899,883,471,429 0.379
2020 | Rp 404,234,900,000 |-Rp 77,405,814,286 -5.222
2016 | Rp 152,419,000,000 Rp  418,318,000,000 0.364
2017 | Rp 140,185,000,000 Rp  326,366,000,000 0.430
ELSA | 2018 | Rp 214,552,000,000 Rp  351,807,000,000 0.610
2019 | Rp 234,300,000,000 Rp  466,749,000,000 0.502
2020 | Rp 256,675,000,000 Rp  344,877,000,000 0.744
2016 | Rp 531,503,148,649 |-Rp 5,512,580,189,189 -0.096
2017 | Rp1,823,733,482,808 Rp 1,245,995,280,408 1.464
ENRG | 2018 | Rp 757,872,185,625 Rp 191,007,097,947 3.968
2019 | Rp 640,902,505,077 Rp 1,231,228,000,982 0.521
2020 | Rp 870,470,807,570 Rp 1,533,969,386,950 0.567
2016 | Rp  70,445,014,286 Rp 703,788,328,571 0.100
2017 | Rp 243,991,558,266 Rp 2,267,041,680,217 0.108
GEMS | 2018 | Rp1,022,506,078,148 Rp 1,961,370,434,153 0.521
2019 | Rp 586,950,987,483 Rp 1,395,551,599,444 0.421
2020 | Rp 300,628,801,128 Rp 1,793,126,191,819 0.168
2016 | Rp  19,823,857,143 Rp 419,881,828,571 0.047
2017 | Rp 197,479,971,429 Rp 1,043,299,542,857 0.189
HRUM | 2018 | Rp 398,056,942,857 Rp  688,449,557,143 0.578
2019 | Rp 209,973,800,000 Rp 366,112,785,714 0.574
2020 | Rp  54,384,514,286 Rp 916,734,242,857 0.059
2016 | Rp 455,547,880,000 Rp 69,546,725,000 6.550
2017 | Rp 203,702,226,000 |-Rp  313,325,220,000 -0.650
INCO | 2018 | Rp 523,483,896,000 Rp 1,189,850,034,000 0.440
2019 | Rp 981,350,552,000 Rp 1,238,722,992,000 0.792
2020 | Rp 592,558,492,000 Rp 1,469,634,380,000 0.403
2016 | Rp 246,757,140,000 |-Rp 1,150,069,830,000 -0.215
2017 | Rp 490,619,540,000 Rp 3,001,160,450,000 0.163
INDY | 2018 | Rp 2,725,809,040,000 Rp 2,650,764,180,000 1.028
2019 | Rp 230,827,767,000 Rp 54,134,699,000 4.264
2020 | Rp1,284,382,820,000 |-Rp 991,771,860,000 -1.295
2016 | Rp 875,530,068,000 Rp 2,579,591,076,000 0.339
ITMG 2017 | Rp 807,393,060,000 Rp 4,905,121,140,000 0.165
2018 | Rp 1,582,150,617,000 Rp 5,319,783,603,000 0.297
2019 | Rp 1,547,000,587,000 Rp 2,584,307,108,000 0.599
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak
Kode | Tahun Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak CETR
2020 | Rp 884,679,705,000 Rp 1,023,360,065,000 0.864
2016 | Rp  41,109,645,504 Rp 197,373,160,500 0.208
2017 | Rp  83,637,561,900 Rp  266,042,170,836 0.314
KKGI | 2018 | Rp  69,566,912,253 Rp 16,216,446,483 4.290
2019 | Rp 6,963,511,336 Rp 111,618,218,510 0.062
2020 | Rp  23,086,386,960 | -Rp  131,946,943,310 -0.175
2016 | Rp 185,795,537,634 Rp  486,200,470,430 0.382
2017 | Rp 309,549,716,760 Rp 1,066,537,280,184 0.290
MBAP | 2018 | Rp 357,390,732,456 Rp  979,224,248,034 0.365
2019 | Rp 143,148,828,136 Rp  673,345,868,264 0.213
2020 | Rp  34,372,502,710 Rp 527,154,515,160 0.065
2016 | Rp 75,887,324,324 | -Rp 86,996,000,000 -0.872
2017 | Rp - Rp 852,581,608,108 0.000
MDKA | 2018 | Rp 420,031,782,609 Rp 1,257,542,884,058 0.334
2019 | Rp 714,133,486,111 Rp 1,506,546,305,556 0.474
2020 | Rp 512,082,014,286 Rp  802,920,700,000 0.638
2016 | Rp 317,792,229,730 Rp 3,5617,542,878,378 0.090
2017 | Rp 2,256,704,283,784 Rp 3,993,008,445,946 0.565
MEDC | 2018 | Rp 2,445,831,898,551 Rp 2,881,686,811,594 0.849
2019 | Rp 2,925,088,333,333 Rp 2,488,140,611,111 1.176
2020 | Rp2,037,983,478,873 | -Rp 1,384,276,352,113 -1.472
2016 | Rp - | -Rp 1,209,972,967,693 0.000
2017 | Rp  40,603,888,141 Rp 17,941,586,011 2.263
MTEN 2018 Rp 5,072,795,217 Rp 11,779,940,857 0.431
2019 | Rp 218,452,625 Rp 18,002,349,327 0.012
2020 | Rp 3,537,288,395 | -Rp 27,715,682,318 -0.128
2016 | Rp 128,552,235,256 Rp  395,729,459,992 0.325
2017 | Rp 100,083,343,620 Rp  230,541,872,256 0.434
MYOH | 2018 | Rp 121,464,383,445 Rp 600,201,667,449 0.202
2019 | Rp 141,860,316,644 Rp  485,493,981,912 0.292
2020 | Rp  94,098,912,180 Rp  409,183,059,740 0.230
2016 | Rp 64,899,866,489 | -Rp  117,449,933,244 -0.553
2017 | Rp  26,341,463,415 Rp  146,260,162,602 0.180
PTRO | 2018 | Rp  44,921,316,166 Rp  493,848,354,793 0.091
2019 | Rp 179,986,091,794 Rp 564,408,901,252 0.319
2020 | Rp 212,863,187,588 Rp 501,212,976,023 0.425
RUIS 2016 | Rp  23,358,178,895 Rp 54,852,288,151 0.426
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Data Perhitungan Penghindaran Pajak (CETR)

Penghindaran Pajak
Kode | Tahun Pembayaran Pajak Laba Sebelum Pajak CETR
2017 | Rp  23,784,526,011 Rp 38,913,911,728 0.611
2018 | Rp  16,807,022,696 Rp 44,579,949,867 0.377
2019 | Rp  20,031,687,650 Rp 50,653,045,141 0.395
2020 | Rp  20,355,500,678 Rp 48,080,574,358 0.423
2016 |-Rp 48,468,220,240 |-Rp 242,869,942,160 0.200
2017 |-Rp  35,009,766,144 | -Rp 13,363,408,500 2.620
SMRU | 2018 |-Rp 77,679,200,228 | -Rp 83,064,213,010 0.935
2019 | Rp 6,608,343,849 -Rp  184,842,122,179 -0.036
2020 |-Rp 59,139,891,618 |-Rp 342,612,094,410 0.173
2016 | Rp 175,583,723,118 Rp  349,249,905,914 0.503
2017 | Rp 178,842,994,580 Rp  815,657,276,423 0.219
TOBA | 2018 | Rp 391,962,879,884 Rp 1,407,838,234,443 0.278
2019 | Rp 244,733,059,805 Rp 874,397,329,624 0.280
2020 | Rp  87,314,301,834 Rp  593,553,088,858 0.147
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics
- . Std.
N Minimum | Maximum | Mean .
Deviation
Kl 215 .200 .667 40618 .096788
INST 215 031 977 .65637 .204463
SIZE 215 26.454 32.259| 29.58571 1.271686
ETR 215 -9.685 3.443 21896 .860451
CETR 215 -5.222 6.550 .35909 .986469
Valid N (listwise) 215
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Hasil Uji Normalitas (ETR)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: ETR
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Hasil Uji Normalitas (CETR)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: CETR
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Hasil Uji Multikolonieritas (ETR)

Coefficients?

Collinearity
Statistics
Model Tolerance | VIF
1 (Constant)
Kl .997 1.003
INST .992 1.008
SIZE 995 1.005

b. Dependent Variable: ETR
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Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients?

Collinearity
Statistics
Model Tolerance | VIF
1 (Constant)
Kl .997 1.003
INST .992 1.008
SIZE .995 1.005

a. Dependent Variable: CETR

Hasil Uji Autokorelasi (ETR)
Model Summary®

Adjusted R | Std. Error of Durbin-
Model R R Square Square the Estimate Watson
1 1582 025 011 .855608 2.016
a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST
b. Dependent Variable: ETR

Hasil Uji Autokorelasi (CETR)
Model Summary®

Adjusted R | Std. Error of Durbin-
Model R R Square Square the Estimate Watson
1 1582 025 011 .981031 2.004
a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST
b. Dependent Variable: CETR

Durbin-Watson test Bound
k=3
N dL du
215 1.747 1.790
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Regression Studentized Residual

Regression Studentized Residual

Hasil Uji Heteroskedastisitas (ETR)

Scatterplot
Dependent Variable: ETR
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Hasil Uji Heteroskedastisitas (CETR)

Scatterplot
Dependent Variable: CETR
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Hasil Uji Korelasi
Correlations

Kl INST SIZE ETR CETR
Kl Pearson Correlation 1 -.051 -.001 -156"| -.153"
Sig. (2-tailed) 456 .984 .022 .025
N 215 215 215 215 215
INST Pearson Correlation -.051 1 072 .002 -.031
Sig. (2-tailed) 456 294 975 .654
N 215 215 215 215 215
SIZE Pearson Correlation -.001 072 1 -.026 -.004
Sig. (2-tailed) .984 294 .708 .954
N 215 215 215 215 215
ETR  Pearson Correlation -.156" .002 -.026 1| .654™
Sig. (2-tailed) .022 975 .708 .000
N 215 215 215 215 215
CETR Pearson Correlation -.153" -.031 -.004 654" 1
Sig. (2-tailed) .025 .654 .954 .000
N 215 215 215 215 215
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**_Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Hasil Uji Simultan (Uji F) ETR
ANOVA?
Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.
1 Regression 3.974 3 1.325| 1.810 146°
Residual 154.466 211 132
Total 158.440 214

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST
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Hasil Uji Simultan (Uji F) CETR

ANOVA?
Sum of Mean
Model Squares df Square F Sig.
1 Regression 5.177 3 1.726 1.793 .150P
Residual 203.071 211 .962
Total 208.248 214
a. Dependent Variable: CETR
b. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST
Hasil Uji Parsial (Uji T) ETR
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1.307 1.388 942 347
Kl -1.391 .605 -156| -2.298 .023
INST -.017 .287 -.004 -.058 .954
SIZE -.017 .046 -.026 -.376 .708
a. Dependent Variable: ETR
Hasil Uji Parsial (Uji T) CETR
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1.154 1.592 725 469
Kl -1.578 .694 -.155 -2.275 024
INST -.186 .329 -.039 -.565 573
SIZE -.001 .053 -.001 -.020 984

a. Dependent Variable: CETR
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Hasil Uji Koefisien Determinasi (ETR)
Model Summary®

Model R R Square

Adjusted R | Std. Error of
Square the Estimate

1 .158% .025

011

.855608

a. Predictors: (Constant), SIZE

, KI, INST

Hasil Uji Koefisien Determinasi (CETR)
Model Summary®

Model R R Square

Adjusted R | Std. Error of
Square the Estimate

1 .158% 025

011

981031

a. Predictors: (Constant), SIZE, KI, INST

b. Dependent Variable: CETR
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